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TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
periu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2012;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indunesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik * Indonesia
Nomor 4389);




10.

11.

12.

14/

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang“ Pemeriksaan,
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 4737); -

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2012;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksana
Prioritas Pembangunan Tahun 2010;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan
yang Berkeadilan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M
PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

Peraturan -Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Barat 2008 - 2013;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012;



Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2004 Nomor 29 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa
di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2009 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten
Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan ~ Pemerintahan  Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027
(Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2012. .

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
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)

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah laiRnya sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pembangunan Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja
Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala
Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kebupaten Bandung
sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Pasal 2

RKPD Tahun 2012 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember
2012.

RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penjabaran
dari Raperda RPIPD 2005 — 2025 yang dituangkan dalam RPIMD Tahap II Tahun 2010-
2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Daérah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar
wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam
pembangunan daerah.

RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berfungsi sebagai:
a. Pedoman di dalam penyusunan evaluasi Renja — SKPD.

0. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Bandung
Tahun 2012.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja — SKPD Tahun 2012 sebagaimana Pasal 2 ayat (4) huruf a,‘
SKPD menggunakan RKPD Tahun 2012, untuk :

Menyusun Rancangan Akhir Renja — SKPD;
Sebagai bahan untuk penyusunan Pra RKA — SKPD.

a.
b.




Pasal 4

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja — SKPD mengénai kesesuaiannya
dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 5

Kaidah — kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

a. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala SKPD melakukan
pemantauan.

b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan
dari masing — masing SKPD.

c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun
sebelumnya.

d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi bahan bagi penyusunan RKPD
tahun yang akan datang.

Pasal 6

(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun
berjalan.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

seperti:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program
dan kegiatan prioritas daerah

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan; dan / atau

C. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2011

ASER, SH., S.Ip.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 41
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1.1.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan RAPBD & APBD. Dokumen
RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju
dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari
APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Proses penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; persiapan
penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal (Ranwal) RKPD, penyusunan rancangan
RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan akhir RKPD dan penetapan RKPD
melalui peraturan kepala daerah. Mengacu pada Permendagri 54 tahun 2010 pasal 101
ayat 1 menyatakan bahwa ;"Bappeda menyusun RKPD”, namun dalam pelaksanaan
penyusunannya dilakukan oleh suatu tim yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah.

RKPD tahun 2012 merupakan penjabaran dari dokumen RPIJMD tahun 2010 — 2015.
Penjabaran yang dimaksud, menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program
dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan
daerah dan indikasi rencana program prioritas yang ada dalam RPJMD, begitupun dengan
prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Prioritas pembangunan
tahun 2012 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya
pemenuhan pencapaian target tahun kedua yang ditetapkan dalam RPJMD 2010 — 2015.
Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:

VISI & MISI 5TH

TUJUAN & SASARAN 5 TH

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran
Tahun | Tahun Il Tahun il Tahun IV Tahun V

Penyelenggaraan ! Strategi & Arah i1 Strategi & Arah | | Strategi & Arah i1 Strategi & Arah | | Strategi & Arah :
! Kebijakan ' Kebijakan " Kebijakan i1 Kebijakan " Kebijakan H
Urusan ' ' " i H H

" Indikator T Program
Kinerja Daerah P""b'"'""'"

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012 I-1



Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD,
Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD dapat dijelaskan melalui alur hubungan antar
dokumen sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

| DAERAH | . | PUSAT |
1
Diacu
RPJPD - —--E_ _ .+ RPJPN
1
20 tahun pedoman I pedoman 20 tahun
pedoman Diperjatikan pedoman

RPJMD -———'——— — RPJMN

Renstra 1 5tahun Renstra
SKPD dijabarka 1 dijabarkan K/L
Stahun $pedoman 1 tahun Diserabikan dg 1tahun Stahun T pedoman

-

Renja _ Musrknbang Renja
SKPD Tiacu A - - Ly ~Gac KIL
— = Tvane | T T T i - === == T
- Dibahas

bersama

KUA J PPAS J DPRD

Pasal 84, Permendagri 54/2010

-
DPRD KDH
RPJMD yang telah ditetapkan dengan

1
DGN 1
1
RKA-SKPD |& — — — — PEPhIIEYDl?smNAN : Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan
RKA-SKPD 1 Daerah kabupaten/kota menjadi
1
1
1
1
L]

PENGANGGARAN

= pedoman penetapan Renstra SKPD dan

penyusunan RKPD, serta digunakan
RAPERDA
—_— APBD 1 tahun

sebagai instrumen evaluasi
Sumber: Permendagri No 54 Tahun 2010

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Proses penyusunan dokumen perencanaan maupun penganggaran, sesuai dengan ketentuan sudah
ditetapkan batas akhir waktu pelaksanaannya. Untuk memudahkan dapat dilihat dari skema siklus berikut ini:

Gambar 1.2
Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan

ey
l ‘Pene‘apan

Perbup rip,
D
Renja skpp &

e

APBD Penyusunap,

KUA & pppg
Mijuni g4
Juli-th,n Ml
T e
\ S o __
RAPBp ]

“2-34lj 579
sem-th.nm

Sumber: Permendagri No 54 Tahun 2010
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1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun
2012 Kabupaten Bandung adalah:

1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementrian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Raporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

16 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2012;

17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Tahun 2010;

18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK
95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIMN) 2010-2014.

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat:

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 — 2025;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 — 2013;

27. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan
Pembangunan Tahunan Daerah;

28. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011;

29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat:

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi
Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman
Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun
2006-2010;

35 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Bandung.

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 — 2027 (Lembar Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. 3);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah;
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1.3.

1.4.

Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi
daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang
bersangkutan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk terwujudnya sinergitas
dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik antar wilayah, antar sektor, serta antar
lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun dengan kabupaten/kota perbatasan
sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang
tersedia.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dokumen RKPD
Kabupaten Bandung tahun 2012 ini, diantaranya:

1. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah tahap kedua
(tahun 2011 - 2015)

2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antarsektor,
antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.

3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.

Hubungan antar Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah penjabaran dari RPIMD.
Dokumen RPIJMD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD. Seluruh dokumen
perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah, harus mengacu,
memperhatikan dan menserasikan dengan dokumen - dokumen perencanaan
pembangunan pemerintah provinsi dan pusat. RKPD Kabupaten yang disusun diserasikan
dengan dokumen RKPD provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan (Musrenbang).

Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan
daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini, merupakan perwujudan
keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap
memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global.
Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan
melengkapi, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup
penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua
bidang kehidupan secara, terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan
pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang
wilayah, baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten, skala regional RTRW Provinsi dan skala
nasional RTRW Nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan
akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai
macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan
pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah
pembangunan. Untuk melihat hubungan antar dokumen tiap jenjang dan tingkatan
pemerintahan, dapat dilihat pada gambar berikut ini:
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Gambar 1.3
Hubungan Antar Dokumen
Tiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan
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Sumber: Permendagri No 54 Tahun 2010

1.5. Sistematika Dokumen RKPD
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD,
kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan
antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD

serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini
kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah
yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata
cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu

dicantumkan.
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1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan
beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN,
RPIPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan
pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

1.5 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi
daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah
yang bersangkutan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-
dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan
demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum
kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan
tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya
informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk
mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan
dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan
mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala
daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian
kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari
telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra
SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban
APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang
dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah,
menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target
capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPIJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis subbab 2.3.1 s/d 2.3.2 yaitu isu
permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah,
dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas
fungsi SKPD.
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2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH

Bab ini menguraikan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari
dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam
dokumen RPIMD kabupaten/kota

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung
untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan
pada tahun rencana.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari
dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi
dalam dokumen RPIMD kabupaten/kota

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program
dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai
payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang
akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009, 2010 dan Perkiraan Tahun 2011.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun
2013

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah
Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja
daerah, berdasarkan hasil analisis pada bab III.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
BABIV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPIMD, identifikasi isu strategis dan masalah

mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas
kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan
maju pada RKPD tahun sebelumnya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5
(lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
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4.2 Prioritas dan Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran
prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan
program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD)
dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPIMD. Rencana program dan kegiatan
prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program
dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi
masyarakat dan menjadi skala Prioritas daerah.

BABVI PENUTUP

Tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada setiap bab, diharapkan
dapat memberikan gambaran pada tahun berjalan.
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BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung yang terletak pada koordinat 107° 22" -
108°- 5° Bujur Timur dan 6°41 — 7°19' Lintang Selatan terletak di wilayah dataran tinggi. Luas
wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung 176.238,67 Ha, sebagian besar wilayah Bandung
berada diantara bukit-bukit dan gunung-gunung yang mengelilingi Kabupaten Bandung, seperti
disebelah utara terletak Bukittunggul dengan tinggi 2.200m, Gunung Tangkuban Parahu
dengan tinggi 2.076 m yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten
Purwakarta dan di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung
Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung
Guntur dengan tinggi 2.249 m, keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah :

e Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan
Kabupaten Sumedang;

e Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur;

e Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota
Cimahi.

Dengan Morfologi wilayah pegunungan dengan rata-rata kemiringan lereng antara 0 — 8
%, 8 — 15 % hingga di atas 45 %. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh
iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per
tahun. Suhu udara berkisar antara 12° C sampai 24° C dengan kelembaban antara 78 % pada
musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.

Dampak dari Kondisi Morfologis, dan Geografis Kabupaten Bandung membuat Potensi
sumber daya air yang tersedia cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan.
Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-
anak sungai. Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
pertanian, industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 — 200 meter)
pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri, non industri dan sebagian kecil untuk
rumah tangga. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air
tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM.

Dengan aspek hidrologis seperti ini, Kabupaten Bandung cukup potensial untuk dapat
mengembangkan sektor pertanian, sektor industri dan sektor-sektor lain yang membutuhkan
ketersediaan air. Sungai Citarum yang melalui Kabupaten Bandung, sejak dulu sudah menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Bandung. Sungai ini dimanfaatkan sejak lama
untuk menghidupi banyak hal, tidak hanya sebagai sumber air namun menjadi lahan mata
pencaharian, pengairan, transportasi, dan lain-lain.

Namun demikian, disayangkan fungsi sungai menjadi tempat pembuangan sampah dari
masyarakat-masyarakat sekitar sungai dan limbah-limbah sisa sektor industri, Sehingga kondisi
ini juga menimbulkan permasalahan, permasalahan-permasalahan yang timbul di daerah hulu
sungai seperti pemanfaatan lahan pertanian di daerah perbukitan dengan kemiringan tertentu
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beralih fungsi dari hutan menjadi lahan pertanian menyebabkan sering terjadinya pergerakan
tanah atau longsor dan bertambahnya lahan kritis di Kabupaten Bandung akibat erosi,
sedimentasi dan longsor. Akibat dari kurang baiknya kondisi lingkungan di daerah hulu,
terutama sering berkurangnya fungsi resapan air menyebabkan sedimentasi dan banjir di
daerah hilir. Hal tersebut diperparah dengan makin tingginya alih fungsi lahan pertanian
menjadi permukiman/non pertanian serta perilaku masyarakat yang kurang baik dalam
pengelolaan sampah.

Tabel 2.1
Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung Tahun 2010
No Pemanfaatan Ruang Luas Area Persentase
1. Kawasan Budidaya 227.013 Ha 72,88 %
1.1} Budidaya Pertanian 182.014 Ha 58,44%
a. Hutan Produksi 24.943 Ha 8,01 %
b. Hutan Rakyat 5.375 Ha 1,73 %
c. Lahan Basah 57.200 Ha 18,36%
d. Lahan Kering 39.805 Ha 12,78 %
e. Perkebunan 53.975 Ha 17,33 %
f. Peternakan 324 Ha 0,10%
g. Perikanan 391 Ha 0,13 %
1.2 Budidaya Non Pertanian 44.999 Ha 14,45 %
a. Permukiman 28.719 Ha 9,22%
b. Fasos/ Fasum 246 Ha 0,08%
c. Perdagangan / Jasa 1.211 Ha 0,39%
d. Militer 1.973 Ha 0,63 %
e. Pertambangan 62 Ha 0,2%
f. Kawasan Industri 4.470 Ha 1,58 %
g. Zona Industri 4.470 Ha 1,43 %
h. Cadangan / lain-lain 3.408 Ha 1,09 %
2. Kawasan Lindung 84.462 Ha 27,12 %
rlutan lindung / 48.917 Ha 15.71 %
onservasi
Sempadan 3.853 Ha 1,24 %
iluaka / Pelestarian 4.391 1,41 %
am
Rawan Bencana 19.569 Ha 6,2 %
Perairan 7.732 Ha 2,48%

Sumber : www.bandungkab.go.id
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Gambar 2.1
Grafik Presentase Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bandung
Tahun 2010
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Kab. Bandung Tahun 2010
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Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung yang bervariasi menyebabkan keragaman
sumber daya alam. Komoditi unggulan yang diusahakan bervariasi di setiap wilayah, baik dari
sektor petanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil
pertanian. Komoditi-komoditi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kabupaten
Bandung, terdapat beberapa komoditi yang menjadi unggulan tidak hanya di tingkat kabupaten
tetapi sampai ke tingkat provinsi dan nasional. Komoditi-komoditi tersebut dapat dikategorikan
sebagai komoditi khas Kabupaten Bandung.

Komoditi-komoditi khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Bandung diantaranya dari
sektor pertanian yaitu stroberi, kopi, sapi perah dan produk turunannya. Sementara dari sektor
industri diantaranya industri peralatan pertanian dan industri kerajinan wayang golek.
Komoditi-komoditi tersebut menjadi unggulan baik untuk tingkat propinsi maupun tingkat
nasional, bahkan beberapa komoditi telah dapat bersaing di pasar internasional.

Secara kuantitas, Komoditi yang terbesar dihasilkan dari sektor pertanian, Hal ini
dimungkinkan dari segi geografis maupun demografis. Kabupaten Bandung memiliki kondisi
iklim, lahan dan sumberdaya hayati yang sangat mendukung pengembangan usaha aneka jenis
komoditas pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.
Dari segi lahan, tercatat 37.043,43 Ha lahan di Kabupaten Bandung di pakai sebagai areal
Pertanian, itu belum termasuk areal perkebunan dan daerah huma. Daerah yang Strategis akan
mempermudah akses pemasaran produk-produk pertanian dan perkebunan, seperti Kota
Bandung dan Jabotabek. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Sektor
Pertanian sebagai salah satu core bussiness dan leading sector di samping industri manufaktur
dan pariwisata, serta merupakan andalan pada pembangunan bidang ekonomi.
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Salah satu sektor yang menjadi andalan Kabupaten Bandung karena faktor geografisnya
adalah pariwisata. Keberadaan danau-danau alam, gunung-gunung, hutan-hutan yang masih
alami dan kekayaan alam lainnya menjadi modal yang baik bagi dikembangkannya sektor
pariwisata. Pengembangan Pariwisata ke depan, tidak hanya mengandalkan kekayaan hayati,
namun juga harus disinergikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, sehingga dapat
menjadi nilai tambah.

Berikut Kawasan Pariwisata Alam yang menjadi unggulan Kabupaten Bandung, vyaitu :
Kecamatan Rancabali meliputi Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Walini,
Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk. Kecamatan Cimaung diantaranya Gunung
Puntang. Kecamatan Pangalengan diantaranya Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah
Gunung Papandayan, Arung Jeram Palayangan, Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah
Kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibun), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey), Curug
Cinulang (Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan Majalaya), Situ Sipatahunan
(Kecamatan Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan
Cilengkrang), Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang), Curug Simandi Racun (Kecamatan
Pacet).

Selain memiliki kawasan Pariwisata alam, Kabupaten Bandung memiliki kawasan
pariwisata budaya seperti : Gunung Padang (Kecamatan Ciwidey), Rumah adat Cikondang,
Rumah Hitam (Kecamatan Pangalengan), Rumah Adat Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs
Kampung Mahmud (Kecamatan Margaasih), Situs Karang Gantung (Kecamatan Pacet), Situs
Bojonmenje (Kecamatan Rancaekek), Sentra Seni Jelekong (Kecamatan Baleendah), Sentra
Seni Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Sentra Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra
wisata seni Benjang (Kecamatan Cileunyi). Juga kawasan wisata Agro, seperti Agrowisata
Strawberry (Pasirjambu, Rancabali, Ciwidey dan lain-lain), Agrowisata Teh (Kertamanah,
Malabar, Rancabali, dan lain-Lain), Agrowisata Sayuran (Pasirjambu, Ciwidey, Pacet,
Pengalengan Dan Lain-Lain) Dan Agrowisata Herbal (Pasirjambu, Rancabali, Arjasari, dan lain-
lain).

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk. 3.215.548 jiwa pada
tahun 2010 (Data BPS 2010), terdiri dari laki-laki sebanyak 1.638.623 jiwa (50,96 %) dan
perempuan sebanyak 1.576.925 jiwa (49,04 %). Jumlah ini meningkat 1,35 % dibandingkan
tahun 2009, di mana pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai lk
3.172.860 jiwa, terdiri atas : laki-laki 1.590.399 jiwa (50,13 %) dan perempuan 1.582.461 jiwa
(49,87 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2010,
jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah
penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk
kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Jumlah penduduk kelompok umur
produktif (15-64 tahun) mengalami penurunan sebesar 2,25 %, demikian pula dengan jumlah
penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) menurun 0,44 %, sedangkan jumlah
penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) meningkat 2,69 %.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2009-2010

2009 2010
No Kelomi)t?kUmur Jenis Kelamin Jenis Kelamin
(thn) Jumlah % Jumlah %
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
1. | Muda (0-14) 453.081 450.675 903.756 28,48 513.714 488.483 1.002.197 | 31,17
2. | Produktif 1.063.309 1.066.868 2.130.177 67,14 1.065.575 1.021.119 2.086.694 | 64,89
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2009 2010
No Kelompok Umur Jenis Kelamin Jenis Kelamin
(thn) Jumlah % Jumlah %
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
(15-64)

3. | Tua (65+) 74.009 64.918 138.927 4,38 59.334 67.323 126.657 3,94
Jumlah 1.590.399 1.582.461 3.172.860 100 1.638.623 1.576.925 3.215.548 100

% 50,13 49,87 100,00 50,96 49,04 100,00

LPP (%) 1,47 1,35

Dependency Ratio (%) 48,95 54,10

Kepadatan Penduduk (jiwa/km?) 1.800 1.825

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Suseda Tahun 2009-2010.

Dari jumlah penduduk tersebut di atas, terdapat angka beban ketergantungan
(dependency ratio) sebesar 54,10 %, ini artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus
menanggung |k. 54 orang penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2009,
dependency ratio pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,15 poin, sedangkan
dependency ratio pada tahun 2009 sebesar 48,95 %. Angka Ketergantungan (dependency
ratio) diharapkan dapat diturunkan pada tahun-tahun mendatang, dengan meningkatkan Daya
saing dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Bandung.

Secara Perbandingan wilayah, Kabupaten Bandung memiliki potensi wilayah yang luas
mencapai  176.238,67 ha atau 1.762,39 km? sehingga rata-rata kepadatan penduduknya
adalah 1.825 jiwa/km?®. Artinya secara rata-rata terdapat 1.825 orang yang menghuni 1 km?
daerah atau terdapat sekitar 2 orang dalam 1 m?. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
kepadatan penduduk tahun 2010 meningkat sebesar 25 jiwa/km?, sedangkan kepadatan
penduduk tahun 2009 mencapai 1.800 jiwa/km?. Kenaikan setiap tahun bertambah seiring
dengan pertambahan Penduduk yang besar setiap tahun, sedangkan jumlah lahan tidak
berubah.

Jika dilihat Per wilayah, urutan 3 terbanyak Jumlah Penduduk paling banyak yang
tercatat berada di kecamatan Baleendah, kecamatan Rancaekek dan kecamatan Cileunyi,
sedangkan jumlah penduduk terkecil yang tercatat berada di kecamatan Cilengkrang. Namun
jika dilihat dari kepadatan penduduk suatu wilayah (jumlah penduduk dibagi dengan luas
wilayah daerah masing-masing), Maka Kecamatan Margahayu dan Dayeuhkolot menjadi
kecamatan yang paling padat di Kabupaten Bandung, sedangkan cecamatan dengan Kepadatan
paling rendah diduduki oleh Kecamatan Rancabali, Pasirjambu dan Kertasari.

Berikut jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan pada tahun 2010 di Kabupaten
Bandunag.

Tabel 2.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2010

Jumlah Penduduk Wli-lua asah Kepadatan
No | Kecamatan Jumiah Yy Penduduk
Laki-Laki Perempuan Penduduk (Ha) (Jiwa/Ha)

1 Ciwidey 37,149 35,877 73,026 4,846.92 21

2 Rancabali 24,129 23,571 47,700 14,837.00 4
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Jumlah Penduduk Wli-ll;?/ih Kepadatan
No | Kecamatan - - Jumiah Pgnduduk
Laki-Laki Perempuan Penduduk (Ha) (Jiwa/Ha)

3 | Pasirjambu 40,863 39,095 79,958 23,957.64 4
4 | Cimaung 37,029 35,981 73,010 5,500.02 9
5 Pengalengan 69,863 68,980 138,843 19,540.93 5
6 | Kertasari 33,281 32,433 65,714 15,207.36 4
7 | Pacet 52,276 48,840 101,116 9,193.96 15
8 | Ibun 38,619 37,157 75,776 5,456.51 17
9 | Paseh 61,278 58,292 119,570 5,102.90 26
10 | Cikancung 42,132 40,090 82,222 4,013.63 22
11 | Cicalengka 55,336 53,775 109,111 3,599.23 30
12 | Nagreg 24,406 23,459 47,865 4,930.29 12
13 | Rancaekek 83,225 83,235 166,460 4,524.83 38
14 | Majalaya 77,897 73,658 151,555 2,536.46 65
15 | Solokanjeruk 39,364 38,193 77,557 2,400.66 33
16 | Ciparay 77,123 73,888 151,011 4,617.57 31
17 | Baleendah 114,472 109,852 224,324 4,155.54 66
18 | Arjasari 46,290 44,743 91,033 6,497.79 18
19 | Banjaran 58,390 56,085 114,475 4,291.79 37
20 | Cangkuang 33,116 31,847 64,963 2,461.06 27
21 | Pamengpeuk 35,439 34,127 69,566 1,462.32 50
22 | Katapang 56,121 53,618 109,739 1,572.46 72
23 | Soreang 53,427 50,961 104,388 2,550.68 43
24 | Kutawaringin 46,056 43,488 89,544 4,730.26 20
25 | Margaasih 68,799 65,611 134,410 1,834.49 82
26 | Margahayu 60,830 59,545 120,375 1.054.33 129
27 | Dayeuhkolot 57,982 55,352 113,334 1,102.91 105
28 | Bojongsoang 53,308 50,668 103,976 2,781.22 40
29 | Cileunyi 83,489 80,606 164,095 3,157.51 58
30 | Cilengkrang 23,708 22,912 46,620 3,011.94 15
31 | Cimenyan 53,226 50,986 104,212 5,308.33 26

TOTAL 1,638,623 1,576,925 3,215,548 | 176,238.67 19

Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2010

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

RKPD Kabupaten Bandung tahun 2012, secara nyata adalah RKPD pertama yang
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 Kabupaten Bandung,
Periode tahap ke-2 RPJMD tahun 2010-2015. Pada RPIJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-
2015, Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu Prioritas untuk menangkis berbagai
isu yang berkembang. Pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahap kedua RPJP Daerah
atau RPJM Daerah tahun 2010-2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi
permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang
muncul di masa yang akan datang.

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012 11-6



Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan visi
Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPIJMD 2010 — 2015 yaitu "7erwujudnya Kabupaten
Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan
Lingkungan’.

Dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2015, dijabarkan dalam 7 (tujuh)
misi, Yaitu:
1. Meningkatkan profesionalisme birokrasi;
2. Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan
takwa serta melestarikan budaya sunda;
Memantapkan pembangunan perdesaan;
Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah;
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah;
Meningkatkan Ekonomi kerakyatan yang berdaya saing; dan
Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan;

Nounhkw

Ketujuh butir Misi Kabupaten Bandung, semata-mata untuk mewujudkan Kondisi
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mencakup kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga. Pembangunan daerah bidang
kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Bandung.
Kondisi tersebut tercermin pada pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, kepemilikan tanah,
kesempatan kerja, dan tingkat kriminalitas.

Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada
upaya akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun
non formal, serta rintisan Wajib Belajar 12 tahun untuk daerah-daerah dengan angka
partisipasi di jenjang pendidikan dasar yang sudah optimal. Untuk aspek peningkatan mutu,
relevansi dan daya saing, pencapaian yang cukup penting ditunjukkan oleh telah terbentuknya
lembaga tripartit antara pemerintah, dunia usaha, dan sekolah sebagai media untuk
meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, termasuk penyerapan lulusannya di dunia kerja.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan
pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terus dilakukan. untuk mencapai derajat kesehatan
yang diharapkan, upaya yang diperlukan antara lain peningkatan akses pelayanan kesehatan,
yaitu peningkatan kualitas ketenagaan, peningkatan fasilitas kesehatan serta peningkatan
perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat.

Jumlah penduduk produktif (15-65 tahun) di Kabupaten Bandung telah mencapai
2.086.694 jiwa (64,89%). Diperlukan, peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing
tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten
Bandung. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan dan uiji
sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Serta perluasan kesempatan kerja
masih tetap menjadi perhatian.

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang
punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas
kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat
kesehatan. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan
mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas
inisiasif masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan.
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Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi,
dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan
pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga,
baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar yang berlaku.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung harus dilestarikan dan
dikembangkan sebagai kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai
budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif
budaya global. Upaya peningkatan jati diri masyarakat seperti halnya solidaritas sosial,
kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan.
Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian
dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali
kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Bandung telah mengarah pada
kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat,
serta kesadaran dan toleransi antar umat beragama. Kondisi tersebut menciptakan hubungan
yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antar umat
beragama. Hal-hal tersebut dapat menunjang kesalehan sosial di masyarakat. Namun dalam
proses mewujudkan kesalehan sosial di masyarakat, masih terdapat pemahaman menyesatkan
yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan mengganggu kehidupan beragama dan
bermasyarakat.

2.1.2.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan PDRB)

PDRB Kabupaten Bandung menggambarkan pertumbuhan ekonomi, Secara umum
kondisi makro ekonomi Kabupaten Bandung, meningkat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, hal itu tidak lepas dari kondisi fundamental makro yang mempengaruhi
seperti Stabilitas politik dan demokrasi, dukungan kepercayaan dunia usaha dan
keyakinan pada kinerja perekonomian nasional yang terus membaik membuat
pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh di tahun ini.

Kondisi ekonomi nasional yang positif ini berimbas pada perekonomian Kabupaten
Bandung untuk tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung tercatat
meningkat, dengan pertumbuhan mencapai 5,88 persen, sedang untuk tahun 2009
berkisar sekitar 4,34 persen.

Sektor yang membuat kenaikan secara signifikan diperoleh dari sektor industri. Namun
perlu dicatat juga terjadi penurunan dari sektor-sektor ekonomi lainnya, vyaitu
pertambangan dan pengalian, dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Untuk tahun 2010, PDRB Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dibandingkan
dengan PDRB untuk tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya. Baik itu dilihat dari
PDRB atas harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. Untuk tahun 2010,
PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp 4,89 triliun,
sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar Rp 1, 2
triliun.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung secara umum pertahun dapat dilihat dari
tabel berikut :
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Tabel 2.4

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung

Untuk Tahun 2008 — 2010

pertumbuhan pertumbuhan
Tahun PDRB ADH Berlaku | PRDB ADH Konstan PDRB ADH PDRB ADH
Berlaku Konstan
2008 38.282.169.450.000 | 19.674.494.550.000 14,89% 5,30%
2009 41.201.900.670.000 | 20.527.539.560.000 7,63% 4,34%
2010 46.092.238.720.000 | 21.734.661.190.000 11,87% 5,88%

Data Produk Domestik Bruto Semesteran Kabupaten Bandung 2010

Secara umum Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung selalu mengalami peningkatan,
baik itu dilihat dari PDRB ADH Konstan maupun PDRB ADH berlaku, namun
pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung tahun 2009 mengalami penurunan itu
disebabkan karena dampak Krisis global yang dialami dunia yang berimbas pada PDRB
Kabupaten Bandung. Memasuki tahun 2010 PDRB Kabupaten Bandung kembali
menunjukkan kondisi pertumbuhan yang normal.

Kondisi ini tidak terlepas dari adanya pertumbuhan pada bagian semua sektor
lapangan usaha Nilai PDRB tak lepas dari nilai-nilai PDRB persektor yang menjadi
pembentuk PDRB secara umum, berikut Pertumbuhan PDRB ADH konstan dan berlaku

per sektor.
Tabel 2.5.1
Pertumbuhan PDRB ADH Kostan
Kabupaten Bandung
Tahun 2010
TAHUN Pertumbuhan
SEKTOR
2009 (Juta Rp.) 2010 (Juta Rp.) PDRB
1. Pertanian 1.502.003,49 1.602.050,01 6,66%
2. Pertambangan Dan Penggalian 269.782,12 282.922,47 4,87%
3. Industri Pengolahan 12.517.223,96 13.173.587,93 5,24%
4, Listrik, Gas Dan Air Bersih 376.034,30 396.026,30 5,32%
5. Bangunan/Kontruksi 355.614,56 381.103,63 7,17%
6. Perdagangan,Hotel Dan Restoran 3.211.263,99 3.474.795,78 8,21%
7. Pengangkutan Dan Komunikasi 843.661,61 892.448,05 5,78%
8. Keuangan,Persewaan Dan Jasa 451.138,21 474.864,56 5,26%
Perusahaan
9. Jasa — Jasa 1.000.817,32 1.056.862,46 5,60%
Total PDRB 20.527.539,56 21.734.661,19 5,88%
PDRB Tahun 2010
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Tabel 2.5.2

Pertumbuhan PDRB ADH Berlaku

Kabupaten Bandung

Tahun 2010
TAHUN
SEKTOR - : PERTUMBUHAN
2009 (juta) 2010 (juta) PDRB
1. Pertanian 3.013.007,10 3.471.661,92 15,22%
2. Pertambangan Dan Penggalian 526.035,13 580.783,81 10,41%
3. Industri Pengolahan 24.565.562,89 27.471.535,02 11,83%
4, Listrik, Gas Dan Air Bersih 674.520,69 741.188,33 9,88%
5. Bangunan/Kontruksi 696.720,83 764.990,68 9,80%
6. Perdagangan,Hotel Dan Restoran 6.780.385,10 7.796.200,55 14,98%
7. Pengangkutan Dan Komunikasi 1.795.161,77 1.933.148,22 7,69%
8. Keuangan,Persewaan Dan Jasa 820.502,95 898.354,49 9,49%
Perusahaan
9. Jasa — Jasa 2.069.321,52 2.434.375,72 17,64%
Total Pdrb 40.941.217,98 46.092.238,74 12,58%
PDRB Tahun 2010

2.1.2.2 PDRB Perkapita

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012

PDRB per kapita atau pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro.
PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku pada Tahun 2010 menunjukkan
peningkatan lebih besar dibandingkan dengan PDRB per kapita berdasarkan harga
konstan. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 12.856.303,00,
angka ini meningkat  5,01% dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai
Rp 12.242.428,00. Nilai PDRB perkapita atas dasar konstan yang menggambarkan
pendapatan riil penduduk Kabupaten Bandung jika dibandingkan dengan PDRB
perkapita harga berlaku hanya meningkat sebesar 0,69%, yaitu dari Rp. 6.402.393,00
pada Tahun 2008 menjadi Rp. 6.446.689,00 pada Tahun 2009.

Hal ini sejalan dengan peningkatan daya beli pada IPM pada tahun 2008 - 2010,
pada tetapi walaupun demikian peningkatan PDRB perkapita yang dihitung belum
menggambarkan sepenuhnya secara riil. Kenaikan daya beli masyarakat karena masih
terkandung Faktor Inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
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2.1.2.3

Gambar 2.2
Grafik Pendapatan Perkapita Pertahun Kabupaten Bandung
Tahun 2008 -2010
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pertahun (Rp) 12.242.428 12.985.731 14.274.059

Berdasarkan PDRB Perkapita, kondisi Kabupaten Bandung menggambarkan bahwa
tingkat kemakmuran/kesejahteraan  penduduk Kabupaten Bandung belum
menampakan kemajuan yang berarti. Namun, jika dibandingkan dengan pendapatan
per kapita Provinsi Jawa Barat maka tingkat pendapatan yang diterima penduduk
Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan rata-rata pendapatan penduduk
Provinsi Jawa Barat. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Jawa
Barat pada Tahun 2010 sebesar.

Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus
menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat
dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli
dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa
terjadi daya beli penduduk menurun. Tahun 2010, tingkat inflasi di Kabupaten
Bandung meningkat 2,51 poin, yaitu dari 3,15 % pada tahun 2009 menjadi 5,66 %
pada tahun 2010. Peningkatan ini masih termasuk inflasi ringan (di bawah 10 % per
tahun). Menurunnya tingkat inflasi ini juga tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Berikut gambaran keadaan tingkat inflasi dari tahun 2008-2010 adalah :
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Gambar 2.3

Grafik Tingkat Inflasi PDRB di Kabupaten Bandung

Pada Tahun 2006-2010
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Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2010.

Dilihat dari sektor kegiatannya, tingkat Inflasi PDRB Kabupaten Bandung dari tahun
2008 - 2010 adalah:

Tabel 2.6

Tingkat Inflasi PDRB di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2008-2010

No Lapangan Usaha Tahun Tahun Tahun

2008 2009 2010
1 | Pertanian 6,46 4,85 8,03
2 | Pertambangan dan Penggalian 7,05 6,54 5,28
3 | Industri pengolahan 9,46 2,76 5,59
4 | Listrik, Gas dan Air Bersih 4,22 0,88 4,34
5 | Bangunan/Konstruksi 9,46 2,6 2,46
6 | Perdagangan, Hotel dan Restoran 10,61 5,3 6,26
7 | Pengangkutan dan Komunikasi 9,64 -5,21 1,8
8 | Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 5,66 0,08 4,02
9 | Jasa-Jasa 7,35 7,14 6,05

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2010.

Peningkatan inflasi tertinggi terjadi pada sektor pertanian yang mencapai 8,03 persen,
kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,26 %, serta
sektor jasa-jasa sebesar 6,06 %. Adapun sektor lainnya berkisar antara 1,80 — 5,59

%.

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012
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2.1.2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Nilai Tambah Bruto (NTB)

Salah satu indikator makro Ekonomi yang menjadi acuan adalah Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE). Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung pada tahun 2010
mencapai 5,88 %. Jika dilihat dari pertumbuhan tiap-tiap sektor ekonomi terlihat
bahwa pada tahun 2010 hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan
positif, dua sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian; dan sektor
pengangkutan dan komunikasi. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah
sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan sampai 8,21 %,
sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah yaitu sebesar 4,87 %
adalah sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 2.7
Kondisi Perekonomian Kabupaten Bandung
(Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi) Tahun 2010

Kontribusi/ LPE Atas Dasar Tinakat
No. Sektor Peranan NTB | Harga Konstan 9
Inflasi (%)
(%) (%)
1. | Pertanian 7,53 6,66 8,03
2. Pertamb_angan dan 1,26 4,87 528
Penggalian
3. | Industri Pengolahan 59,60 5,24 5,59
4. | Listrik, Gas dan Air 1,61 5,32 4,34
5. | Bangunan 1,66 7,17 2,46
6. | Perdagangan, Hotel & 16,91 8,21 6,26
restoran
7. | Angkutan dan 4,19 5,78 1,80
Komunikasi
8. | Keuangan, Persewaan 1,95 5,26 4,02
dan Jasa Perusahaan
9. | Jasa-jasa 5,28 5,60 6,05

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, PDRB Semesteran 2010.

Penurunan tingkat inflasi ini terjadi di seluruh sektor perekonomian, bahkan sektor
pengangkutan dan komunikasi mengalami deflasi hingga 5,21% dari tingkat inflasi
9,64% pada Tahun 2008. Deflasi pada sektor pengangkutan terjadi pada sub sektor
angkutan jalan raya sedangkan pada sektor komunikasi terjadi sebagai dampak dari
pemberlakuan kebijakan penurunan tarif interkoneksi layanan selular pada Tahun
2008. Sektor ekonomi lainnya yang mengalami penurunan tingkat inflasi terbesar
adalah sektor industri pengolahan dan sektor bangunan/konstruksi, yang masing-
masing mengalami penurunan inflasi hingga 2,09% dan 2,60% dari 9,46% pada
Tahun 2008.
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2.1.2.5 Daya Beli Masyarakat

Indikator daya beli yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan
pembangunan manusia adalah konsumsi/pengeluaran riil perkapita berdasarkan
paritas daya beli dalam rupiah. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung
tahun 2010 berada pada kisaran Rp 572.910,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu
sembilan ratus sepuluh rupiah). Angka ini meningkat Rp 7.590,00 dibandingkan
dengan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 kemampuan daya beli penduduk
Kabupaten Bandung sebesar Rp 565.320,00 (lima ratus enam puluh lima ribu tiga
ratus dua puluh rupiah).

Gambar 2.4
Grafik Daya Beli Masyarakat dan Indeks Daya Beli masyarakat
Kabupaten Bandung Tahun 2008-2010
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Indikator Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010
Daya Beli (ribuan rupiah) 557,68 565,32 569,78
Indeks Daya Beli 59,55 61,31 62,35

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, PDRB Semesteran 2010.

2.1.2.6 Kondisi Ekonomi

Potensi unggulan Kabupaten Bandung salah satunya dapat dilihat dari sektor-sektor
yang menjadi unggulan di wilayah Kabupaten Bandung, seperti : sektor pertanian,
pariwisata, perindustrian dan sebagainya.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Bandung. Hal ini
dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang
bekerja di sektor pertanian Ik 18,91 %. Selain itu, dapat dilihat dari luas lahan yang
digunakan untuk area pertanian yaitu mencapai |k. 48,6 % dari luas wilayah
Kabupaten Bandung (176.239 ha), yang terdiri dari : lahan sawah seluas 36.212 ha
dan lahan kering bukan sawah seluas 140.027 ha (sumber : Distanbunhut Kab.
Bandung)). Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung mencapai
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7,53 %. Sektor pertanian berkontribusi terbesar ke-3 setelah sektor industri
pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran.

Dari sisi produksi pertanian, sampai dengan tahun 2010 Kabupaten Bandung masih
merupakan salah satu pemasok utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi
maupun dataran rendah bagi daerah perkotaan/ konsumen potensial seperti : Jakarta,
Bogor, Tangerang dan Bekasi, serta pasar lokal, baik Kota Bandung, Kabupaten
Bandung Barat maupun pasar-pasar di Kabupaten Bandung sendiri. Untuk komoditas
beras, sampai saat ini Kabupaten Bandung memasok kurang lebih 50-70 ton per hari
ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta (Sumber : Distanbunhut Kab. Bandung) .
Sedangkan komoditas sayuran, sebanyak 50% produksi sayuran Kabupaten Bandung
dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya, sebanyak 25% dijual ke pasar Kota Bandung
dan sisanya dijual ke pasar lokal di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Khusus
untuk komoditas kentang, Kabupaten Bandung merupakan penghasil produksi
tertinggi di Jawa Barat, yaitu mencapai 70% dan sisanya sebesar 30% untuk tingkat
Nasional. Produksi lainnya yaitu komoditas perkebunan (teh, kopi, cengkeh) dan
hortikultura (sayuran dan buah-buahan) baik yang berasal dari perkebunan negara,
perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang
sebagian besar di ekspor. Rata-rata pendapatan penduduk di bidang pertanian per
bulan per ha meningkat 16,03 % vyaitu Rp 2.509.723 pada tahun 2009 menjadi
2.912.039 pada tahun 2010.

Potensi lainnya yang dimiliki adalah potensi peternakan dengan jenis ternak antara lain :
sapi perah, sapi potong, domba dan unggas. Dari komoditi sapi perah, Kabupaten
Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu
segar baik level Jawa Barat maupun Nasional. Untuk memenuhi kebutuhan susu secara
nasional, saat ini Indonesia masih mengandalkan impor yang mencapai 70 % (mayoritas
dalam bentuk olahan) dan sisanya (30 %) dari produksi dalam negeri, sehingga peluang
pengembangan ternak sapi perah masih cukup tinggi.

Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong. Saat ini kebutuhan
daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar masih dipenuhi dari Jawa
Tengah dan Jawa Timur. Di lain pihak, bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet
jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa
Timur. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu
menyediakan sapi potong bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya.

Selain sapi potong, domba merupakan jenis ternak yang potensial dikembangkan.
Memelihara ternak domba sudah menjadi kultur masyarakat petani/peternak di
perdesaan. Ternak domba berfungi sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat
diuangkan bila diperlukan, di samping sebagai penghasil pupuk yang sangat diperlukan
untuk bercocok tanam. Saat ini permintaan daging domba semakin meningkat, sementara
ternak bakalan masih sulit didapat.

Potensi lain yang dimiliki adalah sektor industri, yang terdiri dari industri kecil, industri
menengah dan industri besar. Pada tahun 2010 jumlah industri di Kabupaten Bandung
sebanyak 741 buah, terdiri dari : industri kecil sebanyak 374 buah, industri menengah
sebanyak 215 buah dan industri besar sebanyak 152 buah. Penyerapan tenaga kerja
pada sejumlah industri tersebut sebanyak 64.226 orang, dengan nilai investasi
sebanyak Rp 1.395.176.370.085. Jumlah industri tahun 2010 ini meningkat 3,93 %
dibandingkan dengan tahun 2009, yang mana pada tahun 2009 jumlah industri
tersebut sebanyak 713 buah. Selain jumlah industri, penyerapan tenaga kerja dan nilai
investasi pun meningkat, yaitu penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 2,41 %
dan nilai investasi meningkat sebesar 3,03 %.
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Tabel 2.8
Jumlah Industri, Nilai Investasi dan
Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung
Tahun 2009-2010

2009 2010
Jenis Penyerapan Penyerapan
No. Industri Jumlah Nilai Investasi Tenaga Jumlah Nilai Investasi Tenaga
(unit) (Rp) Kerja (unit) (Rp) Kerja
(orang) (orang)
1. | Kecil 369 51.506.446.789 4939 374 54.026.800.000 5.105
2. | Menengah 213 135.025.854.500 14.736 215 136.841.464.500 14.861
3. | Besar 131 | 1.167.556.855.585 43.039 152 | 1.204.308.105.585 44.260
Jumlah 713 | 1.354.089.156.874 62.714 741 | 1.395.176.370.085 64.226

Sumber : Laporan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bandung Tahun, 2010.

Potensi industri di Kabupaten Bandung baik industri kecil, industri menengah maupun
industri besar lebih banyak didominasi oleh industri tekstil dan produk tekstil; serta
industri kimia dan bahan bangunan. Sementara itu jumlah industri yang sangat langka
di Kabupaten Bandung adalah industri kerajinan dan aneka; serta industri logam mesin
dan elektronika.

Potensi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bandung adalah sektor pariwisata. Dari sektor
pariwisata terdapat obyek-obyek wisata yang dikembangkan, antara lain : Situ
Patengan; Situ Cileunca; Kawah Putih; Pemandian air panas Ciwalini, Cibolang; dan lain
sebagainya. Tempat-tempat obyek wisata tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas
pendukung seperti : wisma, motel dan hotel serta restoran/rumah makan.

2.1.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan
kebijakan dan evaluasi pembangunan, karena nilai IPM mencakup 3 tiga bidang
pembangunan manusia yang diangap paling mendasar, yaitu Angka harapan hidup,
pengetahuan, dan hidup layak.

Nilai ini menggambarkan potret pembangunan manusia Kabupaten Bandung dari
kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan), maupun non-fisik
(intelektualitas).

Pencapaian hasil IPM merupakan hasl pencapaian jangka waktu yang panjang.
Peningkatan IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia, yaitu
perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (Bidang kesehatan);
Peningkatan intelektual (pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara
ekonomi (bidang ekonomi).
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Gambar 2.5
Grafik Nilai IPM dan Komponen-komponen pendukung IPM
Per Kecamatan Kabupaten Bandung tahun 2010
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Secara umum nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk tahun 2010 sebesar 74,24
poin, terjadi peningkatan dari tahun 2009 yang sebelumnya 73,39 poin.
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2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang
publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Secara umum terdapat 34 bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, yang dibagi
berdasarkan urusan Wajib dan urusan pilihan. Namun tidak semua bidang urusan berhubungan
langsung dengan pelayanan umum terhadap publik. Berikut, akan ditampilkan 12 urusan yang
memberikan kontribusi terbesar dalam mengukur Pelayanan terhadap publik

2.1.3.1 Pendidikan

Dalam Pembukaan UUD 1945, Salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah
“mencerdaskan kehidupan bangsa” yang itu hanya bisa dicapai melalui Pendidikan.
Sehingga Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak
ini menjadi kewajiban pemerintah Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan membuka peluang individu
maupun masyarakat untuk mengembangkan diri dan mewujudkannya. Layanan
pendidikan dasar yang dilaksanakan meliputi pendidikan dasar dan pendidikan
menengah, yang dicerminkan dalam program pemerintah Wajib Belajar 9 tahun.

Jumlah penduduk yang relatif besar dan struktur umur yang kebanyakan berusia muda,
relatif memiliki tanggung jawab besar untuk mengantarkan penduduk muda untuk
memperoleh pendidikan yang layak di Kabupaten Bandung. Kendala Disparitas
ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Bandung juga relatif besar. Daerah Urban
pada umumnya memiliki sekolah-sekolah yang berkualitas dan dikelola secara mandiri.
Hal itu berbanding terbalik dengan Daerah rural, Kebanyakan proses pendidikan masih
terfokus pada peningkatan cakupan, atau belum beranjak pada peningkatan kualitas.

Secara umum, Keberhasilan pembangunan manusia/kualitas sumber daya manusia baik
fisik maupun non fisik dapat terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IPM mencakup 3 (tiga) komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya
pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut berkaitan dengan
pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan
daya beli/purchasing power parity). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat
mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan
kondisi non fisik manusia.

Untuk mengetahui nilai IPM digunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks
daya beli sebagai acuan untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Tahun
2010 IPM Kabupaten Bandung mencapai 74,24 yang diperoleh dari : indeks pendidikan
85,65; indeks kesehatan 74,00 dan indeks daya beli 63,07. IPM tahun 2010 ini
meningkat 0,85 poin, di mana IPM pada tahun 2009 mencapai 73,39. Peningkatan
tersebut didukung oleh peningkatan indeks pendidikan sebesar 0,03 poin; indeks
kesehatan 0,77 poin dan indeks daya beli 1,75 poin.

A. Angka Melek Huruf (AMH)
Angka Melek Huruf menggambarkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur
dari aspek pendidikan. Indikator AMH diambil dari penduduk dewasa (umur 15 tahun
keatas) yang dapat membaca dan menulis minimal kata-kata/kalimat sederhana aksara
tertentu, baik huruf latin atau lainnya.
Biasanya data AMH dibuat untuk melihat bagaimana sebaran pencapaian dasar bidang
Pendidikan per wilayah. Berikut data AMH menurut kecamatan :
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Gambar 2.6
Grafik Sebaran Pencapaian AMH menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bandung, Tahun 2010
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Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2010

Dari data di atas, terlihat sebaran Angka Melek Huruf perkecamatan di Kabupaten
Bandung, untuk tahun 2010 sudah sangat merata (walaupun ada perbedaan namun
rentangnya relatif kecil), nilai AMH paling kecil berada pada kecamatan Arjasari sebesar
96,51 % sedang yang paling tinggi adalah kecamatan Margahayu sebesar 99,77%.
Secara keseluruhan AMH untuk Kabupaten Bandung adalah 98,41 %, terjadi koreksi
untuk tahun 2009 dengan nilai 98,87 %.

Meskipun mengalami penurunan namun Angka ini tidak menunjukkan penurunan
kualitas Pendidikan di Kabupaten Bandung, karena untuk Angka indeks makro ekonomi
yang lain terlihat adanya peningkatan.

B. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Indikator APK dan APM dipakai untuk melihat seberapa besar anak usia menurut tingkat
pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan
formal terhadap penduduk usia sekolah. Nilai lain yang sering dipergunakan adalah
Angka Partisipasi Sekolah (APS). Secara umum indikator-indikator ini menunjukkan
seberapa besar program-program yang dicanangkan oleh pemerintah telah berhasil
seperti wajib belajar 9 tahun.

Angka Partisipasi kasar menunjukkan proporsi anak sekolah secara gender pada jenjang

tertentu. APK secara umum tidak memperhatikan mengenai usia sekolah. Berikut APK
menurut Jenis kelamin dan jenjang Pendidikan
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Gambar 2.7.1

Grafik Perbandingan Kenaikan presentase APK
Berdasarkan tingkat pendidikan Kabupaten Bandung
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Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2010

Dilihat dari gambar APK SD untuk jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bandung sebesar
100,02% (lebih dari 100%) artinya masih terdapat sekitar 0,02 % penduduk di luar usia
7-12 tahun yang berstatus murid SD. Hal ini menunjukkan bahwa telah tumbuh
kesadaran bahwa seorang anak harus bersekolah sesuai dengan usianya.

Gambar 2.7.2
Grafik Nilai Presentase APM

Berdasarkan tingkat pendidikan terhadap jenis kelamin

Kabupaten Bandung Tahun 2010

SLTA

Laki-laki

86,65%

51,54%

30,53%

2,88%

Perempuan

86,44%

51,55%

28,41%

7,32%

Seluruhnya

86,55%

51,55%

29,49%

8,11%

s Laki-laki
 Perempuan

M Seluruhnya

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2010

C. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.
Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.
Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid
lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang
sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai
semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi
oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan
ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga
partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.
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APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun)
yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan
dasar.

Gambar 2.8
Grafik Angka Partisipasi Murni
Berdasarkan tingkat pendidikan terhadap jenis kelamin
Kabupaten Bandung Tahun 2010

E Laki-laki
i Perempuan
i Seluruh

sSD | PT |

100
90
80
70
60
50
a0
30
20
10

| SLTP | SLTA

Tingkat Pendidikan

_ _ Tingkat Pendidikan
Jenis Kelamin - =5 SLTP  SLTA PT
Laki-laki 94,5 77,66 42,03 11,41
Perempuan 95,35 79,44 39,69 9,44
Seluruh 94,92 78,53 40,88 10,44

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2010

Dari gambar di atas memperlihatkan APS penduduk laki-laki lebih rendah dan
cenderung sama dibanding APS penduduk perempuan pada kelompok pada kelompok
umum SD dan SLTP, namun untuk kelompok umur pendidikan yang lebih tinggi, angka
partisipasi laki-laki lebih tinggi, sehingga bisa disimpulkan perempuan di Kabupaten
Bandung banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya
karena berbagai faktor.

Fakta yang ada adalah dunia kerja kita masih didominasi oleh tenaga kerja
berpendidikan rendah, seolah-olah menggambarkan bahwa kesempatan masuk ke dunia
kerja masih terbuka lebar meskipun dengan tingkat pendidikan yang relatif terbatas.
Sehingga memunculkan anggapan di masyarakat bahwa pendidikan tinggi belum
menjadi jaminan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan.

D. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk
mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan.
Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000
jumlah penduduk usia pendidikan.

Selama kurun waktu 2008-2010 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan
SD/MI mengalami kenaikan, setelah periode sebelumnya mengalami kenaikan yang
disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jumlah
sekolah SD/MI. Pembangunan jumlah sekolah baru tidak sebanding dengan
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peningkatan jumlah warga sekolah. Pada tahun 2010, perbandingan ketersediaan
sekolah SD/MI di Kabupaten Bandung adalah 1 : 252,75. Angka ini menunjukkan bahwa
1 sekolah SD/MI menampung 252 siswa.

Berbeda dengan SD/MA, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan
SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh dua hal,
yaitu meningkatnya jumlah sekolah SMA/MA/MK atau tingginya angka putus sekolah
pada jenjang SMP/MTs.

Tabel 2.9
Perbandingan Jumlah sekolah berdasarkan penduduk usia sekolah
Kabupaten Bandung Tahun 2008 — 2010

Jenjang
Pendidikan

1 SD/MI
1.1. Jumlah sekolah 1547 1553 1593

No 2008 2009 2010

Jumlah
penduduk
kelompok usia
7-12 tahun 456.903 400.438 402.631

1.2.

Perbandingan
Jumlah Sekolah
dengan Jumlah
Penduduk
Kelompok Usia 7
- 12 Tahun 1:295,35 1:257,85 1:252,75

2 SMP/MTs
2.1. Jumlah sekolah 401 411 473

1.3.

Jumlah
penduduk
kelompok usia
13-15 tahun 198.798 206.499 206.499

2.2,

Perbandingan
Jumlah Sekolah
dengan Jumlah
Penduduk
Kelompok Usia
13 - 15 Tahun 1:495,76 1:502,43 1:436,57

3 SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah sekolah 238 250 253

2.3.

Jumlah
penduduk
kelompok usia
16-18 tahun 187.292 178.170 171.552

3.2
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Jenjang

No Pendidikan

2008 2009 2010

Perbandingan
Jumlah Sekolah
dengan Jumlah
Penduduk
Kelompok Usia
16 - 18 Tahun 1:786,94 1:712,68 1:678,07

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
(Statistik Pendidikan Tahun 2006-2009) dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun
2006-2009)

3.3

E. Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per
10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan
ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar
tercapai mutu pengajaran.

Selama kurun waktu tahun 2008-2010 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Bandung
mengalami pasang surut untuk tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan untuk
seluruh jenjang pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs. maupun SMA/MA/SMK per 10.000
jumlah murid mengalami kenaikan, Namun dari tahun 2009 me tahun 2010 mengalami
kenaikan. untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan bila dibandingkan
dengan tahun 2008. Demikian pula rasio ketersediaan guru SMA/MA/SMK pada tahun
2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007. Pada tahun 2010,
perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid SD/MI di Kabupaten Bandung adalah
1 29,24. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 1 guru SD/MI melayani (mengajar) 29,24
~ 29 murid SD.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di
Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2008-2010.

Tabel 2.10
Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 — 2010

Jenjang
No Pendidikan 2008 2009 2010
1 SD/MI
1.1, Jumlah Guru 15.159 15.936 14.363
1.2. Jumlah Murid 403.247 410.245 419.990
1.3. Perbandingan 1:26,6 1: 25,74 1:29,24
Jumlah Guru
terhadap
Jumlah Murid
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru 9.794 10.003 9.694
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Jenjang
No Pendidikan 2008 2009 2010
2.2. Jumlah Murid 143.328 143.411 192.851
2.3. Perbandingan 1:14,63 1:14,34 1:19,89
Jumlah Guru
terhadap
Jumlah Murid
3 SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah Guru 6.397 6.970 6.370
3.2 Jumlah Murid 67.476 69.799 123.027
Perbandingan
Jumlah Guru
terhadap
Jumlah Murid
3.3 1:10,55 1:10,12 1:19,31
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan
Tahun 2006-2009)

F. Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata

Pada tahun 2009, rasio guru/kelas SD/MA terhadap jumlah murid yang berusia 6 -12
tahun di Kabupaten Bandung adalah 1 : 1,39 : 35,75. Interpretasi dari angka di atas
adalah bahwa 1 kelas SD dilayani (diajar) oleh 1,39 = 1 orang guru, sedangkan kelas
tersebut terdiri atas 35,75 ~ 36 murid SD.

Tabel 2.11
Rasio guru per kelas rata-rata terhadap Jumlah Murid
di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 — 2010

No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010
1 SD/MI
1.1, Jumlah Guru 15.159 15.936 14.363
1.2. Jumlah Kelas 11.724 11.474 9668
1.3. Rasio Guru/Kelas 1:1,29 1:1,39 1:1,48
1.4, Jumlah Murid 403.247 410.245 419.990
1.5 Rasio Jumlah Murid Terhadap 1:34 1:36 1:43
Jumlah Kelas
16| ResioGuru/Kelasterhadap | . 59.344 | 1:1,39:3575 | 1:1,48:43,44
Jumlah Murid
2 SMP/MTs
2.1 Jumlah Guru 9.794 10.003 9.694
2.2 Jumlah Kelas 3.389 3.763 3.441
2.3 Rasio Guru/Kelas 1:2,89 1:2,66 1:2,8
2.4 Jumlah Murid 143.328 143.411 192.851
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No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010

25 Rasio Jumlah Murid Terhadap 1.4 1:38 156
Jumlah Kelas

2.6 Rasio Guru/Kelas terhadap | ., g9 .45 3 | 1.2 66:38,11 1:2,8:56
Jumlah Murid

3 SMA/MA/SMK

3.1 Jumlah Guru 6.397 6.970 6.370

3.2 Jumlah Kelas 1.837 2.093 1.883

3.3 Rasio Guru/Kelas 1:3,48 1:3,33 1:3,38

3.4 Jumlah Murid 67.476 69.799 92.712

35 Rasio Jumlah Murid Terhadap 1:37 1:33 1:49
Jumlah Kelas

2.5 Rasio Guru/Kelas terhadap | 4.5 46.35 73 | 1:333:3335 |  1:3,38:49
Jumlah Murid

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010)

Komponen indikator pendidikan terdiri atas : angka melek huruf (AMH) dan rata-rata
lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber
daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis
pendidikan formal. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek
huruf di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 98,41 %, angka ini menurun
0,46 poin dibandingkan tahun 2009, dimana pada tahun 2009 AMH mencapai 98,87 %.
Penurunan ini disebabkan adanya perbedaan pengambilan metode perhitungan
(pengambilan sampel), sedangkan pada tahun 2010 perhitungan dilakukan berdasarkan
hasil sensus penduduk, sedangkan pada tahun 2009 perhitungan dilakukan berdasarkan
hasil survey. Perhitungan menggunakan hasil survey mengandung tingkat kesalahan
sebesar 2,5 %, dengan demikian penurunan sebesar 0,46 poin masih berada dalam
batas toleransi dan menjadi koreksi terhadap angka-angka sebelumnya.

Rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2010 mencapai 9,02 tahun, ini artinya bahwa
penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2010 rata-rata telah menamatkan
pendidikan sampai jenjang SLTP (wajar dikdas 9 tahun). Angka ini meningkat 0,15
tahun dibandingkan tahun 2009, sedangkan pada tahun 2009 RLS mencapai 8,87
tahun.

Perkembangan penduduk usia 10 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang
ditamatkan (ijazah tertinggi yang dimiliki), bhampir seluruhnya mengalami
perkembangan cukup baik, yaitu jumlah penduduk yang tidak/belum mempunyai ijazah
mencapai 10,25 % pada tahun 2010 sedangkan tahun 2009 mencapai 15,17 %);
penduduk tamat SD/setara SD mencapai 39,47 % pada tahun 2010 sedangkan tahun
2009 mencapai 35,48 %; penduduk tamat SLTA/setara SLTA mencapai 21,55 % pada
tahun 2010 sedangkan pada tahun 2009 mencapai 19,96 %; dan penduduk tamat
pergurun tinggi mencapai 5,45 % pada tahun 2010 sedangkan tahun 2009 mencapai
4,30 %.

Selanjutnya, perkembangan penduduk usia 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin,
terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki yang tamat pendidikan pada jenjang tersebut
lebih besar dibandingkan penduduk perempuan.
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Tabel 2.12
Penduduk usia 10 Tahun ke atas berdasarkan
Jenjang Pendidikan yang ditamatkan (Ijazah Tertinggi yang dimiliki)
di Kabupaten Bandung Tahun 2009-2010

2009 2010
No. Jegqg_ri\(g Jenis Kelamin Jenis Kelamin
Pendidikan Jumlah % Jumlah %
Laki-laki | Perempuan Laki-laki | Perempuan
Tdk/blm
1. punya 182.036 | 213.487 | 395.523 | 15,17 | 127.124 | 132.578 | 259.702 | 10,25
Ijazah
2. SD/ 442.875 | 482.231 | 925.106 | 3548 | 484.222 | 515.443 | 999.665 | 39,47
setara SD
SLTP /
3. | setara 325.026 | 329.141 | 654.167 | 25,09 | 295.192 | 294.330 | 589.522 | 23,28
SLTP
SLTA /
4. | setara 297.655 | 222.798 | 520.453 | 19,96 | 306.693 | 239.027 | 545720 | 21,55
SLTA
5, Pe{%;“ia” 61.427 50.570 111.997 | 4,30 | 74.670 63.247 137.917 | 5,45
Jumlah 1.309.019 | 1.298.227 | 2.607.246 | 100,00 | 1.287.901 | 1.244.625 | 2.532.526 | 100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2009, 2010.

2.1.3.2 Kesehatan
A. Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Pemerintah Kabupaten Bandung telah berupaya untuk terus Meningkatan Akses dan
Kualitas Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan terus dilakukan, ini bisa
dilihat dari Indikator Angka Kematian Bayi Pada tahun 2010, di Kabupaten Bandung,
sebesar 34,75 yang artinya ada sekitar 35 kematian bayi dalam 1000 kelahiran
hidup, jumlah itu selalu menurun dari tahun 2005 sampai 2010, pada tahun 2003
terdapat 48 kematian bayi dalam 1000 kelahiran hidup.

Nilai Angka Kematian Bayi biasanya berbanding terbalik dengan Angka Harapan
Hidup (AHH). AHH adalah angka kecenderungan Harapan hidup perkiraan lama
hidup rata-rata penduduk Kabupaten Bandung dengan asumsi tidak ada perubahan
pola mortalitas menurut umur adalah selama Ik. 69-70 tahun. Angka ini meningkat
0,64 poin dibandingkan dengan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 AHH
Kabupaten Bandung mencapai 68,94 tahun. Pada tahun 2008-2010 angka harapan
hidup cenderung mengalami peningkatan. Untuk tahun 2010, AHH Kabupaten
Bandung sebesar 69,40, artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan
asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama k. 69-70
tahun nilai itu meningkat jika dibanding pada tahun 2003. Sebesar 65,40. Berikut
adalah perbandingan 2 indikator AHH dan AKB bidang kesehatan di Kabupaten
Bandung :
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Gambar 2.9
Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Bandung, Tahun 2008-2010
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Dari data di atas, Kabupaten Bandung diklasifikasikan kedalam kelompok kategori
intermediate-rock, yaitu kelompok menengah yang memerlukan perubahan sosial
untuk menurunkan AKB. Menurut Singarimbun (1988:vii-viii) ada beberapa faktor
yang memiliki kekuatan dalam menurunkan angka kematian, khususnya kematian
bayi dan anak, yaitu :

a) Adanya kemajuan ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup;
b) Adanya kemajuan teknologi kesehatan;

c) Adanya kesadaran perbaikan sanitasi dan higiena; dan

d) Adanya peningkatan persediaan makanan dan perbaikan gizi.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam peningkatan derajat kesehatan untuk
penurunan angka kematian bayi, sangat membutuhkan perhatian lebih dan kerja
keras. Pada daerah-daerah yang memiliki persebaran AKB yang cukup tinggi,
terutama di wilayah Bandung Selatan, peningkatan akses terhadap layanan
kesehatan harus tetap diprioritaskan.

Resiko kematian bayi lebih besar bagi bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan
gizi, dibandingkan dengan ibu yang memiliki gizi cukup. Sedangkan kekurangan gizi
berkorelasi positif dengan keadaan sosial ekonomi yang rendah. Penyebab tingginya
angka kematian bayi lahir rendah, berkaitan erat dengan kondisi pada fase
kehamilan, pertolongan kelahiran yang aman dan perawatan bayi pada saat
dilahirkan.

Faktor kedua yang menyebabkan tingginya AKB adakah pertolongan pertama
persalinan, kondisi menurut Suseda tahun 2007 terdapat 45,59 % balita yang lahir
hanya mendapatkan pertolongan persalinan dari non tenaga kesehatan (non
kesehatan) seperti dukun, namun pada tahun 2009 terjadi penurunan menjadi
36,18%, sementara persalinan oleh dokter meningkat menjadi 5,94 %; sedangkan
oleh bidan terjadi peningkatan sebesar 59,01 %
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Terdapat asumsi dari tim medis yang menyebutkan Penanganan persalinan oleh non
naker memiliki peluang yang lebih besar untuk terkena infeksi atau perawatan pasca
persalinan kurang baik dibandingkan dengan persalinan yang ditolong oleh tenaga
nakes seperti dokter, bidan maupun tenaga paramedis. Oleh karena itu, peranan
tenaga medis dalam pertolongan persalinan harus ditingkatkan.

Indikator lain yang bisa dijadikan acuan lain keberhasilan dalam peningkatan
kesehatan adalah Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurut
jenis kelamin di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 2.9
Grafik Prosentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2008 - 2010
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Dari tabel di atas, terlihat adanya Kenaikan persentase penduduk yang mempunyai
keluhan kesehatan dari tahun 2008 terhadap tahun 2009 sebesar 5,79% secara
keseluruhan dan 1,59% nilai peningkatan dari tahun 2009 terhadap tahun 2010,
Peningkatan keluhan kesehatan terjadi pada laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan hasil SUSEDA 2010, persentase penduduk yang mengalami keluhan
kesehatan lebih banyak dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Namun apabila
ditelaah lebih lanjut, terjadi penurunan rata-rata penyembuhan pada tahun 2010,
yang tahun sebelumnya berkisar sekitar 2 minggu, menurun menjadi sebagian besar
kurang dari seminggu.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pencapaian indikator kesehatan
(tingginya angka/jumlah kematian dan kesakitan) adalah masih kurangnya
kemampuan beberapa UPTD untuk memenuhi aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, melaksanakan
penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa serta
melaksanakan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan, hal ini bisa dilihat dari masih rendahnya pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010.
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B. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi
menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara
berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.
Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi
masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 8 unit, terdiri
dari rumah sakit daerah sebanyak 3 unit, rumah sakit swasta sebanyak 4 unit dan
rumah sakit AU sebanyak 1 unit. Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah
penduduk Kabupaten Bandung tahun 2010 mencapai 0,003. Hal ini berarti bahwa
untuk 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2009 dilayani oleh
rumah sakit sebanyak 0,003. Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah
penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan tahun
2006-2008.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rasio/ketersediaan rumah sakit di
Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2010.

Tabel 2.13
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 - 2010

No. Uraian 2008 2009 2010

1. Jumlah Rumah Sakit 2 3 3
Daerah

2. Jumlah Rumah Sakit 4 4 4
Swasta

3. Jumlah Rumah Sakit 1 1 1
AD/AU/ AL/POLRI
Jumlah seluruh
Rumah Sakit 7 8 8
Jumlah Penduduk 3.127.008 3.172.860 3.215.548
Rasio 1:446.715 1:396.607 1:401943

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2009)

C. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi
dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi peningkatan
status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman,
pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan
kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak.
Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan
kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat
dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan
bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan,
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guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat,
dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan
angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 4.311 buah dan
jumlah Balita sebanyak 333.673 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap
Balita mencapai 12,92. Hal ini berarti bahwa dari 1.000 balita yang ada di
Kabupaten Bandung pada tahun 2009, dapat dilayani Posyandu sebanyak 12-13
Posyandu.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten
Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2010.

Tabel 2.14
Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

NO | Uraian 2008 2009 2010
1. | Jumlah 3.883 3.926 4.311
posyandu
2. | Jumlah balita 280.874 284.112 333.673
3. Rasio Posyandu | 1: 14 1:13 1:13
per Jumlah
Balita

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2009)

D. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Persatuan
Penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah
ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau
pelayanan kesehatan.

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada
tahun 2010 mencapai 1 : 4.509. Ini artinya bahwa 1 Puskemas/ Poliklinik/Pustu
harus melayani jumlah penduduk sebanyak 4.509 jiwa. Adapun rasio Puskesmas
terhadap jumlah kecamatan mencapai 2 : 1. Ini artinya bahwa dalam satu
kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas.

Jumlah penduduk yang harus dilayani Puskesmas/Poliklinik/Pustu tahun 2010 lebih
sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008). Pada tahun
2008 satu Puskesmas/Poliklinik/Pustu harus melayani 6.949 penduduk, pada tahun
2009 harus melayani 7.098 penduduk dan tahun 2010 harus melayani 4.509
penduduk.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio Puskesmas, Poliklinik dan
Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun
2008-2010.
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Tabel 2.15
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Bandung

Tahun 2008 - 2010

No. Uraian 2008 2009 2010

1. Jumlah Puskesmas 61 61 61

2. Jumlah Poliklinik 318 317 566

3. Jumlah Pustu 71 69 86
Jumlah Total Puskesmas,
Poliklik dan Pustu 450 447 713

4, Jumlah Penduduk 3.127.008 | 3.172.860 | 3.215.548
Rasio Puskesmas persatuan | .5y 56> | 1:52.014 | 1:51.238
penduduk
Rasio Poliklinik persatuan 1:9.833 1-10.009 1:5.681
penduduk
Rasio ~ Pustu  persatuan | . 404 | 1:45083 | 1:37.390
penduduk
Rasio Puskesmas, Poliklinik 1 - 6.949 1:7.098 1 - 4.509
dan Pustu

5. Jumlah Kecamatan 31 31 31

6. Jumlah Desa/kelurahan 275 276 276
Rasio Puskesmas per _ ) )
Kecamatan 2:1 2:1 2:1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2010)

2.1.3.3 Pekerjaan Umum

Urusan/bidang Pekerjaan umum melaksanakan pelayanan publik yang bersifat
infrastruktur (fisik). Melihat Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan
pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

A. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur
transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang
sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi
sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial
masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang
tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan
memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap
kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan
sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini
sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan
oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga
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fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan
terjadinya bottle neck (jaringan jalan yang menyempit) di berbagai jaringan transportasi
yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan
sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung
perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi
baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di
Kabupaten Bandung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2008 proporsi jalan
kondisi baik mencapai 27,52 % namun pada tahun 2009 kondisi tersebut membaik
menjadi 34,24 %.dan kembali menrut di tahun 2010 menjadi 30,78%. Demikian halnya
dengan proporsi jalan kondisi rusak berat mengalami peningkatan, yaitu dari 13,14 %
pada tahun 2006 menjadi 18,47 % pada 2009.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten
Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2008-2010.

Tabel 2.16
Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung
Berdasarkan Kondisi
Tahun 2008 - 2010

. Panjang Jalan (km)
No. Uraian
2008 2009 2010

1. | Kondisi Baik 317,72 395,56 355,57

Poporsi Kondisi Baik (%) 27,52 34,24 30,78
2. Kondisi Sedang Rusak 316,22 207,49 235,19

Poporsi Kondisi Sedang Rusak (%) | 27,39 17,96 20,36
3. Kondisi Rusak 274,06 338,96 319,01

Poporsi Kondisi Rusak (%) 23,74 29,34 27,61
4, Kondisi Rusak Berat 246,55 213,35 245,58

Poporsi Kondisi Rusak Berat (%) 21,35 18,47 21,26
5. Jalan secara keseluruhan 1.154,55 | 1.155,35 | 1.155,35

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2010
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Gambar 2.10
Grafik Kondisi Jalan di Kabupaten Bandung
Tahun 2010

Jalan Kondisi
. Rusak; 27,61%

B. Rasio Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian
khususnya produksi beras adalah Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk
pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan
penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori
yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Panjang jaringan irigasi Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sepanjang 1.044,81 km.
Angka ini tidak meningkat bila dibandingkan tahun 2008 maupun 2007. Adapun luas
lahan budidaya pada tahun 2007 seluas 33.000 km? menjadi 36.739,75 km? pada tahun
2010. Dengan demikian rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya mencapai 1 :
31 pada tahun 2007 menjadi 1 : 35 pada tahun 2009. Ini artinya bahwa setiap 1 km
jaringan irigasi harus mengairi lahan budidaya seluas 31 km? pada tahun 2007 dan
seluas 35 km? pada tahun 2010.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai gambaran jaringan irigasi di Kabupaten
Bandung selama kurun waktu tahun 2008 - 2010.

Tabel 2.17
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

Panjang Jaringan (km)
No. Uraian
2008 2009 2010
1. Jaringan primer 77,76 77,76 77,76
2. Jaringan Sekunder 136,00 136,00 136,00
3. Jaringan Tersier 831,04 831,04 831,04
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Panjang Jaringan (km)
No. Uraian
2008 2009 2010
4. | Pamjang  Total | 4 4 g9 1.044,81 1.044,81
Jaringan Irigasi
5. Luas lahan budidaya 36.739,75 36.739,75 36.739,75
6. Rasio 1:35 1:35 1:35
Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2010

2.1.3.4 Perumahan Rakyat

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan perumahan rakyat salah
satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

A. Persentase luas permukiman yang tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah
Kabupaten Bandung terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman.

Dari tahun 2006 sampai tahun 2010 luas permukiman yang tertata/terorganisir baru
seluas 11.649,05 ha atau mencapai 81,84 % dari total luas permukiman di wilayah
Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kabupaten Bandung
Tahun 2009 - 2010

No. Uraian 2009 2010

1. | Luas area permukiman 8.044.39 11.649 05
tertata (ha) Y o

2. | Total Luas area 14.297,30 | 14.297,30
permukiman (ha)

4. | Persentase Luas
Permukiman yang 56,27 81,84
Tertata

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010, BAPPEDA
Kabupaten Bandung 2010.

B. Rasio permukiman layak huni dan Rasio rumah layak huni

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan.
Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama
masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong
masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat
tersebut.
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Sampai tahun 2010, luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung mencapai
707,18 ha (4,5%) dari 1.043,09 ha total luas permukiman. Sedangkan jumlah rumah
layak huni mencapai 707.600 buah dari 831.988 rumah tangga di Kabupaten Bandung.
Bila diasumsikan satu rumah tangga tinggal di satu unit rumah, maka 93,94 % rumah di

Kabupaten Bandung dinyatakan telah layak huni.

Tabel 2.19

Jumlah permukiman layak huni dan rumah layak huni
di Kabupaten Bandung Tahun 2009 - 2010

No. Uraian 2009 2010
1. | Luas permukiman layak huni (ha) 707,18 707,18
2. | Luas wilayah permukiman (ha) 14.297,30 | 14.297,30

3. | Persentase kawasan permukiman

layak huni 4,5 % 4,5%
4. | Jumlah rumah layak huni (unit) 706.851 707.600
5. | Jumlah rumah tangga (RT) 885.674 831.988
6. | Persentase rumah layak huni 79,80 % 85%

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung.

C. Persentase rumah tangga berakses air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Permukiman,
Tata Ruang dan Kebersihan (Dinas Pertasih) dan swadaya masyarakat. PDAM melayani
penyediaan air bersih perkotaan sedangkan Dinas Pertasih melayani pembangunan
sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih
perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air
permukaan, mata air dan sumur dalam, dan sistem yang digunakan adalah melalui
pemasangan pipa air secara gravitasi.

Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara
gravitasi juga dilakukan melalui : pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam,
sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal
dari mata air. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya
diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh LKMD atau BPABD.
Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dinas Pertasih belum menjangkau
seluruh kota/desa/kelurahan /kecamatan di Kabupaten Bandung. Oleh karenanya
Pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Cakupan pelayanan air bersih yang dilakukan Dinas Pertasih Kabupaten Bandung baru
mencapai 9,96 % (316.310 jiwa) terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Bandung
(3.174.499 jiwa), dan mencapai 13,69 % terhadap total jumlah penduduk daerah
pelayanan (2.310.587 jiwa), dengan jumlah desa yang telah mendapat pelayanan air
bersih sebanyak 207 desa dari 276 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bandung.
Berdasarkan hasil survey/identifikasi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung
dapat diketahui bahwa cakupan penyediaan air bersih atas swadaya masyarakat lebih
besar bila dibandingkan dengan cakupan penyediaan air bersih oleh Pemerintah,
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sehingga cakupan keseluruhan penyediaan air bersih di Kabupaten Bandung sampai
dengan tahun 2009 mencapai 94,03 %. Cakupan pelayanan ini lebih besar bila
dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2006, namun lebih kecil bila dibandingkan
dengan tahun 2007. Cakupan pelayanan air bersih tahun 2006 mencapai 85,14 %,
tahun 2007 mencapai 95,44 % dan tahun 2008 mencapai 81,95 %.

Berikut adalah data tentang kondisi rumah tangga yang telah mendapatkan air bersih
dalam kurun tahun 2009 - 2010.

Tabel 2.20
Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih
Kabupaten Bandung Tahun 2008 - 2010

NO Uraian 2008 2009 2010
Jumlah rumah tangga
1. | yang mendapatkan 669.368 832.806 | 763.184

akses air bersih

2. | Jumlah rumah tangga 816.832 885.674 | 831.988

Persentase rumah
3. | tangga berakses air 81,95 94,03 91,73
bersih

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010).

D. Persentase rumah tinggal bersanitasi (Mempunyai Failitas Tempat Buang Air
Besar/Tinja)

Salah satu Faktor yang menjadi penilaian Rumah layak huni adalah Rumah tinggal
berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan
sanitasi, sebagai berikut : 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3)
Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar
(mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat
bahwa jumlah rumah di Kabupaten Bandung yang mempunyai akses sanitasi
(mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) telah mencapai 98,22 % pada tahun
2008. Kondisi ini menurun menjadi 95,84 % pada tahun 2010.

Berikut adalah data tentang kondisi rumah tinggal berakses sanitasi di Kabupaten
Bandung selama kurun waktu 2008-2010.

Tabel 2.21
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
(Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja)
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 - 2010

No. Uraian 2008 2009 2010

Jumlah rumah tinggal
yang mempunyai
fasilitas pembuangan
air besar/tinja

802.872 872.082 797.392
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No. Uraian 2008 2009 2010
2. | Jumlah rumah tinggal | 816.832 885.674 831.988
3. | Persentase 98,29 98,47 95,84

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2009).

2.1.3.5 Perhubungan

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan perhubungan salah satunya
dapat di lihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

A. Rasio izin trayek

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten umum wajib memiliki izin trayek. Hal
ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum,
sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara
angkutan umum.

Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun
2010 sebanyak 2.401 izin. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan
bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2008-2010). Adapun rasio izin
trayek terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2008-2010,
masing-masing adalah 0,00077, 0,00076, dan 0,00075. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22
Rasio Izin Trayek di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

No. Uraian 2008 2009 2010
1. | Izn Trayek 2.141 2.141 2.141
perkotaan
2. | Izin Trayek
perdesaan 260 260 260
3. Jumlah Izin Trayek 2.401 2.401 2.401
4. | Jumlah penduduk 3.127.008 | 3.172.860 | 3.215.548
5. Rasio Izin Trayek 0,00077 0,00076 | 0,00075

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2010.

B. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Seluruh angkutan umum yang diimpor di Kabupaten umum baik yang dibuat dan/atau
dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin
keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem
lingkungan.

Jumlah angkutan umum yang telah melakukan uji kir pada tahun 2009 sebanyak 3.926
unit kendaraan dari 4.810 unit kendaraan (81,62 %). Jumlah ini meningkat bila
dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 75,69 %. Namun jumlah tersebut
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menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006, di mana pada tahun 2006 jumlah
kendaraan yang telah melakukan uji kir mencapai 83,99 %.

2.1.3.6 Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil

salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
A. Sebaran Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan
perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar.
Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu
daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu
daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan
penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke
dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Total jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 adalah 3.215.548,
meningkat 2,07% dari jumlah penduduk tahun 2009, yaitu 3.148.951 jiwa. Jumlah
tahun 2009 meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu :
meningkat 1,05 % bila dibandingkan tahun 2008, meningkat 2,5 % bila dibandingkan
dengan tahun 2007, dan meningkat 1,4 % bila dibandingkan tahun 2006.

Berikut disajikan Tabel Sebaran Penduduk Per wilayah kecamatan Kabupaten Bandung
untuk tahun 2010.

Tabel 2.23
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2010

Jumlah Penduduk Wli-ll::l ?lih Kepadatan
No | Kecamatan - _ Jumiah Pe_nduduk
Laki-Laki Perempuan Penduduk (Ha) (Jiwa/Ha)
1 | Ciwidey 37,149 35,877 73,026 4,846.92 21
2 | Rancabali 24,129 23,571 47,700 14,837.00 4
3 | Pasirjambu 40,863 39,095 79,958 23,957.64 4
4 | Cimaung 37,029 35,981 73,010 5,500.02 9
5 Pangalengan 69,863 68,980 138,843 19,540.93 5
6 | Kertasari 33,281 32,433 65,714 15,207.36 4
7 | Pacet 52,276 48,840 101,116 9,193.96 15
8 | Ibun 38,619 37,157 75,776 5,456.51 17
9 | Paseh 61,278 58,292 119,570 5,102.90 26
10 | Cikancung 42,132 40,090 82,222 4,013.63 22
11 | Cicalengka 55,336 53,775 109,111 3,599.23 30
12 | Nagreg 24,406 23,459 47,865 4,930.29 12
13 | Rancaekek 83,225 83,235 166,460 4,524.83 38
14 | Majalaya 77,897 73,658 151,555 2,536.46 65
15 | Solokanjeruk 39,364 38,193 77,557 2,400.66 33
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Jumlah Penduduk Wli-ll.-:r ?{ih Kepadatan

No | Kecamatan - _ Jumiah Pgnduduk
Laki-Laki Perempuan Penduduk (Ha) (Jiwa/Ha)

16 | Ciparay 77,123 73,888 151,011 4,617.57 31
17 | Baleendah 114,472 109,852 224,324 4,155.54 66
18 | Arjasari 46,290 44,743 91,033 6,497.79 18
19 | Banjaran 58,390 56,085 114,475 4,291.79 37
20 | Cangkuang 33,116 31,847 64,963 2,461.06 27
21 | Pamengpeuk 35,439 34,127 69,566 1,462.32 50
22 | Katapang 56,121 53,618 109,739 1,572.46 72
23 | Soreang 53,427 50,961 104,388 2,550.68 43
24 | Kutawaringin 46,056 43,488 89,544 4,730.26 20
25 | Margaasih 68,799 65,611 134,410 1,834.49 82
26 | Margahayu 60,830 59,545 120,375 1.054.33 129
27 | Dayeuhkolot 57,982 55,352 113,334 1,102.91 105
28 | Bojongsoang 53,308 50,668 103,976 2,781.22 40
29 | Cileunyi 83,489 80,606 164,095 3,157.51 58
30 | Cilengkrang 23,708 22,912 46,620 3,011.94 15
31 | Cimenyan 53,226 50,986 104,212 5,308.33 26
TOTAL 1,638,623 1,576,925 3,215,548 | 176,238.67 19

Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2010

B. Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012

Pada tahun 2008 jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP sebanyak 1.872.488 jiwa.
Jumlah ini meningkat menjadi 2.161.004 jiwa pada Tahun 2009. Penduduk yang sudah
memiliki KK pada tahun 2008 sebanyak 405.105 jiwa, jumlah ini meningkat menjadi
532,085 pada tahun 2009. Peningkatan ini terjadi pula pada jumlah penduduk yang
telah memiliki Akte Kelahiran dan jumlah penduduk (non muslim) yang telah memiliki
akte nikah. Jumlah Penduduk yang telah memiliki akte kelahiran pada tahun 2008
berjumlah 2.501.606 jiwa, meningkat menjadi 2.538.288 pada tahun 2009 sedangkan
jumlah penduduk (non muslim) yang telah memiliki akte nikah meningkat dari 4.930
pasangan pada tahun 2008 menjadi 5.330 pasangan pada tahun 2009. Bila dilihat
selama kurun waktu 4 tahun (tahun 2006-2009), jumlah penduduk yang telah memiliki
KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah rata-rata mengalami peningkatan, peningkatan
ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan
pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kepemilikan administrasi kependudukan
(KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte NIkah) selama kurun waktu tahun 2008-2010.
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Tabel 2.24

Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan

KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah

di Kabupaten Bandung Tahun 2008 - 2010

No. | Kepemilikan 2008 2009 2010
1 KTP
a. | Sudah Memiliki | 1.872.488 | 2.161.004 | 2.269.054
b. | Belum Memiliki 546.568 | 369.536 | 388.013
2 Kartu Keluarga
a. | Sudah Memiliki 405.105 | 532.085 | 558.689
b. | Belum Memiliki 411.727 | 353.589 | 371.268
3 Surat Nikah
a. | Sudah Memiliki | 2.501.606 | 2.538.288 | 2.538.288
b. | Belum Memiliki 625.402 | 634.572 | 666.301
4 Surat Nikah (Non Muslim)
a. | Sudah Memiliki 4.930 5.330 | 5.597
b. | Belum Memiliki 820 420 441

Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung

Tahun 2010.

2.1.3.7 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan keluarga berencana dan
keluarga sejahtera salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

A. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka
kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan
sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua)

anak lebih baik.

Berkaitan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anak dalam keluarga di
Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2009 rata-rata berjumlah 2-3

orang anak.

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012
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Tabel 2.25
Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 - 2009

No. Uraian 2007 2008 2009
1. | Jumlah anak | 2.012.492 | 2.069.296 | 2.149.953
2 Jumlah
" | keluarga 782.127 816.832 885.674

Rata-rata

3. | jumlah anak
per keluarga 2-3 2-3 2-3

Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda

Tahun 2006-2009).

B. Rasio akseptor KB

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Bandung cukup
menggembirakan dengan TFR sebesar 2,35. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Bandung
mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 2-3 anak.
Masyarakat Kabupaten Bandung saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih
penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah
peserta KB di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 455.807 peserta dari
627.110 pasangan usia subur. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun
2007 dan 2008. Adapun rasio akseptor KB terhadap jumlah pasangan usia subur selama
kurun waktu tahun 2008-2010 masing-masing adalah 75,80; 75,84 dan 82,01. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Rasio akseptor KB di Kabupaten Bandung
Tahun 2008-2010

No. Uraian 2008 2009 2010

1. | Jumlah PUS 575.767 | 600.609 | 627.110

5 Jumlah Peserta KB 436.405 | 473.550 | 455.807

" | (Qumlah Akseptor KB)
3. | Jumlah Tidak Ber-KB 149.362 | 127.059 | 171.303
4. | Rasio Akseptor KB 75,80 78,84 | 82,01
Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun
2006-2010).

2.1.3.8 Ketenagakerjaan

Salah satu Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tergambarkan dari  laju
pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya
angkatan kerja pada suatu daerah secara langsung dapat menggerakan
perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya
masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK), persentase kesempatan kerja, persentase angkatan kerja
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yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat
prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-
benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena
pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada
peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan
pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung pada tahun 2010
mencapai 53,44 %, terdiri dari : TPAK laki-laki sebesar 70,56 % dan TPAK perempuan
sebesar 35,72 %. TPAK tahun 2010 ini meningkat 1,44 poin bila dibandingkan dengan
tahun 2009, di mana TPAK tahun 2009 mencapai 52 %. Terdapat ketimpangan yang
cukup tajam antara TPAK laki-laki dengan perempuan, perempuan cenderung kurang
memiliki akses untuk memasuki dunia kerja, hal ini kemungkinan disebabkan karena
sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah
tangga.

Tingginya TPAK seyogyanya diimbangi dengan besarnya kesempatan kerja.
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan
penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan
investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap
pertambahan angkatan kerja. Tahun 2010 kesempatan kerja pada lapangan usaha di
Kabupaten Bandung mencapai 89,80 % sedangkan tingkat pengangguran terbuka
mencapai 10,20 %. Angka kesempatan kerja ini mengalami peningkatan sebesar 2,31
poin dibandingkan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 kesempatan kerja mencapai
87,49 %, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2010 mengalami
penurunan sebesar 2,31 poin dibandingkan tahun 2009, sedangkan pada tahun 2009
tingkat pengangguran terbuka mencapai 12,51 %. Angka pengangguran ini pada
umumnya didominasi oleh perempuan, hal ini disebabkan karena lapangan kerja
yang ada belum sesuai dengan ketersediaan kualitas tenaga kerja perempuan di
Kabupaten Bandung.

Gambar 2.5

Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung
Tahun 2009-2010
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Kesempatan | Kesempatan | Penganggur | Penganggur
Kerja (2009) | Kerja (2010) an 2009) an (2010)
m Laki-laki 89,39 94,16 10,61 5,84
B Perempuan 82,14 80,88 17,86 19,12
L+P 87,49 89,8 12,51 10,2

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2009-2010.
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Pada umumnya, lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung bergerak pada sektor :
pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik gas dan air,
angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Pada tahun 2010
penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) mengalami pergeseran dari sektor
pertanian dan industri ke sektor perdagangan, jasa dan lainnya, di mana angkatan kerja
yang bekerja pada sektor perdagangan mengalami peningkatan sebesar 1,75 poin, yaitu
dari 18,75 % pada tahun 2009 menjadi 20,50 % pada tahun 2010. Demikian pula
angkatan kerja yang bekerja pada sektor jasa dan lainnya pada tahun 2010 mengalami
peningkatan masing-masing sebesar 1,65 poin dan 0,2 poin dibandingkan tahun 2009.

Gambar 2.5

Selisih Kondisi Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung

antara tahun 2009-2010
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Menganggur
Tahun
No. Lapangan Selisih
Pekerjaan 2009 (%) | 2010 (%)
A Angkatan  Kerja
" | yang Bekerja :
1. | Pertanian 21,87 18,91 -2,96
2. | Industri 29,87 29,23 -0,64
3. | Perdagangan 18,75 20,50 1,75
4. | Jasa 12,49 14,14 1,65
5. | Lainnya 17,02 17,22 0,2
B. |Angkatan Kerja 12,51 10,20 2,31
yang Menganggur

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2010.
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2.1.3.9 Penanaman Modal
A. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Salah satu Faktor berjalannya pembangunan adalah tersedianya modal. Hal ini yang
yang menjadikan pengelolaan Penanaman modal menjadi salah satu Bidang penting
pelayanan publik dalam menjaring datangnya modal dalam negeri maupun modal asing
dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri
maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan
pembangunan suatu daerah. Sehingga kehadiran investor nampaknya menjadikan
syarat penting, namun kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal
negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya.
Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi
investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi
negara asal para investor. Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing
adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih
teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
nasional Indonesia, khususnya Kabupaten Bandung.

Upaya pemerintah Kabupaten Bandung dalam mencari modal dalam negeri dan modal
asing agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung sampai saat ini baru
mencapai 28 investor, yaitu terdiri dari 9 investor dalam negeri dan 19 investor asing.
Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan
jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung pada tahun 2008
sebanyak 17 investor dan tahun 2009 sebanyak 30 investor. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Jumlah Investor PMDN/PMA
di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2010

Jumlah Investor
No.| Uraian
2008 2009 2010
1. | PMDN > 5 9
2. | PMA 12 25 19
3. | Total 17 30 28

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung, Tahun 2011.

. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan
ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor
untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka
akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang
pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Jumlah realisasi proyek PMDN/PMA yang berinvestasi di Kabupaten Bandung pada
tahun 2010 sebanyak 11 proyek, dengan jumlah investasi sebesar Rp 3.401.003.149,2.
Jumlah realisasi ini lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah investasi yang disetujui,
yaitu 28 proyek sebesar Rp 1.882.376.683,7. Bila dibandingkan dengan investasi pada
tahun-tahun sebelumnya, jumlah investasi pada tahun 2009 menurun sebesar 73,92 %
bila dibandingkan dengan tahun 2008 dan menurun 70,94 % bila dibandingkan dengan
tahun 2008.
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Tabel 2.28

Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

Persetujuan Realisasi
Tahun
Jumlah Nilai Investasi Jumlah Nilai Investasi
Proyek Proyek
2008 34 877.033.716,00 16 343.628.770,00
2009 22 682.269.594,00 13 89.634.094,00
2010 28 1.882.376.683,7 11 3.401.003.149,2

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung, Tahun 2011.

2.1.3.10 Pertanian, Kehutanan dan Peternakan

Sektor Pertanian dan Kehutanan masih menjadi salah satu andalan masyarakat
Kabupaten Bandung menjadi mata pencaharian utama, selain itu sektor Pertanian dan
Kehutanan secara statistik masih cukup potensial umtuk bisa dikembangkan baik dari
areal lahan maupun kependudukan yang bergerak disektor ini. Gambaran umum kondisi
daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja
sebagai berikut :

A. Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan
Perkebunan

Produktivitas padi di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 6,12 ton/ha.
Produktivitas ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun
2006-2009), di mana pada tahun 2006 produktivitas padi mencapai 5,72 ton/ha, tahun
2007 mencapai 5,64 ton/ha, tahun 2008 mencapai 5,53 ton/ha dan tahun 2009
mencapai 6,02 ton/ha. Selain produktivitas padi yang meningkat, produktivitas palawija
pun pada tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu 10,7 ton/ha bila dibandingkan
dengan tahun 2006-2009, yaitu dari 8,92 ton/ha pada tahun 2006 menjadi 10,7 ton/ha
pada tahun 2010.

Produktivitas sayuran pada tahun 2010 mencapai 141,06 kwt/ha, bila dibandingkan
dengan tahun 2007-2009 produktivitas ini meningkat, namun bila dibandingkan dengan
tahun 2006 produktivitas tersebut menurun, di mana pada tahun 2006 produktivitas
sayuran mencapai 36,38 ton/ha.

Produktivitas buah-buahan pada tahun 2010 mencapai 0,85 kw/pohon, produktivitas ini
mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009, di mana pada
tahun 2006 produktivitas buah-buahan mencapai 0,44 kw/pohon dan pada tahun 2009
mencapai 0,59 kw/pohon.

Produktivitas tanaman hias pada tahun 2010 mengalami kenaikan bila dibandingkan
dengan tahun 2007-2008. Pada tahun 2009 produktivitas tanaman hias mencapai 12,49
tangkai/m? sedangkan pada tahun 2007 dan 2008, masing-masing mencapai 2,71
tangkai/m? dan 5,68 tangkai/m?>.

Produktivitas perkebunan pada tahun 2010 mengalami penurunan bila dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009). Pada tahun 2010 produktivitas
perkebunan mencapai 1,16 ton/ha sedangkan tahun 2006-2009 masing-masing
mencapai 6,42 ton/ha, 2,32 ton/ha, 2,16 ton/ha dan 1,16 ton/ha.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas padi, palawija, sayuran,
buah-buahan, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Bandung selama kurun
waktu tahun 2006-2010.
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Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan,

Tabel 2.29

Tanaman Hias dan Perkebunan
Kabupaten Bandung Pada Tahun 2008 - 2010

No Uraian 2008 2009 2010
1 Padi
Luas Tanam (ha) 74.676 75.772 84.232
Luas Panen (ha) 69.595 78.431 84.020
Produksi (ton) 412.877,00 | 472.564 513.856
Produktivitas (ton/ha) 5,53 6,02 61,12
2 Palawija
Luas Tanam (ha) 20.064 23.229 26.863
Luas Panen (ha) 14.823 20.565 26.493
Produksi (ton) 162.172 214.161 286.054
Produktivitas (ton/ha) 8,08 9,22 10,7
3 Sayuran
Luas Tanam (ha) 25.139 22.007 31.068
Luas Panen (ha) 31.096 34.619 63.148
Produksi (ton) 559.753 696.840 | 1.039.220
Produktivitas (ton/ha) 22,27 31,66 14,06
4 Buah-buahan
Luas Tanam (pohon) 305.218 266.700 200.700
rLT:J:;gT]ZZﬁEa%Ohon Y9 540.071 | 447.699 | 623.406
Produksi (kw) 304.705 266.532 532.874
(Plisv‘j;';ﬂ‘é'ﬁis 0,56 0,59 0,85
5 Tanaman Hias
Luas Tanam (M?) 86.044 39.894 12,965
Luas Panen (M?) 115.682 105.036 30.589
Produksi (tangkai) 488.425 477.150 30.589
(Ptgorfglfatm?)s 5,68 4,06 12,49
6 Perkebunan
Luas Tanam (ha) 10.805 11.097 13,643
Luas Panen (ha) 4.706 5.030 7.482
Produksi (ton) 23.348 23.367 34.849
Produktivitas (ton/ha) 2,16 2,11 1,16

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung, tahun 2011.
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B. Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu

Pada tahun 2010 jumlah produksi daging mencapai 45.183.000 kg, adapun jumlah
konsumsi daging mencapai 10,50 kg/kapita/th. Jumlah produksi tersebut meningkat bila
dibandingkan dengan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 produksi daging mencapai
39.658.461 kg, peningkatan jumlah konsumsi tersebut seiring dengan meningkatnya
jumlah penduduk Kabupaten Bandung.

Konsumsi telur di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 2,08 kg/ kapita/th,
dengan jumlah produksi sebanyak 8.323.000 kg. Jumlah konsumsi ini sama dengan
tahun 2009 dan meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-
2008), yaitu konsumsi telur pada tahun 2006 mencapai 1,66 kg/kapita/th, pada tahun
2007 mencapai 1,62 kg/kapita/th dan pada tahun 2008 mencapai 1,74 kg/kapita/th.
Peningkatan jumlah konsumsi tersebut diimbangi dengan peningkatan jumlah produksi
pada setiap tahunnya (2006-2010).

Konsumsi susu di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 8,84
kg/kapita/tahun, sementara konsumsi susu nasional adalah sebesar 4,7 sehingga telah
melebihi batas standar konsumsi susu nasional. Jumlah konsumsi tahun 2010
meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008-2009, namun menurun bila
dibandingkan dengan tahun 2006, di mana pada tahun 2007 jumlah konsumsi susu
mencapai 6,90 kg/kapita/th, pada tahun 2008 mencapai 8,28 kg/kapita/th sedangka
pada tahun 2006 mencapai 8,93 kg/kapita/th. Sama halnya dengan jumlah konsumsi,
jumlah produksi pun pada tahun 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan
dengan tahun 2006-2010.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah produksi dan konsumsi
daging, telur dan susu di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2010.

Tabel 2.30
Jumlah Produksi dan Konsumsi daging, telur dan susu
Kabupaten Bandung Pada Tahun 2008 — 2010

No Uraian 2008 2009 2010
1 Daging
Produksi (kg) 39.275.391 | 39.658.461 | 45.183.000
Konsumsi
(kg/kapita/th) 9,48 9,49 10,5
2 Telur
Produksi (kg) 5.881.985 7.128.159 8.323.000
Konsumsi
(kg/kapita/th) 1,74 2,08 2,08
3 Susu
Produksi (kg) 57.171.658 | 59.534.141 | 62.876.000
Konsumsi
(kg/kapita/th) 8,28 8,62 8,84

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2011.
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C. Persentase Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi

Tingkat lahan kritis dan kerusakan hutan sekarang ini menyebabkan keprihatinan yang
besar bagi semua pihak. Praktek illegal logging dan illegal trade, perambahan hutan,
kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan,
pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas kelestarian merupakan faktor utama
penyebab kerusakan hutan. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (GRHLK)
merupakan salah satu upaya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang
diarahkan untuk penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan
secara terpadu dengan peran semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah,
masyarakat, pengusaha dan lain-lain) melalui mobilisasi sumber daya.

Luas hutan kawasan Bandung selatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010
mencapai 263,75 ha. Bila dibandingkan dengan tahun 2008, luas hutan ini mengalami
peningkatan, namun bila dibandingkan dengan tahun 2006-2007 luas hutan ini
mengalami penurunan yang cukup signifikan. Luas hutan di Kabupaten Bandung pada
tahun 2006 seluas 3.356,01 ha, pada tahun 2007 seluas 2.028,70 ha dan pada tahun
2008 seluas 224,12 ha. Dari luasan tersebut telah seluruhnya dilakukan rehabilitasi.
Luas lahan kritis di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 mencapai 21.130,00 ha, pada
tahun 2007 mencapai 15.330,60 ha dan pada tahun 2008 mencapai 9.056,19 ha.
Terhadap lahan kritis tersebut, setiap tahunnya telah dilakukan upaya rehabilitasi, yaitu
pada tahun 2008 sebesar 48,79 %, tahun 2009 telah dilakukan upaya rehabilitasi seluas
15,91 %. sehingga pada tahun 2010 luas lahan kritis mencapai 22.076,68 ha. Dari
luasan tersebut telah dilakukan rehabilitasi seluas 8,8 %.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rehabilitasi hutan dan lahan kristis di
Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2008-2010.

Tabel 2.31
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2008 - 2010

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012

No. Uraian Jenis 2008 2009 2010
1. Luas hutan dan Lahan LK 2.493,12
Kritis yang direhabilitasi 4.418,36 | 1.084,50
(ha) 263,75
HN BS 182,72 168,62
HN BU 41,40 140,40
HN BS + 263,75
HN BU 224,12 309,02
TOTAL 4.642,48 1.393,52 2.756,87
2. | Total luas hutan dan LK 22.076,68
lahan kritis (ha) 9.056,19 | 6.814,72
263,75
HN BS 182,72 168,62
HN BU 41,40 140,40
HN BS + 263,75
HN BU 224,12 309,02
TOTAL 9.280,31 | 7.123,74 22.340,43
3. Persentase tase Luas LK 48,79 15,91 8,8
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No. Uraian Jenis 2008 2009 2010
hutan dan lahan kritis 100,00
yang direhabilitasi HN BS, 100,00 100,00
HN BS
LK, 50,03 19,56 8,1
HN BS,
HN BU

Sumber : Bapedas Citarum Tahun 2011.

Ket :

HN BS = Hutan Kawasan Bandung Selatan,

LK=Lahan Kritis,

HN BU = Hutan Kawasan Bandung Utara

D. Persentase Kerusakkan Kawasan Hutan

Kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 11,71 %
dari 60.844,90 ha. %tase ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya (2006-2008), di mana pada tahun 2006 kerusakan kawasan hutan
mencapai 38,06 % dari 64.340,39 ha, pada tahun 2007 mencapai 26,12 % dari

66.456,83 ha, dan pada tahun 2008 mencapai 15,82 % dari 58.645,83 ha.

Tabel 3.32

Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2008 - 2010

No. Uraian Jenis 2008 2009 2010
. Luas Kawasan | HR/LK 9.056,19 6.814,72 | 78.778.631%
’ Hutan Yang HN BS
Rusak 182,72 168,62 263,75
HN BU 41,40 140,40 -
TOTAL 9.280,31 7.123,74 78.778.895
HR 9.914,00 14.617,57 16.113,44
2. Total Luas
Kawasan HN BS 36.893,54 34.458,95 34.458,95
Hutan
HN BU 2.053,31 1.983,40 1.983,40
HK
9.784,98 9.784,98 9.784,98
TOTAL 58.645,83 60.844,90 62.341
Persentase
3. | pas Kawasan 15,82 11,71 -
utan yang
Rusak

Ket :
LK=Lahan Kritis,
HN BS = Hutan Kawasan Bandung Selatan,
HN BU = Hutan Kawasan Bandung Utara,
HR = Hutan Rakyat,
HK = Hutan Konservasi
*) di dalam hutan 18.800.835 Ha, diluar hutan 59.971,796 Ha
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2.1.3.11 Pariwisata

Sektor Pariwisata Kabupaten Bandung masih sangat potensial untuk dikembangkan ke
depannya. Gambaran kondisi Kepariwisataan di Kabupaten Bandung secara umum
dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

. Kunjungan Wisata

Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Bandung sejak tahun 2010 sebanyak 53
obyek. Jumlah kunjungan yang sebanyak 4.607.330 orang pada tahun 2010. Jumlah ini
meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2008-2009), di
mana pada tahun 2008 sebanyak 4.306.602 orang dan pada tahun 2009 sebanyak
4.126.434 orang yang berkunjung ke 53 obyek. Dari data tersebut dapat diketahui rata-
rata jumlah pengunjung pada masing-masing obyek wisata sebanyak 50.273 pada
tahun 2008, sebanyak 77.857 orang pada tahun 2009 dan sebanyak 86.930 orang pada
tahun 2010.
Tabel 2.33
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2008 - 2010

No. Uraian 2008 2009 2010
1. | Jumlah obyek wisata 49 49 53
(obyek)
2. | Jumlah kunjungan 4.306.602 | 5.458.218 | 6.069.539

wisata (orang)

3. | Rata-rata kunjungan
per obyek wisata 87.890 111.392 123.869

(orang)

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2011.

2.1.3.12 Perdagangan dan Perindustrian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan salah satunya
dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

. Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai
Rp 456.850.398,57.Nilai ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun
2006-2008. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 40,14 %
yaitu dari Rp 678.528.610,67 pada tahun 2007 menjadi Rp 406.188.974,51 pada tahun
2009.
Tabel 2.34
Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2008 - 2010

No Uraian 2008 2009 2010
1. | Nilai Ekspor 507.346.266, 81 406.188.974,51 456.850.398,57
2. | Nilai Impor - -
3. | Nilai Ekspor Bersih 507.346.266, 81 406.188.974,51 456.850.398,57
(Nilai Ekspor — Nilai
Impor)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011.
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B. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) terhadap
PDRB

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) mempunyai kontribusi cukup
signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bandung, yaitu berkontribusi kedua
paling besar setelah sektor perindustrian. Pada tahun 2010 kontribusi sektor
perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku
mencapai Rp 7.796.200.550.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai
Rp 3.474.795.780.000,00. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Bandung tahun 2010
berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 46.092.238.720.000,00 dan berdasarkan harga
konstan mencapai Rp 21.734.661.190.000,00. Dengan demikian dapat diketahui bahwa
prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bandung tahun
2010 sebesar 16.914 % berdasarkan harga berlaku dan 15.987 % berdasarkan harga
konstan. prosentase kontribusi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya (2006-2009), yaitu %tase konstribusi sektor perdagangan pada tahun 2006
berdasarkan harga berlaku mencapai 15,062 %, pada tahun 2007 mencapai 15,342 %,
pada tahun 2008 mencapai 15.684 % dan pada tahun 2009 mencapai 16,561%,
prosentase konstribusi sektor perdagangan pada tahun 2006 berdasarkan harga
konstan mencapai 14,881 %, pada tahun 2007 mencapai 15,092 %, pada tahun 2008
mencapai 15,222 % dan pada tahun 2009 mencapai 15,642 %

C. Pertumbuhan Industri

Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu
faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Bandung
mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama indutsri
olahan. Total jumlah industry di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 secara
keseluruhan mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2009, yaitu dari 722
industri menjadi 741 industri pada tahun 2010. Peningkatan ini terjadi pada industry
kecil, dimana pada tahun 2008 berjumlah 331 industri dan pada tahun 2010 berjumlah

374 industri.
Tabel 2.35
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2008 - 2010

No.| JeM*. | 2008 | 2009 | 2010

1. | Besar 109 141 152

2. | Menengah 180 213 215

3. | Kecil 331 368 374

Jumlah 620 722 741

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011
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2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi
daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Aspek Daya saing
(competitiveness) mengukur kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk
mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat suat daerah. Tolok ukur keberhasilan daya
saing menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan
dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan.

Gambaran umum kondisi daerah terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari:
kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya
manusia.

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Meskipun secara data kependudukan kabupaten Bandung, Mata pencaharian
Masyarakat Kabupaten Bandung di Sektor pertanian tidak lagi menjadi lapangan kerja
terbesar (18,91%) tahun 2010, dibandingkan sektor Industri (29,23%) dan
Perdagangan (20,50%). Namun Potensi sektor Pertanian masih menjadi yang paling
besar di banding dengan sektor-sektor lain sebagai sektor penyedia lapangan kerja
Kabupaten Bandung, kesempatan kerja berasal dari sektor pertanian, diikuti
perdagangan, industri, dan jasa-jasa. Sektor pertanian merupakan penyedia utama
kebutuhan pangan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi
manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk
manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami
peningkatan. Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang
paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui
peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa
kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku
ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan
multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta membawa tingkat
kesejahteran masyarakat menjadi lebih sejahtera, tetapi pertumbuhan tersebut hanya
dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sedangkan masyarakat lain tidak
menikmati. Untuk itu kemampuan ekonomi dapat dilihat dari produktivitas pada
masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Kabupaten Bandung. Produktivitas total
daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam
rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Dari ke-9 sektor/lapangan usaha, yang
berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor/lapangan
usaha industri pengolahan, disusul kemudian oleh sektor/lapangan usaha perdagangan,
hotel dan restoran. Sektor/lapangan usaha yang kontribusinya paling kecil adalah
sektor/lapangan usaha pertambangan dan penggalian.
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Tabel 2.36
Produktivitas Total Daerah Per Sektor (ADH Berlaku) di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010
(dim jutaan rupiah)

Sektor/ 2008 2009 2010
No. Lapangan
Usaha (Rp) % (Rp) % (Rp) %o
1 | Pertanian 2.753.632,27 | 7,192 | 3.013.007,10 | 7,36 | 3.471.661,92 | 7.532
p | Pertambangan& | 4eg 30380 | 1,223 | 526.03513 | 1,28 | 58078381 | 1.260
Penggalian
Industri
3 23.275.745,49 | 60,79 | 24.565.562,89 | 60,00 | 27.471.535,02 | 59.601
Pengolahan
4 | pmeGas&AT | 64265874 | 1,678 | 67452069 | 1,65 | 741.188,33 | 1608
5 | Konstruksi 648.394,06 | 1,693 | 696.720,83 | 1,70 764.990,68 1.660
6 | Perdagangan, 6.005.197,92 | 15,68 | 6.780.385,10 | 16,56 | 7.796.200,55 | 16.914
Hotel & Restoran
7 | Pengangkutan& | 7¢6 600,79 | 4,614 | 1.795.161,77 | 4,38 | 1.933.148,22 | 4.194
Komunikasi
g | Keuangan, sewa, | ;9 67754 | 2,071| 820.502,95 | 2,00 | 898.354,49 | 1.949
& Js. Perusahaan
9 | Jasa-jasa 1.936.315,52 | 5,057 | 2.069.321,52 | 5,05 | 2.434.375,72 | 5.282

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009).

Pada tahun 2010 kontribusi sektor/lapangan wusaha industri pengolahan mencapai
Rp 27.471.535.020.000,00 (59,601 %), secara presentase keseluruhan angka ini menurun
bila dibandingkan dengan tahun 2008-2009, di mana pada tahun 2008 sektor/lapangan
usaha ini mencapai sebesar 60,79 %, dan pada tahun 2009 mencapai sebesar 60 %.
Berbeda dengan sektor/lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, sektor ini
mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2008-2009, sedangkan pada
tahun 2010 sektor/lapangan usaha ini berkontribusi sebesar Rp 7.796.200.550.000,00
(16,914 %) sedangkan pada tahun 2008 mencapai sebesar 15,68 %); tahun 2008
mencapai sebesar 16,56 %. Demikian juga dengan sektor Pertanian dari tahun 2008-2010
menunjukkan kecenderungan meningkat, pada tahun 2008 presentasenya 7,192 menjadi
7,532% di tahun 2010. Sektor-sektor lain menunjukkan trend yang menurun.

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam
hubungannya dengan ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas
ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap
ketersediaan wilayah/ infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing
daerah.
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Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur
dapat dilihat dari : aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank,
ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta
ketersediaan penginapan.

A. Aksesibilitas daerah

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting
aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap
jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh
masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan
karakteristik fisik yang berbeda.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah
menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin
meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi.
Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/
prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Bandung pada
tahun 2008 mencapai 1 : 156, ini artinya bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km,
dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 156
kendaraan. Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada tahun 2007, sedangkan pada tahun
2007 ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan mencapai 1 : 136, yang
berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik
kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 136 kendaraan.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan pada tahun 2008 lebih banyak
atau mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2007, demikian pula
panjang jalan pada tahun 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun
2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
di Kabupaten Bandung

Tahun 2008
No. Uraian 2008
1. | Panjang Jalan 1.345,75
2. | Jumlah Kendaraan :
- Roda 4 28.411,00
- Roda 2 181.605,00
Jumlah 210.016,00
3. Rasio 1:156

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2008
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B. Penataan wilayah

Penataan wilayah di Kabupaten Bandung diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Bandung tahun 2007-2027. Salah satu bentuk penataan wilayah
yang diatur dalam RTRW tersebut adalah perencanaan pemanfaatan lahan. Sesuai
dengan RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007-2027, rencana pemanfaatan lahan di
Kabupaten Bandung terbagi ke dalam 2 (dua) kawasan, yaitu : kawasan lindung dan
kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi : hutan konservasi, sempadan, hutan
lindung, ruang terbuka hijau dan perairan. Kawasan budidaya meliputi : kawasan
budidaya berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, hutan
rakyat); kawasan budidaya pertanian (pertanian lahan basah, pertanian lahan kering,
perikanan, peternakan) dan kawasan budidaya non pertanian (kawasan pariwisata,
kawasan peruntukan industri, kawasan pemerintahan/fasum, kawasan permukiman,
kawasan perdagangan/jasa, kawasan Hankam). Rencana pemanfaatan lahan untuk
kawasan lindung seluas 46.171,71 ha sedangkan rencana pemanfaatan lahan untuk
kawasan budidaya seluas 130,066.96 ha.

Tabel 2.38
Wilayah Pengembangan di Kabupaten Bandung
No | Wilayah Pengembangan (WP) Kecamatan

1. | WP Soreang Kec. Soreang
Kec. Kutawaringin
Kec. Katapang
Kec. Rancabali
Kec. Pasirjambu
Kec. Ciwidey

Kec. Baleendah
Kec. Dayeuhkolot
Kec. Bojongsoang
Kec. Banjaran
Kec. Pengalengan
Kec. Cangkuang
Kec. Cimaung
Kec. Arjasari

Kec. Pameungpeuk
Kec. Majalaya
Kec. Ciparay

Kec. Pacet

Kec. Kertasari
Kec. Paseh

Kec. Ibun

Kec. Solokan Jeruk
Kec. Cicalengka
Kec. Nagreg

Kec. Cikancung
Kec. Cileunyi

Kec. Rancaekek
Kec. Cimenyan
Kec. Cilengkrang
Kec. Margaasih

Kec. Margahayu
Sumber : Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung 2007 — 2027

2. | WP Baleendah

3. | WP Banjaran

4. | WP Majalaya

5. | WP Cicalengka

6. | WP Cileunyi

7. | WP Cimenyan — Cilengkrang

8. | WP Margaasih-Margahayu
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Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, terdapat konsekuensi yang
tidak bisa dihindari dalam pemanfaatan/tata guna lahan, vyaitu tingginya rasio
perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan
baru seperti : kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan
permukiman.

C. Fasilitas bank dan non bank

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangka menunjang
aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan
dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja
berkaitan dengan fasilitas bank dan non bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan
jumlah bank serta cabang-cabangnya.

Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bank umum dan bank
perkreditan rakyat dan berdasarkan kegiatan usahanya bank dibagi menjadi : bank
konvensional dan bank syariah. Pada tahun 2009, jumlah bank umum di Kabupaten
Bandung seluruhnya berjumlah 89 unit, terdiri dari : 81 unit bank umum konvensional
dan 8 unit bank umum syariah. Adapun jumlah bank perkreditan rakyat (BPR)
seluruhnya berjumlah 24 unit, ke-24 unit tersebut adalah BPR konvensional. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
di Kabupaten Bandung

No. Uraian 2009
1. | Bank Umum 89
1.1. | Konvensional 81
1.2. | Syariah 8
2. | BPR 24
2.1. | Konvensional 24
2.2. | Syariah
Jumlah 113

Sumber : Bagian Perekonomian — Setda Kabupaten Bandung Tahun 2010.

D. Ketersediaan Restoran, Rumah Makan dan Penginapan

Ketersediaan restoran, rumah makan dan penginapan pada suatu daerah menunjukan
tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan dapat
menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang
yang ditimbulkannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan
restoran dan rumah makan salah satunya dapat dilihat dari jumlah restoran dan rumah
makan. Selama kurun waktu 2008-2010 jumlah restoran, rumah makan dan penginapan
yang berhasil di data oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung
belum banyak mengalami perubahan.
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Tabel 2.40
Jumlah Restoran, Rumah Makan dan penginapan di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

No. Uraian 2008 2009 2010
1. | Jenis Usaha Restoran 40 40 40
5 Jenis Usaha Rumah

" | Makan 467 467 467
3 Jenis
penginapan/Hotel 29 29 29

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2010.

2.1.4.3 Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan
perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan
kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan.
Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan
politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil
merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada
umumnya, khususnya di Kabupaten Bandung.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat
dari indikator kinerja : angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, kemudahan perizinan,
pengenaan pajak daerah, peraturan daerah (perda) yang mendukung iklim usaha dan status
desa (persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa).

A. Angka kriminalitas

Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin
rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Pada
tahun 2009 jumlah tindak kriminal di Kabupaten Bandung sebanyak 6 kasus, yaitu
tindak kriminal pembunuhan. Dari data ini dapat diketahui bahwa angka kriminal di
Kabupaten Bandung pada tahun 2009 mencapai 0,02; ini artinya dari 10.000 jumlah
penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 terdapat 0,02 tindak kriminal. Kasus
kriminal yang terjadi pada tahun 2006-2008 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41
Angka kriminalitas di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

No. Uraian 2008 2009 2010
Jumlah kasus
1. Narkoba 0 0 0
Jumlah kasus
2 Pembunuhan 1 6 2
Jumlah Kejahatan
3. Seksual 2 0 0
4, Jumlah _kasus 0 0
Penganiayaan 3
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No. Uraian 2008 2009 2010

5 Jumlah_ kasus 2 0
Pencurian 4

6 Jum_Iah kasus 2 0
Penipuan 0

v Jumlah kasus 0 0
Pemalsuan uang 0
Total Jumlah Tindak

8. | Kriminal Selama 1 7 6 9
Tahun

9. | Jumlah Penduduk 3.127.008 3.172.860 3.125.548
Angka Kriminalitas

10. | (8)/(9) per 10.000 0,02 0,02 0.0288
jumlah penduduk

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2010.

B. Kemudahan perizinan

Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya
saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan
daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan.
Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan
proses administrasi suatu investasi.

Jenis perizinan yang ditangani Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 11 jenis
perizinan, terdiri dari : izin usaha perdagangan (SIUP), izin tempat usaha (SITU), TDP,
IUI, TDI, IMB, HO, , IPT, izin reklame, IPLC dan izin jasa konstruksi. Lamanya waktu
untuk pengurusan izin tersebut serta jumlah persyaratan dan biaya resmi dalam
mengurus izin tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.42
Lama Proses Perizinan di Kabupaten Bandung
Tahun 2010

Lama Jumlah Biaya resmi
No. Uraian mengurus persyaratan (rata-rata

(hari) (dokumen) maks Rp)
1. | SIUP 5 6 30.000
2. | SITU 5 6 400
3. |TDP 5 5 20.000
4. |IUI 14 10 75.000
5. | TDI 14 5 30.000
6. | IMB 60 12 8.000
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Lama Jumlah Biaya resmi
No. Uraian mengurus persyaratan (rata-rata

(hari) (dokumen) maks Rp)
7. |HO 14 11 250
8. |IPT 14 14 150
9. | Reklame - - -
10. | IPLC 14 13 6.000.000
11. | Jasa Konstruksi 4 12 100.000

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung Tahun 2010.

C. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal
ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku). Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan (dalam hal ini perusahaan).

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah realisasi serta macam pajak

dan retribusi daerah di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2008-2010.

Tabel 2.43
Jumlah Realisasi serta Macam Pajak dan Retribusi Daerah
di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2008-2010
(dalam rupiah)

521.130.207,60

481.269.352,00

No Uraian 2008 2009 2010
7 Jumiah Pajak
" | Daerah 51.654.333.709,60 | 47.951.110.528,00 | 59.385.578.062,00
Pajak Hotel

1.122.094.256,00

Pajak Restoran

2.022.405.964,86

2.486.992.882,00

3.541.972.662,00

Pajak Hiburan

1.822.568.665,00

2.146.174.144,00

2.063.299.025,00

Pajak Reklame

1.818.712.879,50

1.599.992.419,00

2.022.621.402,00

Pajak
Penerangan
Jalan

45.332.157.472,64

41.035.282.809,00

50.234.236.814,00
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Retribusi Jasa
Umum

29.122.980.499,00

32.380.883.654,00

No Uraian 2008 2009 2010
Pajak
Pengambilan
dan Pengolahan
Bahan Galian C 61.134.120,00 64.681.980,00 108.188.999,00
Pajak Parkir 76.224.400,00 136.716.942,00 | 293.164.904,00
2. | Retribusi 36.067.479.245,10 | 40.870.885.107,00| 60.370.841.839,00
Jumlah

50.640.948.750,00

Jumlah
Retribusi Jasa
Usaha

1.609.269.878,00

1.840.236.134,00

2.451.180.000,00

Jumlah

Retribusi
Perizinan
Tertentu

5.335.228.868,10

6.649.765.319,00

8.022.691.887,00

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung Tahun 2011.

D. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui
perda dapat diketahui adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah
terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha meliputi :
Perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa,
serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Berikut adalah gambaran ketersediaan perda yang mendukung iklim usaha di
Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2009.

Tabel 2.44
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Bandung
Tahun 2008-2009

No.

Uraian

2008 2009

Jumlah Perda
terkait perijinan

Jumlah Perda
terkait lalu lintas
barang dan jasa

Jumlah Perda
terkait
ketenagakerjaan

Sumber : Bagian Hukum — Setda Kabupaten Bandung Tahun 2010.
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E. Status Desa (Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa)

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-
dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan
mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan
pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat
pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala
bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional.
Berdasarkan statusnya, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa
swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada
(berkembang).

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah desa/kelurahan swadaya,
swakarya, dan swasembada di Kabupaten Bandung tahun 2008-2009.

Tabel 2.45
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

No. Uraian 2008 2009
1. | Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya 97 97
2. | Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya 104 104
3. | Jumlah Desa/Kelurahan

Swasembada 75 75
4. | Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2)

+ (3) 276 276
5. | Persentase Desa berstatus

swasembada dibagi jumlah

desa/kelurahan (3)/(4) 27,17 27,17

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum — Setda Kabupaten Bandung Tahun 2010.

2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012

Sumber Daya Manusia (SDM) vyang berkualitas merupakan kunci keberhasilan
pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam
pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan
ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin,
profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan
teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya
manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan
penduduk.
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A. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan
daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat
dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam
negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan
oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan
penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas
tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang
telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

B. Tingkat Ketergantungan Penduduk

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya
beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap
penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun
umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis
masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu,
penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah
melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja
yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa
besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak
terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis
penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat menunjukkan keadaan ekonomi
suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.
Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin
tinggi persentase dependency ratio maka semakin tinggi beban yang harus
ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum
produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang
semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk
yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif
lagi.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk
Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2010.

Tabel 2.46
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

No. Uraian 2008 2009 2010

1. | Jumlah Penduduk Usia < 927.594 903.756 1.002.197
15 tahun

2. | Jumlah Penduduk usia > 144.693 138.927 126.657
64 tahun

3. | Jumiah Penduduk Usia 1.072.287 1.042.683 1.128.881
Tidak Produktif

4. | Jumiah Penduduk Usia 2.054.721 2.130.177 2.086.657
15-64 tahun

5. Rasio ketergantungan 52,19 48,95 54,10

(3)/ (D%
Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009).
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2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun 2011 dan Realisasi RPJMD 2010-
2015

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Prioritas
Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2012 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
Tahunan, yang kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, serta isu strategis dan prioritas pembangunan RPIJMD
yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2012, merupakan Tahun pertama
RKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010
— 2015, dan merupakan masa transisi dari RPJMD 2005 — 2010 ke RPJMD 2010 - 2015.
Sedangkan RPJMD 2010 — 2015 adalah Periode kedua dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang RPJP 2005 — 2025.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2012 disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan Tahunan, keadaan Tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPIJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, serta isu strategis dan prioritas pembangunan
RPIMD yang telah ditetapkan.

Prioritas pembangunan RKPD tahun 2011 merupakan salah satu acuan untuk
penyusunan RKPD tahun 2012, berikut merupakan prioritas Pembangunan RKPD tahun 2011 :

Kualitas pelayanan birokrasi

Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan Pengembangan Pendidikan Vokasional.
Aksesibilitas Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial

Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana Dasar Wilayah.

Aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Sumber Daya.
Kemampuan Daya Saing Produk Unggulan Daerah.

Kerusakan Lingkungan dan Penanganan Bencana

Keterpaduan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan.

10 Menjaga Stabilitas Keamanan dan ketertiban Masyarakat.

11. Menjaga stabilitas ketahanan pangan dan energi

Adanya perbedaan Isu Strategis antara RKPD tahun 2011 dan RKPD tahun 2012
disebabkan RKPD tahun 2011 masih berdasarkan RPJMD 2005-2010, sedangkan RKPD tahun
2012 sudah mengacu pada RPIJMD 2010-2015.

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 vyaitu:

1. Keamanan dan ketertiban masyarakat diharapkan tetap terjaga dalam menciptakan iklim
usaha yang kondusif serta mendukung kinerja pembangunan secara umum. Prioritas ini
selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu
peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban
umum, juga selaras dengan RPIJMN yaitu bidang polhukam

2. Dalam arti luas pelayanan publik adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan atau
kepentingan masyarakat umum yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.
Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi pemerintahan (birokrasi) yang
meliputi pelayanan dasar (substantif) dan pelayanan administrasi. Belum meratanya
kualitas sumber daya manusia pada Pemerintahan, terutama pada unit kerja yang
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat menyebabkan perbaikan dan peningkatan
kapasitas aparatur dan lembaga publik perlu terus diperbaiki.

WoONU AWM
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3. Berkaitan dengan lingkungan hidup dan bencana, dalam penanganan banjir dan genangan
masih diperlukan peningkatan efektivitas program dan partisipasi masyarakat dalam
mematuhi peraturan perundangan yang ada. Masih tingginya degradasi dan longsoran-
longsoran tebing yang diakibatkan oleh arus sungai yang cukup deras dan daerah
konservasi yang mulai mengalami penurunan fungsi, sedangkan daerah hilir sungai sudah
menunjukkan adanya abrasi yang cenderung membentuk badan sungai menjadi lebar dan
dangkal.

4. Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat
kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu
melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Beberapa peningkatan
dan akselerasi program diperlukan dalam mengatasi belum optimalnya partisipasi
masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, belum
memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, belum memadainya
jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan, masih kurang baiknya
distribusi tenaga pengajar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berbicara
mengenai kesehatan yang secara kontinyu diintervensi melalui program/kegiatan yang
bersifat kuratif, preventif maupun promotif. Akselerasi dan perbaikan perlu dilakukan dalam
mengantisipasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang masih belum memadai
serta kurang dan belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga medis.

5. Kabupaten Bandung menetapkan core business pada sektor pertanian, karena sektor ini
memegang peranan yang cukup strategis dengan luas lahan 48,6% dari luas wilayah
Kabupaten Bandung digunakan untuk pertanian 20,66%, penduduknya bekerja di sektor
pertanian. Hal ini dapat terlihat juga dari produksi pertanian yang dihasilkan oleh
Kabupaten Bandung, salah satu contohnya bahwa kabupaten Bandung masih sebagai salah
satu produsen padi, sayuran, daging yang berkontribusi terhadap Jawa Barat dan Nasional.
Walaupun demikian, kenyataan tersebut belum menjamin kemampuan individu ditingkat RT
untuk memperoleh bahan pangan dengan kemampuan individu ditingkat RT untuk
memperoleh bahan pangan dengan jumlah cukup. Hal tersebut bukan hanya disebabkan
oleh lemahnya daya beli tetapi juga dalam arti yang sebenarnya di beberapa daerah
terpencil distribusi bahan pangan sulit dilakukan, terutama pada musim paceklik.
Tantangan kedepan yang harus dihadapi adalah bagaimana hubungan kelembagaan Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan
pangan. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa mandiri pangan dan
pengembangan lumbung pangan serta diversifikasi pangan dengan baik, hal ini untuk
mengurangi dominasi Komsumsi yang cukup tinggi(102,2 kg/th) dengan pola komsumsi
pangan yang lebih baik.

6. Infrastruktur merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam mendukung sektor
prioritas bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli. Sektor infrastruktur terdiri atas :
prasarana transportasi, sumber daya air, dan prasarana permukiman, yang berperan
sebagai pembentuk struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan
wilayah, serta pengikat antar-wilayah. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur harus
terus dilakukan dalam mendukung perekonomian. Keterpaduan pembangunan dan saling
keterkaitan antar wilayah yang terangkum dalam dokumen ketataruangan masih perlu
ditingkatkan efektivitas dan pelaksanaannya, begitu pun dengan pengendaliannya.
Beberapa masalah yang masih perlu langkah penangangan lanjutan, di antaranya ialah
perlu adanya perda tentang RDTR sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen RDTR
Baleendah-Dayeuhkolot, Soreang, Kutawaringin dan Tegalluar. Hal ini menyebabkan
terhambatnya rencana dan pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh
pemerintah maupun masyarakat umum, karena beberapa dokumen harus mengacu
terhadap RDTR dan Peraturan Zonasinya.
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7. Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap
masyarakat dalam mengakses pelayanan standar terkait dengan pelayanan pendidikan,
pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Berbagai program dari beberapa sektor
yang telah dilaksanakan belum mampu/tidak signifikan dalam mengurangi jumlah keluarga
miskin di Kabupaten Bandung. Hal tersebut, terutama karena belum terpadunya berbagai
program penanggulangan kemiskinan (ego sektor) serta belum terukur secara jelas
mengenai upaya pengurangan kemiskinan pada setiap program, hal ini dikarenakan belum
adanya keseragaman data jumlah keluarga miskin sehingga target yang ingin dicapai setiap
sektor belum jelas.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

RKPD 2012 Kabupaten Bandung merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012
berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2010 dan evaluasi pelaksanaan RKPD
tahun 2010. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah
dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan
selanjutnya.

Dalam hal penentuan Rencana Kegiatan haruslah mengacu pada 3 (tiga) hal, Prioritas
Permasalahan yang belum terselesaikan dari tahun RKPD 2010, sejalan dengan Isu Strategis
RPIJMD 2010-2015, Tidak bertentangan dengan Isu Strategis RKP Provinsi dan RKPN tahun
2012. Kemudian dari ketiga acuan diatas disusun menjadi Prioritas Pembangunan RKPD tahun
2012.

Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2012 disusun berdasarkan nomen
klatur permendagri nomor 13 tahun 2006 juncto permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan — kegiatan strategis yang diusung oleh
SKPD dan wilayah

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung. Namun
demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi
permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut
kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 disusun
berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan
daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten
Bandung.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah

Berdasarkan pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010-
2015, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 yang belum
terselesaikan, Isu Strategis Pembangunan Nasional 2012, Isu Strategis RKP Provinsi tahun
2012 serta pertimbangan lainnya terkait permasalahan strategis yang aktual dan faktual, maka
dirumuskan Isu Strategis yang akan menjadi bahan kebijakan dalam perencanaan kegiatan
Tahun 2012.
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Isu Strategis yang akan ditetapkan dalam RKPD 2012 tidak terlepas dari tema
pembangunan nasional Tahun 2012 yaitu "Percepatan dan perluasan Pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkeadialan bagi peningkatan kesejahteraan Rakyat”’, isu strategis provinsi
serta isu strategis yang aktual dan faktual. Isu Pembangunan Nasional 2011 meliputi :

1. Memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin

3. Pembangunan inklusif dan berkeadilan dengan meningkatkan keterlibatan peran serta
semua pemangku kepentingan

4. Peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam, bonus demografi potensi
industri dan pasar domestik yang besar

5. Penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (pro-environment)

Sedangkan Isu Strategis RKP Provinsi Jawa Barat tahun 2011 adalah:

Ketahanan pangan masyarakat

Peningkatan desa membangun menuju desa peradaban

Kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan

Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan

Apresiasi dan pengembangan budaya daerah serta menggali potensi wisata
Kualitas lingkungan dan penanganan bencana

Ketersediaan dan infrastruktur wilayah

Kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi

Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga

10. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan

11. Apresiasi dan pengembangan budaya daerah serta menggali potensi wisata
12. Iklim usaha dan jaminan investasi

13. Pemenuhan kebutuhan energi berkelanjutan

14. Permodalan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Dengan memperhatikan Isu Strategis RPJMD 2010-2015, Evaluasi Kegiatan Pada RKPD
2012, dan Isu Strategis RKP Provinsi dan Tema Pembangunan Nasional 2012, maka isu
strategis Kabupaten Bandung Tahun 2012, sebagai berikut:

Pelayanan Publik;

Kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, dan kesalehan sosial);
Pembangunan Perdesaan dan ketahanan pangan;

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

Pembangunan infrastruktur dan Tata Ruang;

Kemiskinan.

Lingkungan hidup dan bencana alam;

WwWoONUL AW

NounhwhE

Berdasarkan telaah diatas, dan analisa mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi
dari tiap SKPD tahun 2010. Diperoleh rancangan awal Prioritas Kabupaten Bandung Tahun
2012 sebagai berikut :

Pelayanan Publik yang profesional;

Peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan pendidikan;

Peningkatan dan perluasan pelayanan kesehatan;

Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;

Peningkatan ketahanan pangan, energi dan kesejahteraan petani;

Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah;

Peningkatan kualitas pengelolaan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
terhadap sumber daya;
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8. Perluasan Pelayanan air bersih dan air baku;
9. Penanggulangan bencana secara terpadu;
10. Perbaikan kualitas lingkungan dan pengendalian tata ruang;

11. Pemantapan pembangunan daerah dan perdesaan;

12. Penguatan budaya lokal dan peningkatan destinasi wisata;

13. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perekonomian.

Berikut Hubungan antara Isu Strategis Kabupaten Bandung dengan Prioritas Daerah RKPD

tahun 2012

Tabel 2.47

Hubungan antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah RKPD 2012

No.

Isu strategis

Prioritas Pembangunan Daerah RKPD
2012

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pemantapan stabilitas keamanan dan

ketertiban masyarakat

Pelayanan Publik

Pelayanan Publik yang professional

Perluasan Pelayanan air bersih dan air
baku

Peningkatan kualitas pengelolaan dan
pelaku usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) terhadap sumber daya

w

Lingkungan hidup dan bencana alam

Penanggulangan bencana secara terpadu

Kualitas sumber daya manusia (pendidikan,
kesehatan, dan kesalehan sosial)

Peningkatan dan perluasan kualitas
pelayanan pendidikan

Peningkatan dan perluasan pelayanan
kesehatan

Pembangunan Perdesaan, ketahanan
pangan dan energi.

Peningkatan ketahanan pangan dan
kesejahteraan petani

Pemantapan pembangunan daerah dan
perdesaan

Penguatan budaya lokal dan peningkatan
destinasi wilayah terpadu

Pembangunan infrastruktur dan Tata Ruang

Peningkatan  kuantitas dan  kualitas

infrastruktur wilayah

Perbaikan  kualitas dan

pengendalian tata ruang

lingkungan

Kemiskinan

Peningkatan perluasan kesempatan kerja

Peningkatan sarana dan Prasarana
Perekonomian.

Bila dilihat keterkaitan Isu Strategis antara Daerah dan Provinsi dan Nasional. Seperti pada
tabel dbawah ini.
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Tabel 2.48
Matriks Hubungan Isu Strategis
Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung

Nasional 2012 Prov. Jawa Barat 2012 RKPD Kab. Bandung 2012
Memperkuat ketahanan Peningkatan Ketahanan Pembangunan Perdesaan,
pangan dan ketahanan energi [Pangan Masyarakat ketahanan pangan dan Energi
Percepatan pengurangan e Penanggulangan Kemiskinan
kemiskinan dengan Kemiskinan dan
peningkatan pertumbuhan Pengendalian Penduduk;
ekonomi dan pembangunan o Aksesibilitas Permodalan
yang berpihak pada dan Daya Saing Usaha
masyarakat miskin Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM)

e Perbaikan Iklim usaha yang
kompetitif dan peningkatan
investasi serta pelibatan
dunia usaha;

e Pengembangan budaya
Daerah dan Destinasi

Wisata
Pembangunan inklusif dan e Aksesibilitas dan mutu dan j» Pelayanan Publik
berkeadilan dengan pendidikan, peran pemuda
meningkatkan keterlibatan dan prestasi olahraga;
peran serta semua pemangku [ e Pelayanan Publik bermutu
kepentingan dan kuntabel, kinerja

aparatur dan keterbukaan

informasi serta menggali

karya inovasi masyarakat;
e Kinerja pemerintahan desa |¢ Keamanan dan Ketertiban

dan peran masyarakat Masyarakat

dalam pembagunan

kewilayahan.
Peningkatan nilai tambah dari | e Aksesibilitas dan mutu Kualitas sumber daya manusia
pemanfaatan sumber daya pelayanan Kesehatan serta |(pendidikan, kesehatan, dan
alam, bonus demografi potensi Peningkatan Perilaku Hidup |kesalehan sosial)
industri dan pasar domestik Bersih dan Sehat (PHBS);
yang besar ¢ Ketahanan Energi dan

Diversifikasi Sumber Energi
Penerapan prinsip o Ketersediaan dan kualitas ¢ Pembangunan infrastruktur
pembangunan yang Infrastruktur Wilayah secara dan tata ruang
berkelanjutan (pro- merata; e Lingkungan hidup dan
environment) ¢ Pengelolaan bencana alam

Bencana,Pengendalian
Lingkungan dan Antisipasi
perubahan iklim;

Memperhatikan keterkaitan hubungan antar Isu Strategis Nasional, Provinsi dan
Kabupaten memberi gambaran bahwa terdapat beberapa agenda bersama yang harus
diselesaikan melalui program kegiatan pembangunan di Tahun 2012. Dalam rangka
penyelesaian isu strategis tersebut, masing — masing tingkatan pemerintahan (Nasional,
Provinsi dan Kabupaten) diharapkan dapat dalam mengalokasikan anggaran.
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2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Secara umum Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap SKPD dan urusan

yang menjadi tupoksi masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain. Namun dalam
setiap permasalahan harus selalu diusahakan solusi yang terbaik bagi perkembangan dan
kelanjutan pembangunan Kabupaten Bandung, berikut identifikasi permasalahan pembangunan
daerah tahun 2010:

Tabel 2.48
Permasalahan Bidang/Urusan Kabupaten Bandung
Tahun 2010
No Urusan Permasalahan Faktor penentu keberhasilan
1 2 3 4
1 Pendidikan Kendala yang muncul terkait | Pemerataan distribusi tenaga

pengembangan pendidikan di
Kabupaten Bandung
diantaranya dapat dilihat dari
perbandingan mutu SDM
yang berada di daerah
perkotaan cenderung relatif
lebih baik dibanding di
daerah perdesaan. Hal ini
terjadi karena akses ke
berbagai fasilitas dan
pelayanan masyarakat
terutama yang berhubungan
dengan pendidikan lebih
mudah diperoleh sebagai
akibat dari kondisi ekonomi
yang cenderung lebih baik
sehingga kesempatan untuk
meningkat-kan mutu SDM
lebih baik.

pendidik yang kompeten disertai
dengan mekanisme insentif dan
peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana serta prasarana menuju
pusat-pusat pengembangan
pendidikan, Penyediaan bantuan
operasional (transportasi dan biaya)
terutama bagi masyarakat kurang
mampu dan terpencil,
pengembangan sekolah berbasis
rumah (home schooling), serta
peningkatan kesehatan dan daya
beli masyarakat di daerah
pedesaan.

Fakta lain menunjukan
bahwa partisipasi sekolah di
Kabupaten Bandung
khususnya untuk jenjang
pendidikan menengah dan
tinggi masih relatif rendah.
Hal ini terjadi karena masih
rendahnya motivasi orang
tua peserta didik untuk
menyekolahkan anaknya ke
jenjang pendidikan lanjutan
dan tinggi, serta penerimaan
pegawai yang berpendidikan
SD/SMP masih lebih banyak
diterima oleh dunia usaha
dan industri.

Tingginya partisipasi sekolah untuk
pendidikan menengah dan tinggi
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No

Urusan

Permasalahan

Faktor penentu keberhasilan

Terhambatnya proses
pengadaan tanah untuk
pembangunan unit sekolah
baru SMP dan relokasi SD
yang terkena proyek jalan
Lingkar Nagreg, sebagai
akibat dari ketersediaan
lahan yang tidak memenuhi
standar untuk pembangunan
USB dan harga pasaran
setempat lebih tinggi dari
yang telah dianggarkan.

Tersedianya lahan standar untuk
pembangunan sekolah baru

Terbatasnya tenaga
Pelelangan Barang dan Jasa
yang sudah lulus sertifikasi,
sehingga proses pengadaan
barang dan jasa belum
optimal.

Tersedianya tenaga pelelangan
Barang jasa yang bersertifikat

Terbatasnya Anggaran
Pendidikan yang dialokasikan
dalam APBN, APBD Provinsi
dan APBD Kabupaten.

Tersedianya Anggaran Pendidikan
yang dialokasikan dalam APBN,
APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Belum Optimalnya Sinergitas
Penganggaran Pendidikan
antara Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten.

Adanya Sinergitas Penganggaran
Pendidikan  antara Pemerintah
Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Tingginya tingkat kerusakan
dan terbatasnya fasilitas
Sarana Prasarana Pendidikan
pada Jenjang SD dan SMP.

adanya Perbaikan kerusakan dan
tersedianya fasilitas Sarana
Prasarana Pendidikan pada Jenjang
SD dan SMP.

Belum optimalnya partisipasi
masyarakat yang mampu
secara ekonomi terhadap
pendidikan.

Tingginya partisipasi masyarakat
yang mampu secara ekonomi
terhadap pendidikan.

Masih adanya pihak rekanan
yang tidak sungguh-sungguh
dalam penyelesaian
pekerjaan sesuai dengan
kontrak yang telah
disepakati.

Penyelesaian pihak rekanan dalam
penyelesaian  pekerjaan  sesuai
kontrak yang telah disepakati

Terlambatnya transfer
anggaran yang bersumber
dari APBD Propinsi dan
APBN.

Adanya anggaran yang bersumber
dari APBD Propinsi dan APBN.

Terlambatnya penerbitan
petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan kegiatan yang
anggarannya bersumber dari
APBD Provinsi dan APBN.

tersediannya penerbitan petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan
kegiatan yang anggarannya
bersumber dari APBD Provinsi dan
APBN.
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No Urusan Permasalahan Faktor penentu keberhasilan

2 Kesehatan Pengembangan kelembagaan adanya Pengembangan
dalam upaya pemberdayaan kelembagaan dalam upaya
masyarakat pada bidang pemberdayaan masyarakat pada
kesehatan belum dilaksanakan | bidang kesehatan
secara optimal akibat
kurangnya kemandirian
masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan
kesehatan. Masyarakat yang
ikut serta dalam pelaksanaan
kegiatan hanya aktif pada saat
anggaran masih tersedia.
Pembiayaan kesehatan yang Adanya Pemerataan pembiayaan
masih cenderung pada aspek kesehatan pada semua aspek
kuratif dibandingkan aspek
promotif dan preventif yang
mengakibatkan pengeluaran
pembiayaan yang tidak efektif
dan efisien
Masih sulitnya akses jalan Penerbitan lalulintas dana akses
menuju lokasi rumah sakit menuju lokasi rumah sakit
karena belum terlewati
kendaraan umum dan lalu
lintas yang semrawut.
Tingginnya angka BOR Rawat Tersedianya geduang rawat inap
Inap Kelas III dan kelas III
menyebabkan pasien miskin
tidak terlayani
Masih kurang lengkapnya Tersedianya kelengkapan peralatan
peralatan kesehatan terutama kesehatan terutama untuk penyakit
untuk penyakit bedah dan IGD | bedah dan IGD
Masih kurang lengkapnya Tersedianya dokter spesialis untuk
dokter spesilistik untuk melayani  pelayanan  kesehatan
melayani pelayanan kesehatan | rujukan
rujukan
Dari aspek kuantitas SDM Meningkatnya kuantitas SDM yang
sangat belum memenuhi memenuhi standar
standar
Masih mahal dan sulitnya Murahnya dan terjangkaunya akses
akses terhadap pelayanan terhadap pelayanan kesehatan yang
kesehatan yang berkualitas berkualitas
Masih kurang lengkapnya Tersedianya kelengkapan peralatan
peralatan kesehatan terutama kesehatan terutama untuk penyakit
untuk penyakit rujukan rujukan

3 Pekerjaan Umum Kondisi dan daya tahan Tersedianya infrastruktur jaringan

infrastruktur jaringan jalan dan
bangunan pelengkapnya
dipengaruhi oleh cuaca akibat
global warming sehingga
mempengaruhi kondisi
eksisting dan umur rencana.

jalan dan bangunan pelengkapnya
yang tahan terhadap cuaca
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No Urusan Permasalahan Faktor penentu keberhasilan
Kurang terkendalinya Terkendalinya  pengguna  jalan
pengguna jalan tentang tentang batasan tonase angkutan
batasan tonase angkutan berat yang diizinkan sesuai dengan
berat yang diizinkan sesuai kelas jalan berdasarkan Muatan
dengan kelas jalan Sumbu Terberat (MST).
berdasarkan Muatan Sumbu
Terberat (MST).

Pekerjaan Umum Pembuatan saluran tidak terlaksananya pembuatan saluran
terlepas dari peran serta serta peran serta masyarakat
masyarakat terutama yang
terlewati rencana pembuatan
saluran. Pada implementasinya
tidak semua warga bersedia
dilewati oleh saluran, hal ini
terjadi pada saat
pembangunan saluran
Cikambuy.

Belum tersedianya master plan | Tersedianya master plan drainase
drainase dan belum dan terintegrasinya sistem drainase
terintegrasinya sistem drainase | Metropolitan Bandung
Metropolitan Bandung
sehingga penanganannya akan
terlihat terpisah-pisah.
Sumber air baku untuk irigasi - Optimalisasi pengaturan dan
mengalami penurunan dengan | operasional irigasi.
disparitas tinggi, yang
diakibatkan perubahan fungsi
lahan dan semakin sempitnya
daerah irigasi.
Alih fungsi lahan beririgasi sulit | tidak adanya Alih fungsi lahan
dikendalikan. beririgasi
Garis sempadan saluran irigasi | Adanya Garis sempadan saluran
sulit diatur. irigasi yang baku

4 Perumahan Rehabilitasi rumah tidak layak terlaksananya target Rehabilitasi
huni (RTLH) tahun 2010 rumah tidak layak huni (RTLH)
mencapai 3.006 unit, hal ini tahun 2010
belum sesuai dengan target
yang ditetapkan yaitu 5000
unit.
Cakupan pelayanan air bersih Tersedianya dokumen master plan
pedesaan yang dilaksanakan air bersih perdesaan dan sanitasi
Dinas Pertasih Kabupaten sehingga  memudahkan  dalam
Bandung sampai dengan tahun | menyusun target yang sebenarnya
2010 baru mencapai 16,00 % | untuk setiap tahun berikutnya.
terhadap total jumlah
penduduk daerah pelayanan
(2.310.587 jiwa).

5 Penataan ruang Pembuatan dokumen RDTR yang | Adanya dokumen RDTR vyang

mengacu kepada RTRW sampai
tahun 2010 baru sebanyak

7 dokumen/kota dari rencana
sampai tahun 2010 sebanyak 10
dokumen/ kota.

mengacu kepada RTRW akan
dilanjutkan kembali pada tahun
2011 sebanyak 3 dokumen/kota
sehingga dapat mencapai target 10
dokumen/kota.
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No Urusan Permasalahan Faktor penentu keberhasilan
6 Perencanaan 1. Masih kurangnya sumber daya | Cukupnya sumber daya manusia
Pembangunan manusia (SDM), baik kualitas (SDM), baik kualitas maupun
maupun kuantitas kuantitas dibandingkan  dengan
dibandingkan dengan beban beban kerja yang dilaksanakan di
kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA.
BAPPEDA.

2. Struktur Organisasi pada saat Tersedianya  struktur  organisasi
ini, kurang memadai yang memadai.
dibandingkan dengan volume
pekerjaan, tertutama pada
Bidang Perencanaan.

3. Adanya keterlambatan regulasi | Meningkatkan koordinasi dengan
baik dari tingkat pusat maupun | SKPD terkait.
dari provinsi, sehingga DPA
yang sudah ditetapkan harus
dirubah di dalam proses
perubahan anggaran untuk
menyesuaikan dengan regulasi
yang baru, hal ini berakibat
terhadap pelaksanaan
anggaran.

4. Pada tahun anggaran 2010 Terselesaikannya dokumen kegiatan
jadual kegiatan Pemerintahan Pemerintahan Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung sangat sesuai dengan jadwal
padat, hal ini mengakibatkan
terhadap terbitnya beberapa
peraturan daerah.

5. Belum optimalnya Ketersediaan data yang ada di
ketersediaan data yang ada di | setiap SKPD untuk menunjang
setiap SKPD untuk menunjang | proses perencanaan baik untuk
proses perencanaan baik tingkat kabupaten maupun di
untuk tingkat kabupaten masing-masing SKPD.
maupun di masing-masing
SKPD.

6. Belum optimalnya keterlibatan | Optimalnya keterlibatan Tim
Tim Delegasi (wakil Delegasi (wakil masyarakat) dalam
masyarakat) dalam proses proses penganggaran.
penganggaran.

7. Belum optimalnya penerapan Bermanfaatnya penerapan hasil
hasil inventarisasi penelitian inventarisasi  penelitian  sebagai
sebagai bahan perencanaan bahan perencanaan

7 Perhubungan a. Masih banyak terminal- tidak adanya terminal-terminal
terminal bayangan yang bayangan yang berpotensi
berpotensi mengganggu. mengganggu.

b. Meluasnya titik-titik rawan berkurangnya titik-titik rawan

kemacetan dan meningkatnya
kecelakaan lalu lintas.

kemacetan sehingga menurunnya
kecelakaan lalu lintas.

Adanya kejelasan status petugas | Tertatanya status dan jumlah
harian lepas (PHL) dan data petugas harian lepas (PHL) .
jumlah PHL
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No Urusan Permasalahan Faktor penentu keberhasilan

a. Dari jumlah keseluruhan TC Meratanya Anggaran jumlah
yang ada, idealnya untuk keseluruhan TC terhadap
pemeliharaan PJU setiap Pemeliharaan PJU
tahunnya adalah sebesar 40 %
dari jumlah keseluruhan TC,
namun karena terbatasnya
anggaran maka pemeliharaan
PJU tidak bisa dilaksanakan
sepenuhnya.

b. Faktor keamanan alat-alat PJU | Tersedianya kelengkapan keamanan
seperti contactor magnet, alat-alat PJU dan sarana prasarana
kabel, foto cell, MCB yang seperti kendaraan crane.
masih minim dan kurangnya
sarana prasarana seperti
kendaraan crane.

a. Masih banyaknya masyarakat Adanya kesadaran  masyarakat
yang melakukan pembuangan untuk tidak melakukan pembuangan
sampah ke sungai, terutama sampah ke sungai.
masyarakat yang tinggal
berdekatan dengan sungai.

8 Lingkungan a. Masih rendahnya partisipasi Tingginya partisipasi sekolah dalam

Hidup sekolah dalam Program Program Sekolah Berbudaya
Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL).
Lingkungan (SBL).

b. Belum memadainya sarana Tersedianya sarana dan prasarana
dan prasarana pengelolaan pengelolaan persampahan yang
persampahan memadai

c. Masih banyak timbunan terangkutnya timbunan sampah
sampah yang tidak terkelola.

9 Pertanahan a. Masih sulitnya pelaksanaan Adanya koordinasi  pelaksanaan
pembebasan/pengadaan pembebasan/pengadaan
lahan/tanah disebabkan oleh lahan/tanah disebabkan oleh
beberapa permasalahan beberapa permasalahan terutama
terutama penentuan harga penentuan harga tanah dan
tanah dan administrasi administrasi pertanahan;
pertanahan;

b. Masih adanya potensi terseledaikannya permasalahan
permasalahan pertanahan pertanahan terutama mengenai
terutama mengenai kondisi kondisi aset pemerintah daerah
aset pemerintah daerah terkait | terkait dengan kepastian hukum dan
dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan;
administrasi pertanahan;

c. Masih kurangnya sosialisasi banyaknya sosialisasi  program-
program-program strategis program strategis kepada
kepada masyarakat yang masyarakat yang memerlukan fisik
memerlukan fisik lahan. lahan.

10 Kependudukan [a. Kurangnya data penduduk Tersedianya data penduduk yang

dan catatan sipil

yang akurat (valid) sehingga
sering terjadi data ganda.

akurat (valid)
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b. Belum tercapainya Masyarakat | Meningkatnya kecadaran
Kabupaten Bandung yang Masyarakat Kabupaten Bandung
sadar hukum dan tertib akan hukum dan tertib Adminduk
Adminduk

c. Terbatasnya anggaran untuk Tersedianya anggaran untuk
melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan pelatihan
pelatihan

d. Kegiatan pendataan belum Terlaksananya pendataan sexuai
dapat dilaksanakan, yang dengan jadwal
dikhawatirkan terjadinya over
lap dari sumber anggaran
(APBD dan APBN) dalam
kegiatan pemutakhiran data.

11 Pemberdayaan [a. Masih rendahnya Sumber Daya | Meningkatnya Sumber Daya
Perempuan & Manusia pelaksana program Manusia pelaksana program
Perlindungan pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan dan
Anak dan perlindungan anak. perlindungan anak.

b. Program dan kegiatan yang Adanya pendalaman program dalam
dilakukan masih bersipat kegiatan sehingga tercapai dengan
sosialisasi belum operasional baik
secara teknis

c. Masih Kurangnya data Tersedianya data penunjang yang
penunjang yang akan akan mendukung tentang kegiatan
mendukung tentang kegiatan Trafiking, KDRT, Perlindungan HAk-
Trafiking, KDRT, Perlindungan hak anak
HAk-hak anak

d. Masyarakat secara umum Adanya Sosialisasi terhadap
belum memahami tempat Masyarakat secara umum yang
rujukan ketika terjadi belum memahami tempat rujukan
pelanggaran terhadap gender ketika terjadi pelanggaran terhadap
dan anak. gender dan anak.

e. Belum optimalnya pembuat adanya Optimalisasi pembuat
kebijakan Pemerintah Daerah kebijakan Pemerintah Daerah untuk
untuk mendukung program mendukung program dan kegiatan
dan kegiatan perlindungan perlindungan anak dan
anak dan Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan.
Perempuan.

12 Keluarga a. Petugas Lapangan KB yaitu a. Tersedianya Petugas Lapangan
Berencana Dan PLKB dan PKB belum optimal KB yang berpengalaman
Keluarga dalam melakukan mekanisme melaksanakan mekanisme
Sejahtera operasional program sehingga operasional program

berdampak terhadap
keberhasilan program.

b. Makin berkurangnya jumlah b. Makin berkurangnya jumlah
PLKB dan PKB sebagai PLKB dan PKB sebagai
petugasfungsional lapangan petugasfungsional lapangan
menjadi 124 orang sehingga menjadi 124 orang sehingga
perlu penambahan tenaga perlu penambahan tenaga
fungsional program KB. fungsional program KB.
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c. Peran Pria dalam KB masih c. Peran Pria dalam KB masih
rendah hal ini dapat dilihat rendah hal ini dapat dilihat dari
dari masih rendahnya masih rendahnya Pencapaian
Pencapaian peserta KB baru peserta KB baru MOP dan
MOP dan akseptor KB akseptor KB Kondom.

Kondom.

d. Anggaran operasional untuk d. Anggaran operasional untuk
penggerak program KB di penggerak program KB di tingkat
tingkat lini lapangan seperti lini lapangan seperti Pos KB dan
Pos KB dan Sub Pos KB masih Sub Pos KB masih terbatas
terbatas sehingga sehingga berpengaruh terhadap
berpengaruh terhadap tingkat tingkat partisipasi masyarakat.
partisipasi masyarakat.

13 Sosial a. Penanganan pengemis, Penanganan pengemis,
gelandangan, preman, geng gelandangan, preman, geng jalaan,
jalaan, PSK yang belum PSK yang belum optimal
optimal

b. Adanya kecenderungan Menurunnya kasus korban tindak
peningkatan kasus korban kekerasan dalam rumah tangga
tindak kekerasan dalam rumah | yang dialami oleh perempuan dan
tangga yang dialami oleh anak
perempuan dan anak

c. Penanganan upaya Adanya koordinasi
penanggulangan kemiskinan terhadap Penanganan upaya
masih bersifat sektoral dan penanggulangan kemiskinan
dilakukan oleh masing-masing | disetiap SKPD
SKPD

d. Proses pendataan korban Tersedianya data korban bencana
bencana alam masih belum alam yang akurat.
akurat, sehingga
mempengaruhi akurasi
pemberian jatah logistik dan
bantuan lainnya bagi korban
bencana.

14 Ketenagakerjaan [a. Masih banyaknya tenaga kerja | tercetaknya tenaga kerja yang
yang belum memenuhi standar | memenuhi  standar keahlian /
keahlian / keterampilan yang keterampilan yang sesuai dengan
sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dunia usaha / industri.
dunia usaha / industri.

b. Masih banyaknya masyarakat berkurangnya pengangguran
pencari kerja

c. Banyaknya jumlah perusahaan | Bertambahnya jumlah perusahaan
yang kurang modal dan yang berkemampuan menejamen
kemampuan menejmen serta serta pemasaran baik
pemasaran

d. Banyaknya jumlah penang- Tercetaknya penanggungjawab BKK
gungjawab BKK yang belum yang capable
mempunyai keahlian dalam
pemanduan BKK

e. Fluktuasi harga selalu berubah | Terjaga Stabilitas ekonomi

dari waktu-kewaktu sesui dgn
pertumbuhan ekonomi
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Banyaknya perusahaan dan terciptanya saling kesepahaman
pekerja yang belum antara perusahaan dan pekerja
memahami peraturan mengenai peraturan
ketenagakerjaan ketenagakerjaan
Tidak adanya pemilihan adanya pemilihan terhadap Pekerja
terhadap Pekerja teladan teladan tingkat kabupaten
tingkat kabupaten
Kurangnya pemahaman ter- adanya  pemahaman  terhadap
hadap peraturan ketenaga- peraturan ketenaga-kerjaan
kerjaan
Tingginya kasus-kasus kete- menurunnya  kasus-kasus  kete-
nagakerjaan nagakerjaan
Masih rendahnya pemahaman Meningkatnya pemahaman tentang
tentang ketentuan peraturan ketentuan peraturan perundang-
perundang-undangan undangan ketenaga-kerjaan
ketenaga-kerjaan

15 Koperasi, UKM Rendahnya kualitas sumber meningkatnya wirausaha-wirausaha

daya manusia yang tercermin
dari kurangnya jiwa
kewirausahaan, lemahnya
motivasi, inovasi kreativitas dan
disiplin kerja serta
profesionalisme di bidang
penguasaan teknologi,
manajemen dan wawasan bisnis,
di mana hal ini sangat
mempengaruhi daya saing
produksi UKM/IKM untuk
menciptakan peluang usaha.

baru yang bisa  mempunyai
capabilitas memadai untuk
berkembang

Terbatasnya permodalan yang
dimiliki Koperasi Usaha Kecil
Menengah.

meningkatnya  perbankan  atau
bidang keuangan lainnya vyang
memberikan permodalan bagi yang

Koperasi Usaha Kecil Menengah
dengan bunga rendah
Masih banyaknya koperasi yang banyaknya koperasi yang

tidak memenuhi persyaratan
operasional (tidak/kurang sehat)

memenuhi persyaratan operasional
( sehat)

Rendahnya akses pasar industri
kecil menengah karena
pengusaha UKM
memprioritaskan pada aspek
produksi sedangkan fungsi
pemasaran kurang diperhatikan

akses
pasar

terbukanya
terhadap
menengah

pemasaran
industri  kecil
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16 Penanaman Belum lengkapnya sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana
Modal prasarana Badan Penanaman Badan Penanaman Modal dan
Modal dan Perijinan (BPMP) Perijinan (BPMP) Kabupaten
Kabupaten Bandung, dalam Bandung, dalam menunjang
menunjang pelaksanaan tugas- pelaksanaan  tugas-tugas yang
tugas yang dilaksanakan baik dilaksanakan baik untuk
untuk kepentingan informasi dan | kepentingan informasi dan promosi
promosi investasi bagi para calon | investasi bagi para calon investor;
investor;
Peluang investasi yang Meningkatnya Investor luar
dipromosikan belum memenuhi
syarat perbankan sehingga
berpengaruh terhadap calon
investor yang akan berinvestasi;
Regulasi yang baik pusat Ada Regulasi yang sejalan baik
maupun daerah yang belum pusat maupun daerah dalam
sepenuhnya mendukung arus mendukung arus investasi.
investasi.
Proyek-proyek yang akan Tersusunnya regurasi mengenai
dikerjasamakan masih tidak insentif terhadap investor-investor
ditunjang dengan regulasi dalam | baru;
bentuk insentif sehingga menjadi
daya tarik mitra dari kalangan
swasta untuk melakukan
kerjasama dengan pemerintah;
Belum siapnya pihak swasta meningkatnya pihak swasta yang
untuk melakukan kerjasama melakukan kerjasama  dengan
dengan pemerintah dibidang pemerintah dibidang proyek-proyek
proyek-proyek infrastruktur; infrastruktur;
Terbitnya ijin dari pusat adanya pelayanan yang cepat dan
menyangkut investasi dalam profesional terhadap Terbitnya ijin
realisasinya cukup lama dari pusat menyangkut investasi
Kesadaran pengusaha untuk Tingginya Kesadaran pengusaha
membuat laporan belum optimal | untuk membuat laporan belum
optimal
Kegiatan usaha yang tidak adanya kesadaran
memperhatikan potensi daerah terhadap Kegiatan usaha untuk
memperhatikan potensi daerah
Terlalu banyaknya perijinan yang | Terciptanya standar  dokumen-
harus dipenuhi oleh pengusaha dokumen perijinan yang profesional
dalam rangka menanamkan namun lebih taktis.
investasinya
Kondisi masyarakat yang belum Meningkatnya pemahaman
sepenuhnya memahami akan masyarakat akan pentingnya
perlunya investasi investasi bagi pembangunan daerah
SDM pengelola perijinan yang meningkatnya profesionalisme dan
harus ditingkatkan SDM pengelola perijinan
17 Kebudayaan Kurangnya kepedulian dan rasa meningkatnya kepedulian dan rasa
memiliki akan nilai-nilai budaya memiliki akan nilai-nilai budaya
sunda sunda
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Belum optimalnya inventarisasi Optimalisasi pendataan kebudayaan
data kebudayaan
Kurangnya sumberdaya manusia | meningkatnya sumberdaya manusia
kebudayaan tentang kebudayaan
Kurangnya sarana dan prasarana | terbangunnya sarana dan prasarana
kebudayaan kebudayaan yang baru

18 Pemuda dan | Kurang teridentifikasinya bakat bermunculannya bakat-bakat dan

Olahraga dan potensi pelajar dalam potensi pelajar dalam bidang olah
bidang olah raga yang spesifik. raga .
Masih terbatasnya sarana dan terbangunnya sarana dan prasarana
prasarana olah raga, terutama di | olah raga, terutama di pedesaan.
pedesaan.
Masih kurangnya pemanfaatan bertambahnya pemanfaatan iptek
iptek dalam pengembangan olah | dalam pengembangan olah raga
raga baik dari sarana maupun baik dari sarana maupun
prasarananya. prasarananya.

19 Kesbangpordagri | Masih banyaknya rumah tinggal Adanya kesadaran dari warga untuk

yang dijadikan tempat
peribadatan di wilayah
Kabupaten Bandung

memahami kerukunan agama

Masih banyaknya sempalan-
sempalan aliran keagamaan di
wilayah Kabupaten Bandung

Adanya sejumlah tempat di
Kabupaten Bandung yang
diindikasikan sering terjadinya
tempat kegiatan pelatihan
kelompok radikal/teroris.

Timbulnya kesepahaman antara
masyarkat dan aparat untuk
meradam radikalisasi/terorisme

Banyaknya LSM, ORMAS dan Meningkatnya rasa kesadaran
Yayasan yang belum masyarakat tentang pentingnya
mendaftarkan keberadaannya perijinan

kepada Pemerintah Kabupaten

Bandung, tetapi mereka sering

melakukan aktivitas/kegiatannya

di Wilayah Kabupaten Bandung.

Semakin banyak dan Meningkatnya  rasa kesadaran
berkembangnya pedagang kaki masyarakat tentang pentingnya

lima yang melanggar Peraturan
Daerah yaitu dengan berjualan
diatas jalur-jalur terlarang
seperti berjualan dibahu jalan
dan trotoar yang umumnya
mengganggu pejalan kaki

kesehateraan/kepentingan umum,
dan tata cara berdagang yang baik

Makin banyaknya pedagang
minuman keras beralkohol yang
terselubung

banyak terbongkarnya penjualan
minuman keras beralkohol yang
terselubung

Masih banyaknya jumlah
penyandang masalah-masalah
sosial yang ada di Kabupaten
Bandung

berkurangnya jumlah penyandang
masalah-masalah sosial yang ada di
Kabupaten Bandung
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Masih banyaknya perusahaan- Bertambahnya kesadaran akan
perusahaan yang melanggar pentingnya tertib peraturan daerah
peraturan daerah
Masih banyaknya masyarakat berkurangnya masyarakat-
yang menyalahgunakan asset masyarakat yang menyalahgunakan
pemerintah dan masih asset pemerintah dan aturan Perda
banyaknya masyarakat yang No.21  tahun 1996 tentang
melanggar Perda No.21 tahun kepemilikan KTP
1996 tentang kepemilikan KTP
Koordinasi anatar stakeholder terjalinnya koordinasi antara
dalam pembangunan bidang stakeholder dalam pembangunan
penanggulangan bencana daerah | bidang penanggulangan bencana
belum sibnergis dan terpadu daerah belum sibnergis dan terpadu
Program dan kegiatan bertambahnya pemahaman tentang
pembangunan bidang fungsi dan wewenang BPBD
penanggulangan bencana daerah
belum dipahami dan diketahui
masyarakat terutama
stakeholder wilayah setempat,
mengingat BPBD Kabupaten
Bandung beru trbentuk melalui
Perda No. 11 Tahun 2010
tanggal 20 September 2010.

20 OTONOMI a. Sistem pelaporan dari tingkat | bertambahnya pemahaman tentang
DAERAH, kecamatan dan kelurahan pelaporan dari tingkat kecamatan
PEMERINTAHAN belum dilaksanakan dan kelurahan belum dilaksanakan
UMUM, sebagaimana mestinya sebagaimana  mestinya  (masih
ADMINISTRASI (masih terdapat terdapat keterlambatan).
KEUANGAN keterlambatan).

DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN
DAN
PERSANDIAN

b. Belum optimalnya
pelaksanaan koordinasi
dengan instansi terkait.

optimalisasi pelaksanaan koordinasi
dengan instansi terkait.

a. Dalam pengusulan
penerbitan kepbup, MoU,
perjanjian dan instruksi bupati
data — data yang disampaikan
kepada Bagian Hukum tidak
dilengkapi dengan lampiran —
lampiran data produk hukum
yang mendasari proses
pembuatan produk hukum
dimaksud.

meningkatnya koordinasi dengan
SKPD terkait berkenaan dengan
penerbitan keputusan bupati, MoU,
perjanjian dan instruksi bupati.
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b. Kurangnya pemahaman
aparat mengenai tugas pokok
dan fungsi pemberian bantuan
hukum, sehingga hal ini
seringkali meninmbulkan salah
persepsi dari aparat bahwa
setiap permasalahan baik
pidana, perdata, maupun Tata
Usaha Negara dianggap sama.

bertambahnya pemahaman aparat
mengenai tugas pokok dan fungsi
pemberian bantuan hukum,.

C. Kurangnya koordinasi dari
aparat/SKPD yang terkait. Pada
umumnya proses pengaduan
dan permohonan bantuan
hukum/konsultasi hukum tidak
ditindaklanjuti pemberian
informasi dan data pendukung,
sehingga seringkali menjadi
salah satu kendala dalam proses
analisa kasus dan penyelesaian
kasus.

bertambahnya koordinasi dari
aparat/SKPD yang terkait.

d. Masih belum
memasyarakatnya JDI Hukum,
baik di kalangan aparatur
pemerintah maupun masyarakat.

Peningkatan pemahaman JDI
Hukum, baik di kalangan aparatur
pemerintah maupun masyarakat.

a. Masih kurangnya
pemahaman SKPD mengenai
program dan kegiatan menurut
asas tugas pembantuan dan
konsep desentralisasi khususnya
pelimpahan urusan
pemerintahan kabupaten kapada
camat maupun lurah

meningkatnya pemahaman SKPD
mengenai program dan kegiatan
menurut asas tugas pembantuan
dan konsep desentralisasi
khususnya  pelimpahan  urusan
pemerintahan kabupaten kapada
camat maupun lurah

b.  Penyajian data potensi
wilayah baik tingkat kecamatan
maupun desa kurang lengkap
sehingga tingkat validitasnya
cenderung rendah.

tersedianya  data-data Penyajian
data potensi yang valid

C.  Aspirasi masyarakat
mengenai penataan daerah,
khususnya pemekaran desa dan
perubahan desa menjadi
kelurahan belum terakomodir
seluruhnya pada tahun anggaran
2010, hal ini terkait dengan
besaran anggaran.

Meningkatnya pemahaman
tentang Aspirasi masyarakat
mengenai penataan daerah,

khususnya pemekaran desa dan
perubahan desa menjadi kelurahan
belum terakomodir seluruhnya pada
tahun anggaran 2010, hal ini terkait
dengan besaran anggaran.

a. Pelaksanaan program dan
kegiatan SKPD yang belum
memenuhi azas ketaatan
peraturan perundang -
undangan, perwaktuan dan
tertib adminstratif.

a. Pelaksanaan program dan
kegiatan SKPD yang  belum
memenuhi azas ketaatan peraturan
perundang — undangan, perwaktuan
dan tertib adminstratif.
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b. Penyedia barang/jasa
belum optimal dalam
melaksanakan kegiatan
pembangunan.

b. Penyedia barang/jasa belum
optimal dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan.

a. Masih belum optimalnya
penyerapan bantuan keuangan
sehingga, bantuan keuangan
belum seluruhnya dapat
direalisasikan, karena data —
data penerima bantuan tidak
jelas.

a. Masih  belum optimalnya
penyerapan bantuan  keuangan
sehingga, bantuan keuangan belum
seluruhnya dapat direalisasikan,
karena data - data penerima
bantuan tidak jelas.

b. Adanya keterbatasan modal
PD. BPR yang bersumber dari
penyertaan modal, sehingga
belum dapat melayani sebagian
besar masyarakat Kabupaten
Bandung dalam pemberian kredit
dengan bunga yang murah.

b. Adanya keterbatasan modal
PD. BPR yang bersumber dari
penyertaan modal, sehingga belum
dapat melayani sebagian besar
masyarakat Kabupaten Bandung
dalam pemberian kredit dengan
bunga yang murah.

a. Masih kurangnya
pemahaman peserta
pemantapan petugas sosial
bencana mengenai penanganan
bencana alam.

a. Masih kurangnya pemahaman
peserta pemantapan petugas sosial
bencana mengenai penanganan
bencana alam.

b.  Masih kurangnya koordinasi | b. Masih kurangnya koordinasi
antara SKPD pengolah antara SKPD pengolah rekomendasi
rekomendasi bantuan yang telah | bantuan yang telah
direkomendasikan dengan direkomendasikan dengan realisasi
realisasi yang ada. yang ada.

a. Kegiatan SIMDA Barang
Milik Daerah yang bekerjasama
dengan BPKP Perwakilan Provinsi
Jawa Barat belum dapat
diselesaikan 100%, dikarenakan
masih terdapat data aset SKPD
yang belum dapat dirinci secara
jelas sehingga perlu dilakukan
kegiatan lanjutan untuk tahun
anggaran 2011.

a. Kegiatan SIMDA Barang Milik
Daerah yang bekerjasama dengan
BPKP Perwakilan Provinsi Jawa
Barat belum dapat diselesaikan
100%, dikarenakan masih terdapat
data aset SKPD yang belum dapat
dirinci secara jelas sehingga perlu
dilakukan kegiatan lanjutan untuk
tahun anggaran 2011.
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b. Dalam rangka pengamanan
aset milik Pemkab.Bandung
khususnya aset tanah sebagai
dokumen yang sah wajib dimiliki
sertifikat yang diterbitkan dari
kantor BPN, nhamun pada
kenyataannya masih adanya
kesulitan di dalam pemenuhan
persyaratan — persyaratan yang
diminta BPN sebagai syarat
dapat dterbitkannya sertifikat.
Penerbitan sertifikat belum
dilakukan terkendala dengan
tidak adanya asal — usul data
kepemilikan.

b. Dalam rangka pengamanan
aset milik Pemkab.Bandung
khususnya aset tanah sebagai
dokumen yang sah wajib dimiliki
sertifikat yang diterbitkan dari
kantor BPN, namun pada
kenyataannya masih adanya
kesulitan di dalam pemenuhan
persyaratan — persyaratan yang
diminta BPN sebagai syarat dapat
dterbitkannya sertifikat. Penerbitan
sertifikat belum dilakukan
terkendala dengan tidak adanya
asal — usul data kepemilikan.

C. Penggunaan tanah
khususnya yang digunakan
sekolah dari SD sampai dengan
SMU sebagian besar masih
menggunakan tanah — tanah
bukan milik pemda. Ada yang
menggunakan milik masyarakat
maupun milik desa sehingga
seringkali timbul gugatan —
gugatan dari pemilik terhadap
pemda.

C. Penggunaan tanah khususnya
yang digunakan sekolah dari SD
sampai dengan SMU sebagian besar
masih menggunakan tanah — tanah
bukan milik pemda. Ada vyang
menggunakan milik masyarakat
maupun milik desa sehingga
seringkali timbul gugatan — gugatan
dari pemilik terhadap pemda.

d. Kurangnya pemahaman
dari SKPD terhadap prosedur
yang harus dilakukan dikala
adanya barang milik daerah yang
akan dihapuskan sehingga hal ini
akan mempengaruhi terhadap
perhitungan neraca.

d. Kurangnya pemahaman dari
SKPD terhadap prosedur yang harus
dilakukan dikala adanya barang
milik daerah yang akan dihapuskan

e.  Adanya keterlambatan
penyampaian DKBMD dan
DKPBMD dari masing — masing
SKPD sehingga berdampak pada
terlambatnya penyusunan
DKBMD dan DKPBMD.

sehingga hal ini akan
mempengarubhi terhadap
perhitungan neraca.

e. Adanya keterlambatan
penyampaian DKBMD dan DKPBMD
dari masing - masing SKPD
sehingga berdampak pada

terlambatnya penyusunan DKBMD
dan DKPBMD.

a. Terbatasnya sarana untuk
pendistribusian surat, sehingga
surat yang sifatnya segera atau
mendesak sering terlambat
diterima.

a. Terbatasnya sarana untuk
pendistribusian  surat, sehingga
surat yang sifatnya segera atau
mendesak sering terlambat
diterima.

b.  Arus informasi dari SKPD
kurang lancar sehingga
terjadinya duplikasi kegiatan
dengan SKPD, sehingga sangat
mempengaruhi informasi kepada
mass media.

b. Arus informasi dari SKPD
kurang lancar sehingga terjadinya
duplikasi kegiatan dengan SKPD,
sehingga sangat mempengaruhi
informasi kepada mass media.
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a. Belum optimalnya
pendapatan daerah dari obyek
pajak. Salah satu penyebabnya
adalah :

a. Belum optimalnya pendapatan
daerah dari obyek pajak. Salah satu
penyebabnya adalah :

- Masih rendahnya kesadaran
wajib pajak dalam melaksanakan
kewajibannya.

- Masih rendahnya kesadaran
wajib pajak dalam melaksanakan
kewajibannya.

- Belum optimal/akurat basis
data potensi pendapatan daerah
dari obyek pajak.

- Belum optimal/akurat basis data
potensi pendapatan daerah dari
obyek pajak.

- Belum optimalnya penerapan
sanksi bagi para wajib pajak
yang tidak melaksanakan
kewajibannya.

- Belum optimalnya penerapan
sanksi bagi para wajib pajak yang
tidak melaksanakan kewajibannya.

- Pemungutan pajak daerah
dengan sistem Self Assesment
kurang menunjang peningkatan
pendapatan pajak daerah.

- Pemungutan pajak daerah
dengan sistem Self Assesment
kurang menunjang peningkatan
pendapatan pajak daerah.

b.  Kurangnya perhatian dan
tanggapan dari SKPD terhadap
saran/rekomendasi dan tindak
lanjut hasil pemeriksaan Aparat
Pengawasan Fungsional/APF,
yang mengakibatkan terulangnya
kembali temuan yang sama pada
pemeriksaan berikutnya.

meningkatkan kesadaran hukum
kesadaran aparat SKPD akan
pentingnya
pengawasan/menindaklanjuti  hasil
pemeriksaan APF.

C. Masih terbatasnya
pengetahuan masyarakat
mengenai pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat.

Luasnya pengetahuan masyarakat
mengenai pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat.

d. Kurangnya pemahaman
aparat mengenai esensi
pemberian bantuan hukum,
sehingga menimbulkan salah
persepsi bahwa setiap
permasalahan baik pidana,
perdata maupun tata usaha
negara adalah sama.

Adanya
mengenai esensi
bantuan hukum.

pemahanan aparat
pemberian

e. Masih adanya
ketidaksesuaian proses dan
mekanisme pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi SKPD sehingga
berdampak pada
penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

tidak adanya ketidaksesuaian proses
dan mekanisme pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi SKPD sehingga
berdampak pada penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
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Implementasi pelaksanaan
pelimpahan sebagian
kewenangan Bupati kepada
camat sesuai Kepbup Nomor 8
Tahun 2004 belum sepenuhnya
dapat dilaksanakan karena
belum diikuti oleh juklak dan
juknis serta pembinaan dari
instansi terkaaitnya.

meningkatnya pemahaman
Implementasi pelaksanaan
pelimpahan sebagian kewenangan
Bupati kepada camat sesuai Kepbup
Nomor 8 Tahun 2004.

a. Bahwa Rancangan
Keputusan Bupati Bandung
tentang Pelimpahan sebagian
Kewenangan Bupati kepada
Lurah belum di syahkan
sehingga tidak berjalan secara
optimal mengingat belum
terbitnya Keputusan Bupati
tentang Kewenangan tersebut.

tersusunnya Rancangan Keputusan
Bupati Bandung tentang Pelimpahan
sebagian Kewenangan Bupati
kepada Lurah

b. Sebagaimana Keputusan
Bupati Bandung No 63 Tahun
2001, tentang Tata Laksana
Pelayanan Umum bahwa
Sekretaris Kecamatan dan
Kelurahan sebagai koordinator
pelayanan umum belum diatur,
dilengkapi adanya aturan
mengenai prosedural,
mekanisme serta standar

minimum yang berkaitan dengan

pelayanan umum tersebut.

tersusunnya standar operasional
pelayanan di tingkat Kelurahan.

Kebijakan pemerintah pusat
dalam mengeluarkan peraturan
masih dianggap kurang jelas

adanya konsultasi terhadap aturan
yang kurang jelas dengan
pemerintah pusat.

a. Perlu adanya penambahan
anggaran mengingat tingkat
kebutuhan administrasi dan
penambahan beban kerja
operasional juga meningkat

tercukupinya anggaran kebutuhan
administrasi dan  bertambahnya
beban kerja operasional

b. Dalam peningkatan
kapasitas sumber daya manusia
mengalami kendala sehubungan
adanya latar belakang
pendidikan yang beraneka
ragam sehingga memerlukan
pemahaman yang sama
mengenai pengawasan

Meningkatnya kualitas sumber daya
manusia Inspektorat Kabupaten
Bandung yang berkaitan dengan
tenaga kerja profesional di bidang
pengawasan, dengan upaya
mengikutsertakan dalam pelatihan
teknis dan fungsional diantaranya
sertifikasi pemeriksaan dan
peningkatan kemampuan terhadap
pemeriksaan aset
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c. Kesadaran para pimpinan
Satuan Oraganisasi Perangkat
Daerah masih belum optimal
terhadap arti penting fungsi
pengawasan, kurangnya
perhatian dan tanggapan
Pimpinan satuan kerja yang
menjadi objek pemeriksaan
terhadap saran dan rekomendasi
hasil pemeriksaan yang
disampaikan oleh Aparat
Pengawasan Funsional
mengakibatkan terjadinya
temuan ulang pada pemeriksaan
berikutnya

Menigkatnya kesadaran para
pimpinan satuan kerja Perangkat
Daerah mengenai pentingnya
pengawasan maupun tindak lanjut
hasil pemeriksaan Aparat
Pengawasan Fungsional / APF (BPK-
RI) maupun Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah / APIP (Irjen,
Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan
Inspektorat Kabupaten Bandung),
selain itu supaya memutakhirkan
data yang dimiliki oleh masing-
masing SKPD sesuai dengan data
yang ada di DPPK dengan upaya
Sosialisasi dalam setiap kesempatan
rapat staff, dinas dan koordinasi

d. Data yang diperlukan oleh
auditor sebagai dasar
pemeriksaan tidak disajikan
secara akurat

Meningkatnya Profesionalisme
aparat-aparat tiap SKPD

e. Kurang tanggapnya
Pimpinan Satuan Organisasi
Perangkat Daerah dalam
melaksanakan tindak lanjut hasil
temuan pangawasan, baik hasil
pengawasan / pemeriksaan
Aparat Pengawasan Fungsional
(BPK-RI) maupun Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah
/ APIP (Irjen, Inspektorat
Provinsi Jawa Barat dan
Inspektorat Kabupaten Bandung)

tumbuhnya kesadaran dan
profesionalisme Para kepala SKPD
untuk merespon setiap hasil temuan
pengawasan

f. Sarana penunjang
operasional pengawasan
dirasakan belum memadai,
diantaranya sarana kantor,
kendaraan operasional, serta
sarana dan prasarana lainnya

Tercukupinya Sarana penunjang
operasional pengawasan

g. Pengetahuan masyarakat
mengenai pengawasan masih
terbatas, sehingga peran serta
masyarakat dalam pengawasan
terhadap penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat masih
rendah

Meningkatnya pengetahuan
masyarakat tenang pengawasan,
dengan upaya sosialisasi secara
langsung maupun melalui Media
Massa baik  cetak  maupun
elektronika
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h. Dana pengawasan yang
dialokasikan dalam APBD tidak
seimbang dangan dana
penyelenggaraan fungsi
pemerintahan dan pembangunan
lainnya, bertambahnya beban
tugas pengawasan seiring
dengan Otonomi Daerah belum
disertai dengan dukungan dana
yang memadai

Terpenuhinya Dana pengawasan

a. Belum adanya tahap kegiatan
evaluasi terhadap kelayakan SOP
dan strategi
mengaplikasikannya.

Terselenggaranya kegiatan evaluasi
terhadap kelayakan SOP dan
strategi mengaplikasi

b. Collecting dan scanning takah
PNS untuk takah elektronik
masih terbatasnya alat scanner
(satu unit), ketidaklengkapan
berkas pegawai yang layak scan

tersedianya Collecting dan scanning
takah PNS untuk takah elektronik

c. Akuisisi database dan display
informasi kepegawaian
kadalaman data PNS tidak
lengkap, jumlah pegawai tidak
sesuai dengan data yang
terdapat di SKPD dan PNS
kurang peduli dengan data
pribadi

Tersedianya database dan display
informasi kepegawaian data PNS
yang lengkap, dan akurat

21

Ketahanan
Pangan

Kurangnya ketersediaan data
untuk analisis situasi pangan dan
gizi dari SKPD

Tersedianya data untuk analisis
situasi pangan dan gizi dari SKPD

Kurangnya ketersediaan data
untuk produksi komoditas
pertanian dan konsumsi
terhadap pangan dari SKPD

Tersedianya data untuk produksi
komoditas pertanian dan konsumsi
terhadap pangan dari SKPD

Terbatasnya ketersediaan data
primer dan skunder untuk kajian
rantai, pasokan dan pemasaran
pangan

Tersedianya data primer dan
skunder untuk kajian rantai,
pasokan dan pemasaran pangan

MAsih terdapat desa-desa yang
realisasinya tidak sesuai pagu
dan keterkaitan pembayaran
raskin

Adanya kesesuaian antara realisasi
dan pagu dan keterkaitan
pembayaran raskin

Sulitnya menentukan lokasi
lumbung dan masih kurang
pemahaman pengelolaan
lumbung yang baik

Tersusunnya petunjuk pelaksanaan
lumbung dan pembinaan
pengelolaan lumbung pangan
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Pemahaman program Desa Meningkatnya Pemahaman program
Mandiri Pangan masih kurang Desa Mandiri Pangan
dan masih adanya masyarakat
yang belum menerima fasilitasi
kegiatan melalui kelompok
afinitas
Kurangnya Pengetahuan Bertambahnya Pengetahuan
kelompok wanita tani untuk kelompok wanita tani  untuk
optimalisasi pekarangan dan optimalisasi pekarangan dan
pengembangan unit bisnis pengembangan unit bisnis pangan
pangan
Pada aspek ketersediaan bahan optimalisasi pencapaian produksi
Pangan (Produksi), masih belum | dan produktivitas komoditas
optimalnya pencapaian produksi pertanian apabila  dibandingkan
dan produktivitas komoditas dengan potensi yang ada.
pertanian apabila dibandingkan
dengan potensi yang ada.

22 Pemberdayaan a. Ketercapaian kegiatan pada Meningkatnya SDM desa dan

Masy Desa umunya disebabkan karena partisipasi masyarakat

belum optimalnya SDM di desa
dan kurangnya partisipasi
masyarakat desa dalam
pencapaian tujuan kegiatan.
b. Tertundanya pelaksanaan Adanya Penjadwalan ulang untuk
Pilkades disebabkan adanya pelaksanaan Pilkades
pelaksanaan Pemilukada.
c. Tertundanya sebagian Tersusunnya jadwal kegiatan dari
kegiatan karena belum setiap bidang secara terperinci
terpetakannya jadwal kegiatan setiap bulan selama satu tahun
dalam pencapaian target kinerja anggaran

23 Statistik a. Masih ada SKPD yang belum | Bertambahnya pemahaman SKPD
memahamami tentang tentang tentang indikator makro ekonomi
indikator makro ekonomi maupun sosial secara menyeluruh
maupun sosial secara
menyeluruh
b. Ketidaksepahaman tentang Adanya Kesamaan tentang data
data yang dikeluarkan oleh BPS | yang dikeluarkan oleh BPS dan
dan SKPD terkait SKPD terkait

24 Kearsipan Belum optimalnya arsip sejarah Optimalisasi kearsipan sejarah dan

dan budaya Kabupaten Bandung
yang disimpan di depo arsip
daerah

budaya Kabupaten Bandung yang
disimpan di depo arsip daerah

Prasarana gedung depo arsip
yang telah memenuhi standar
nasional belum dilengkapi
dengan sarana perangkat keras
dan perangkat lunak kearsipan
yang memadai

Tersedianya Sarana dan Prasarana
gedung depo arsip yang telah
memenuhi standar nasional
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Belum optimalnya penataan Optimalisasi penataan arsip di
arsip di SKPD,Kecamatan dan SKPD,Kecamatan  dan Kelurahan
Kelurahan dengan berbagai dengan berbagai sebab
sebab seperti : kurangnya
perhatian pimpinan, kurangnya
SDM Kearsipan, Kurangnya
sarana dan prasarana kearsipan
dan kurangnya kesadaran akan
pentingnya masalah kearsipan
Belum optimalnya pelayanan Terselenggaranya pelayanan
informasi kearsipan kepada informasi kearsipan kepada
masyarakat masyarakat secara optimal
Belum optimalnya pemahaman, meningkatnya pemahaman,
wawasan dan pengetahuan wawasan dan pengetahuan pejabat
pejabat fungsional arsiparis dan fungsional arsiparis dan petugas
petugas pengelola kearsipan pengelola kearsipan terhadap
terhadap produk-produk hukum produk-produk hukum atau
atau peraturan-peraturan peraturan-peraturan kearsipan
kearsipan

25 Informasi dan Keterbatasan SDM bidang Bertambahnya pegawai dengan

komunikasi Teknologi Informasi dan SDM bidang Teknologi Informasi
Komunikasi; dan Komunikasi;
Tingkat pemanfaatan dan Terlaksanaya monitoring dan
efektivitas kegiatan bidang evaluasi secara  rutin, untuk

teknologi informasi, tidak merata
di semua kecamatan

menemukan kendala yang terjadi di

lapangan dan melaksanakan
pembinaan dan pelatihan ulang jika
diperlukan. Adanya surat dari
Sekretaris Daerah perihal

Pemanfaatan Sarana Prasarana TIK
di lingkungan kecamatan;

Tidak semua lokasi kunjungan
mempunyai kekuatan sinyal yang
baik, sehingga berpengaruh
terhadap media akses internet
yang digunakan oleh Tim M-CAP
(Mobile Community Access
Point);

Tercovernya kekuatan sinyal secara
merata,

Belum optimalnya upaya
penyebaran informasi melalui
media pameran, radio, dan
majalah Pemda yang disebabkan
terbatasnya SDM, sarana dan
prasarana;

Terselenggaranya penyebaran
informasi melalui media pameran,
radio, dan majalah Pemda

Masih adanya keengganan SKPD
untuk mengalihkan penggunaan
perangkat lunaknya ke open
source;

Meningkatnya Penggunaan software
yang open source untuk setiap
SKPD .

Belum seragamnya pemahaman
SKPD dalam menerapkan UU
Keterbukaan Informasi Publik

adanya keseragam pemahaman
SKPD dalam menerapkan UU
Keterbukaan Informasi Publik
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26

Perpustakaan

a. Belum optimalnya
penyeleng-garaan semua jenis
perpustakaan

adanya peningkatan  penyeleng-
garaan semua jenis perpustakaan
secara optimal

b. Terbatasnya karyawan/karya-
wati Bidang Perpustakaan dalam
melayani kebutuhan
pemakai/pengguna
perpustakaan keliling dan GMB
(Gebyar Minat Baca)

Tercukupinya karyawan/karya-wati
Bidang Perpustakaan dalam
melayani kebutuhan
pemakai/pengguna  perpustakaan
keliing dan GMB (Gebyar Minat
Baca)

c. Masih terbatasnya koleksi
majalah dan surat kabar yang
didayagu-nakan oleh pemakai

Terpenuhinya/tercukupi koleksi
majalah dan surat kabar yang
didayagu-nakan oleh pemakai

d. Belum adanya jabatan
fungsional pustakawan

Adanya jabatan fungsional
pustakawan

27

P Pertanian

Penerapan Teknologi belum
Optimal. Penerapan teknologi
terutama teknologi unggul tepat
guna, spesifik lokasi, efisien dan
ramah lingkungan, baik pada
tahapan pra produksi, produksi,
pengamanan hasil, maupun
pasca panen masih belum
optimal dan merata diterapkan di
berbagai lokasi. Paket teknologi
yang diterapkan sebagian besar
masih bersifat rekomendasi
umum.

Belum tercapainya kontinuitas
serta kualitas produksi yang
maksimal sehingga dipasaran
bebas kita masih kalah bersaing
dengan yang lain dan
mengakibatkan harga jual pun
menjadi minimal,

Masih terjadinya fluktasi harga
akibat dari cara serta pola tanam
para petani

Belum optimalnya diversifikasi
konsumsi pangan penduduk
yang masih didomonasi oleh
kelompok bahan pangan padi-
padian.

Masih terjadinya peralihan fungsi
lahan dari lahan pertanian ke
non pertanian.

Administrasi kelompok belum
lengkap, pemahaman tentang
LDPM dan UEP masih kurang
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Kurang berkembangnya usaha
pertanian, perikanan dan
kehutanan berbasis pedesaan
yang berdaya saing tinggi dan
berkelanjutan

sistem alih teknologi lemah

Masih tingginya ancaman
penyakit pada ternak yang dapat
mengganggu produktivitas dan
merugikan usaha.

Masih terbatasnya pengetahuan,
keterampilan dan sikap
masyarakat peternakan dalam
melaksanakan usaha budidaya
peternakan dan perikanan sesuai
dengan standar teknis budidaya.

Penanggulangan PHMS di
Kabupaten Bandung masih
terkendala oleh faktor sosial,
ekonomi, budaya masyarakat
dan kelembagaan.

Kondisi RPH-RPH yang ada di
Kabupaten Bandung (tersebar di
9 kecamatan) masih belum
sesuai dengan standar teknis,
sehingga pelayanan pemotongan
ternak menjadi kurang optimal
serta masih tingginya tingkat
pencemaran badan air oleh
limbah peternakan khususnya
pada sentra budidaya
peternakan sapi perah dan sapi
potong.

Wilayah pengembangan sapi
potong tersebar dan sangat luas
sementara jumlah inseminator
sapi potong masih terbatas dan
masih merangkap dengan tugas
lain yaitu sebagai paramedis
veteriner

Penurunan kualitas air sebagai
akibat pencemaran oleh limbah
dan keterbatasan lahan budidaya
karena alih fungsi lahan.

Terbatasnya adopsi teknologi
yang menunjang peningkatan
kualitas produksi usaha yang
berdaya saing dan mempunyai
nilai tambah
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Pengetahuan dan pemahaman
peternak dalam pengelolaan
limbah peternakan menjadi
biogas ataupun kompos masih
terbatas sehingga pemanfaatan
limbahnya pun masih sangat
terbatas

Sebagai dampak upaya penataan
kota kecamatan Pangalengan
yang didalamnya mengharuskan
dipindahkannya Rumah Potong
Hewan ke lokasi bar

28

Kehutanan

Adanya praktek-praktek
budidaya pertanian yang tidak
memperhatikan kaidah-kaidah
konservasi tanah dan air serta
banyaknya penelantaran lahan-
lahan kering yang berlangsung
dalam jangka waktu yang cukup
lama telah mengakibatkan
terjadinya lahan-lahan kritis di
Kabupaten Bandung

Terlaksananya praktek-praktek
budidaya pertanian yang sesuai
dengan kaidah-kaidah konservasi
tanah dan air sehingga akan
mengurangi luas lahan kritis

Penggunaan lahan yang tidak
sesuai dengan kaidah-kaidah
konservasi tanah dan air serta
terjadinya penggunaan lahan
yang tidak sesuai dengan
peruntukannya di Kabupaten
Bandung cukup memprihatinkan
sehingga menyebabkan tingkat
erosi yang terjadi di Kabupaten
Bandung berkisar mulai dari
kategori sedang sampai dengan
berat

Masih kurangnya kesepakatan
desa dalam melarang penduduk
desa menebang kayu di kawasan
hutan dan penebangan liar yang
dilakukan pihak luar

Masih kurangnya volume fisik
yang ditargetkan dan memenuhi
kualitas yang dikehendaki

Bertambahnya volume fisik yang
sesuai dengan target dan memenuhi
kualitas yang dikehendaki

29

Energi
SDMineral

dan

Adanya keterbatasan jumlah alat
ukur listrik (kwh) di PLN, dan
pemesanannya membutuhkan
waktu cukup lama sehingga
proses “penyalaan” listrik
mengalami keterlambatan

Tersedianya jumlah alat ukur listrik
(kwh) di PLN, sehingga proses
“penyalaan” listrik tidak mengalami
keterlambatan

Tidak seimbangnya Recharge
dan Discharge air tanah
(pengambilan dan pengisian
kembali air tanah),

Seimbangnya Recharge dan
Discharge air tanah (pengambilan
dan pengisian kembali air tanah),
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Rendahnya kesadaran dan Meningkatnya kesadaran dan
pengetahuan teknis air tanah pengetahuan teknis air tanah dari
dari pelaku usaha pemboran/ pelaku usaha pemboran/
perusahaan pembora air tanah perusahaan pembora air tanah
Belum optimalnya koordinasi
antara pelaksana pengawasan
pengambilan dan pemanfaatan
air tanah dengan pengelola
pajak air tanah, dimana
Belum optimalnya pelaksanaan Adanya Optimalisasi pelaksanaan
Good Mining Practice oleh Good Mining Practice oleh
pengusaha pertambangan, pengusaha pertambangan, antara
antara lain akibat dari rendahnya | lain akibat dari rendahnya kualitas
kualitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (rata-rata
(rata-rata berpendidikan SMP, berpendidikan SMP, = SMA/STM)
SMA/STM) umumnya merupakan | umumnya merupakan pemodal kecil
pemodal kecil sehingga kegiatan | sehingga kegiatan penambangan
penambangan dilaksanakan dilaksanakan secara manual tidak
secara manual tidak secara secara mekanis
mekanis

30 Pariwisata a. Belum adanya pembinaan Adanya pembinaan yang

yang berkesinambungan
terhadap paguyuban mojang
jajaka, dalam rangka tindak
lanjut dari hasil seleksi
pasanggiri Mojang Jajaka.

berkesinambungan terhadap
paguyuban mojang jajaka, dalam
rangka tindak lanjut dari hasil
seleksi pasanggiri Mojang Jajaka.

b. Masih kurangnya materi
pameran produk unggulan yang
berpotensi dari para pelaku jasa
usaha pariwisata di Kabupaten
Bandung

banyaknya peminat yang mengikuti
materi pameran produk unggulan

c. Masih belum memadai data
kepariwisataan secara
komprehensif berkaitan dengan
pengembangan potensi
pariwisata di Kabupaten
Bandung.

memadainya data kepariwisataan
secara komprehensif  berkaitan
dengan pengembangan potensi
pariwisata di Kabupaten Bandung.

d. Belum adanya pembinaan
yang berkesinambungan
terhadap paguyuban mojang
jajaka, kompepar dalam rangka
sinergitas kelompok-kelompok
tersebut dengan jasa usaha
pariwisata dan dengan
Pemerintah.

Adanya pembinaan yang
berkesinambungan terhadap
paguyuban mojang jajaka,

kompepar dalam rangka sinergitas
kelompok-kelompok tersebut
dengan jasa usaha pariwisata dan
dengan Pemerintah.

e. Masih belum memadai data
permasalahan kepariwisataan
secara komprehensif berkaitan
dengan pengembangan potensi
pariwisata di Kabupaten
Bandung.

adanya Monev yang
berkesinambungan yang sesuai
dengan potensi pariwisata di

Kabupaten Bandung.
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No Urusan Permasalahan Faktor penentu keberhasilan
31 Kelautan & | Masih kurangnya volume fisik Tercukupinya volume fisik yang
Perikanan yang ditargetkan dan memenuhi | ditargetkan dan memenuhi kualitas

kualitas yang dikehendaki yang dikehendaki
Masih tingginya ancaman Berkurangnya ancaman penyakit
penyakit pada ternak yang dapat | pada ternak yang dapat
mengganggu produktivitas dan mengganggu  produktivitas  dan
merugikan usaha. merugikan usaha.
Masih terbatasnya pengetahuan, | Meningkatnya pengetahuan, Sikap
keterampilan dan sikap dan Keterampilan peternak dan
masyarakat perikanan dalam Petani ikan melalui diseminasi dan
melaksanakan usaha budidaya penerapan teknologi Perikanan
perikanan sesuai dengan standar
teknis budidaya.

32 Perdagangan a. Belum optimalnya penataan | Terselenggaranya rutinitas penataan

dan pengelolaan pasar sebagai
sarana perdagangan.

dan pengelolaan
sarana perdagangan.

pasar sebagai

b. Masih beredarnya barang
dan jasa yang tidak sesuai
dengan standar yang berlaku
dan masih adanya berat bersih
barang yang terdapat pada
kemasan tidak sesuai dengan
berat fisik sebenarnya.

Tidak adanya barang dan jasa yang
tidak sesuai dengan standar yang
berlaku dan masih adanya berat
bersih barang yang terdapat pada
kemasan tidak sesuai dengan berat
fisik sebenarnya.

¢. Masih kurangnya tenaga
penyuluh di sektor industri dan
perdagangan

Tercukupinya tenaga penyuluh di
sektor industri dan perdagangan

d. Masih adanya komoditi LHE
yang tidak sesuai dengan
standar dan etika label yang
berlaku dan masih beredarnya
BILS dan BJPB yang belum
sesuai dengan Standar Nasional
Indonesia (SNI)

Tidak adanya komoditi LHE vyang
tidak sesuai dengan standar dan
etika label yang berlaku dan masih
beredarnya BILS dan BIPB yang
belum sesuai dengan Standar
Nasional Indonesia (SNI)

e. Secara teknis mesin pompa
BBM atau nozzel selalu
mengalami perubahan volume,
isi atau takaran yang dapat
merugikan konsumen akhir serta
masih terdapatnya penggunaan
alat UTTP oleh sebagian
pedagang yang tidak sesuai
dengan ukuran standar yang
diatur oleh UUML No. 2 Tahun
1981.

Adanya kesadaran dari SPBU untuk
pemeriksaaan secara rutin pompa
BBM atau nozzel selalu mengalami
perubahan volume, isi atau takaran
yang dapat merugikan konsumen

akhir serta masih terdapatnya
penggunaan alat UTTP oleh
sebagian pedagang vyang tidak

sesuai dengan ukuran standar yang
diatur oleh UUML No. 2 Tahun
1981.

f.  Untuk mencapai target
pendapatan masih kurangnya
pemahaman atau kesadaran
para pengusaha perdagangan
terhadap peraturan daerah yang
berlaku.

Meningkatnya pemahaman atau
kesadaran para pengusaha
perdagangan terhadap peraturan
daerah yang berlaku.
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No Urusan Permasalahan Faktor penentu keberhasilan
Masih banyak perusahaan yang
belum menerapkan manajemen
mutu dalam kegiatan usahanya.

32 Industri a. Masih kurangnya tenaga Tersedianya/tercukupinya  tenaga
penyuluh di sektor industri dan penyuluh di sektor industri dan
perdagangan. perdagangan.

b. Masih banyaknya Adanya pemahaman dari
perusahaan yang belum perusahaan untuk  menerapkan
menerapkan manajemen mutu manajemen mutu dalam kegiatan
dalam kegiatan usahanya. usahanya

c. Masih rendahnya Meningkatnya kemampuan
kemampuan manajemen dan manajemen dan permodalan
permodalan industri kecil industri kecil menengah.

menengah.

d. Masih rendahnya akses Meningkatnya akses pemasaran
pemasaran produk IKM. produk IKM.

e. Masih kurangnya sarana Tersedia/terpenuhinya sarana dan
dan prasarana produksi dan prasarana produksi dan
permodalan. permodalan.

33 Ketransmigrasian | a. Terbatasnya alokasi target Tercukupinya alokasi target

penempatan transmigran di
wilayah luar Jawa.

penempatan transmigran di wilayah
luar Jawa.

b. Terbatasnya waktu pelatihan
sehingga materi yang
disampaikan kurang optimal.

Penambahan waktu pelatihan

c. Tidak adanya keseimbangan
antara target alokasi
penempatan dengan animo
pendaftaran transmigran yang
semakin meningkat.

Adanya keseimbangan antara target
alokasi penempatan dengan animo
pendaftaran transmigran
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BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2012, disusun berpedoman pada RKP
Tahun 2012 yang dipedomani RPJMN Tahun 2010 — 2014 dan RKPD Provinsi jabar Tahun
2012 yang dipedomani RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 — 2013 serta dokumen
rancangan RPJMD Tahun 2010-2015. Tujuannya agar terjalin keterkaitan hubungan antar
dokumen perencanaan, dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan
ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah
ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang
dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

a. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional
1) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah elemen yang tidak
bisa dipisahkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena
pertumbuhan ini, dapat menggambarkan terjadinya peningkatan dan perluasan
kesempatan kerja baru bagi rakyat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang positif
memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan kemampuannya dalam
melakukan akumulasi modal dan memacu inovasi teknologi yang akan berdampak
pada peningkatan produktivitas. Terbukanya lapangan pekerjaan baru dan
peningkatan produktivitas, dapat berimplikasi positif pada penghasilan yang
diterima rakyat. Apabila hal ini berkelanjutan, tingkat kesejahteraan rakyat akan
meningkat.

Dalam rangka terwujudnya pertumbuhan yang berkelanjutan, pertumbuhan
ekonomi dalam tahun 2012 diharapkan meningkat rata-rata 6,7 persen per tahun.
Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan
investasi sebesar 11,5 persen, pertumbuhan ekspor sebesar 10,2 persen,
pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,4 persen, dan pertumbuhan
konsumsi pemerintah sebesar 6,8 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan
ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian dengan rata-rata
sebesar 3,2 persen dan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang tumbuh
rata-rata sebesar 5,6 persen (industri pengolahan non migas sebesar 6,3 persen).

a) Stabilitas Ekonomi yang Kokoh

Terciptanya stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi yang tidak kalah
pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan prasyarat bagi
pertumbunan ekonomi. Perekonomian nasional hanya dapat memberikan
kinerja yang baik apabila didukung oleh kestabilan ekonomi yang kokoh.

Stabilitas ekonomi juga didukung oleh kebijakan fiskal yang berkelanjutan.
Tingkat defisit atau utang yang terlalu tinggi akan meningkatkan
ketidakpercayaan swasta kepada pemerintah. Kebijakan anggaran defisit akan
mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan, baik luar negeri
dalam bentuk pinjaman luar negeri maupun dari pinjaman dalam negeri dalam
bentuk penerbitan surat berharga negara (SBN).
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Dalam rangka terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh, diharapkan tingkat
inflasi dapat dijaga sebesar rata-rata 5,5 persen per tahun pada tahun 2012,
stabilitas nilai tukar rupiah terjaga, defisit anggaran terjaga pada tingkat 1,4
persen dari PDB dan stok utang pemerintah terhadap PDB menurun menjadi
25,0 persen.

b) Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memberikan
kesempatan pada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan
berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara,
terlepas dari latar belakang mereka. Dengan demikian, pembangunan ekonomi
inklusif menciptakan kesempatan bagi semua dan memastikan akses yang
sama terhadap kesempatan tersebut.

Pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan didukung
oleh kebijakan pada sektor tenaga kerja, kemiskinan, dan usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM). Di sisi kebijakan tenaga kerja, kebijakan-kebijakan
seperti pelatihan, pembekalan, pengembangan sekolah menengah kejuruan
(SMK) dapat memberikan tambahan skill bagi tenaga kerja sehingga
memudahkan untuk dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia. Dengan
begitu, semakin banyak orang terlibat dalam proses pembangunan.

Terkait dengan kebijakan pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi
yang inklusif dan berkeadilan memiliki kaitan yang sangat erat. Pembangunan
ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat memiliki dampak positif terhadap
agenda pengurangan kemiskinan. Hal ini dapat ditempuh melalui (1) dampak
pertumbuhan ekonomi akan meningkat ketika kesenjangan berhasil diatasi, (2)
pembangunan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan
pengurangan kemiskinan dengan memfokuskan pada penciptaan dan
pemberian akses yang sama pada kesempatan kerja. Dengan begitu, mereka
yang selama ini miskin karena tidak pernah mendapat kesempatan, dapat
memanfaatkan kesempatan yang ada untuk keluar dari kemiskinan.
Sebaliknya, kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan
untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) juga akan
memberikan dukungan pada terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif
dan berkeadilan.

Selain kebijakan diketenagakerjaan dan kebijakan dalam pengurangan
kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan harus
didukung oleh kebijakan UKM untuk pengembangan UKM. Dengan
keterbatasan sektor formal untuk menampung tenaga kerja, kesempatan bagi
mereka yang tidak tertampung untuk turut serta dalam proses pembangunan
adalah melalui sektor-sektor informal.

Dalam rangka terciptanya Pembangunan Ekonomi vyang Inklusif dan
Berkeadilan, pada tahun 2014 target penduduk miskin diharapkan dapat
diturunkan menjadi sekitar 8 — 10 persen, dan tingkat pengangguran dapat
diturunkan menjadi 6,6 persen.
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2) Peningkatan Investasi

Arah kebijakan investasi adalah meningkatkan iklim investasi yang berdaya saing
di seluruh wilayah Indonesia. Strategi untuk mencapai sasaran investasi tahun
2012 antara lain sebagai berikut: (i) penyederhanaan prosedur investasi melalui
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan pengembangan Sistem Pelayanan
Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang dilakukan
secara bertahap di kabupaten/kota, (ii)) mendorong pembangunan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) melalui penetapan lokasi KEK, (iii) meningkatkan
efektivitas pelaksanaan pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
terutama dalam investasi penyediaan infrastruktur dan energi, dan (iv)
meningkatkan efektivitas strategi promosi investasi melalui peningkatan investasi
unggulan daerah (regional champions) dan pengembangan sektor unggulan
seperti infrastruktur, energi dan pangan; dan (v) meningkatkan upaya penyebaran
investasi dan alih teknologi melalui akselerasi pemanfaatan berbagai kebijakan
berbagai kebijakan fiskal dan non fiskal terkait peningkatan daya tarik investasi
yang telah ada serta meningkatkan penggunaan komponen lokal.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, fokus prioritas
Peningkatan Investasi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Fokus Prioritas 1 : Fokus Prioritas Peningkatan Harmonisasi Kebijakan dan
Penyederhanaan Perijinan Investasi

Fokus Prioritas 2 : Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi Investasi
3) Peningkatan Ekspor

Peran ekspor dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diupayakan untuk
terus meningkat, terutama ekspor nonmigas. Oleh sebab itu, untuk mendorong
peningkatan ekspor nonmigas dilakukan melalui kebijakan perdagangan luar
negeri yang diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas
melalui diversifikasi pasar serta peningkatan keberagaman dan kualitas produk.
Namun demikian, Kebijakan Perdagangan Luar Negeri tersebut akan didukung
pula oleh penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga,
kelancaran arus barang, serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

4) Peningkatan Daya Saing Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan yang merupakan salah satu bagian yang tidak
terpisahkan dari Prioritas Peningkatan Ekspor diarahkan untuk mendorong
peningkatan penerimaan devisa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi
dan meningkatkan kesejahteran rakyat, melalui penguatan pariwisata berbasis
masyarakat dengan memanfaatkan potensi pariwisata bahari dan budaya, dengan
tetap memperhatikan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata,
keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, demokratis,
kesetaraan, dan kesatuan, dan berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan, pemanfaatan iptek, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).

Adapun strategi untuk mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan pada
tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a) Mengembangkan destinasi pariwisata melalui penataan dan penguatan
manajemen destinasi pariwisata, peningkatan daya tarik wisata bahari dan
budaya; mendorong dan memfasilitasi perbaikan dan peningkatan kualitas
jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; melakukan konsolidasi
akses transportasi mancanegara dalam dan luar negeri; meningkatkan daya
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tarik pariwisata di pulau-pulau terdepan dan wilayah perbatasan yang
mempunyai potensi pariwisata; dan mengembangkan desa wisata melalui
PNPM Mandiri;

b) Mengembangkan usaha, industri dan investasi pariwisata, terutama yang
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan
penyerapan tenaga kerja antara lain melalui penciptaan iklim yang kondusif
dengan penataan kebijakan usaha pariwisata; penyusunan dan penerapan
pedoman sertifikasi usaha, pengaturan usaha dan kompetensi tenaga kerja di
bidang kepariwisataan;

c) Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata di dalam dan di luar
negeri melalui peningkatan efektifitas pemasaran dan promosi pariwisata
terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan responsif terhadap
pasar; pengembangan analisa dan informasi pasar; dan memfasilitasi
pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;

d) Mengembangkan sumber daya pariwisata melalui penguatan sumber daya
pariwisata dengan mendorong peningkatan kapasitas pemerintah dan
pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu
pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia;
pengembangan dan penguatan kelembagaan kepariwisataan, dan mendorong
peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan.

Kebijakan dan strategi tersebut di atas didukung oleh peningkatan koordinasi
lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan,
terutama di bidang (a) pelayanan kepabeanan keimigrasian, dan karantina; (b)
keamanan dan ketertiban; (c) prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih,
listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; (d) transportasi darat, laut, dan
udara; dan (e) bidang promosi dan kerjasama luar negeri; serta koordinasi dan
kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan tahun
2012, maka fokus prioritas pembangunan kepariwisataan adalah:

Fokus Prioritas 1: Pengembangan Industri Pariwisata

Fokus Prioritas 2: Pengembangan Destinasi Pariwisata

Fokus Prioritas 3: Pengembangan Pemasaran dan Promsosi Pariwisata

Fokus Prioritas 4: Pengembangan Sumber Daya Paiwisata

5) Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Upaya meningkatkan daya beli masyarakat ditujukan untuk meningkatkan
konsumsi masyarakat sebagai salah satu komponen permintaan domestik yang
merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat dijaga
terutama melalui: (i) menjaga stabilitas harga; (ii) mengadakan berbagai program
pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial; (iii) meningkatkan kelancaran arus
barang untuk menjaga ketersediaan barang terutama bahan pokok; dan (iv)
meningkatkan perdagangan dalam negeri untuk mendorong transaksi
perdagangan domestik dan meningkatkan kesempatan berusaha. Penjelasan
secara terperinci mengenai upaya menjaga stabilitas harga dapat dilihat pada
prioritas bidang stabilitas moneter (harga), sedangkan program pemberdayaan
masyarakat dan bantuan sosial dapat dilihat secara lebih terperinci pada Bab I
mengenai Pengarusutamaan dan Isu Lintas Bidang.
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Upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dilakukan antara melalui kebijakan
perdagangan dalam negeri yang diarahkan pada peningkatan penataan sistem
distribusi nasional untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian
usaha, dan daya saing produk domestik.

Adapun strategi yang akan dilakukan dalam perdagangan dalam negeri pada
tahun 2012: (@) mendorong upaya integrasi perdagangan antar dan intra wilayah,
melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan sehingga ketersediaan
barang dan kestabilan harga dapat terjaga; (b) meningkatkan iklim usaha
perdagangan melalui persaingan usaha yang sehat, pengembangan usaha kecil
menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba,
termasuk pengembangan pola kerja sama yang saling menguntungkan
antarpelaku usaha; (c) mendorong pengelolaan transparansi dan risiko harga,
antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan perdagangan berjangka dan
pengelolaan sistem informasi harga; serta (d) meningkatkan penggunaan produk
dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik dan ekonomi
kreatif;

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, fokus prioritas
Peningkatan Daya Beli Masyarakat pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Fokus Prioritas 1: Fokus Prioritas Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk
Menunjang Pengembangan Logistik Nasional

Fokus Prioritas 2: Fokus Prioritas Penguatan Pasar Domestik dan Efisiensi Pasar
Komoditi

Fokus Prioritas 3: Fokus Prioritas Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim
Usaha Perdagangan

6) Keuangan Negara

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2009-2014, kebijakan fiskal tahun 2012 akan tetap diarahkan untuk memberikan
dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga langkah-langkah
konsolidasi fiskal yang telah dilakukan selama ini. Hal ini dimaksudkan agar
kebijakan fiskal dapat berkontribusi dalam pencapaian sasaran perluasan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan stabilitas ekonomi yang kokoh.
Untuk itu, keberlanjutan ketahanan fiskal diupayakan melalui penurunan stok
utang pemerintah relatif terhadap PDB dengan meningkatkan penerimaan negara
utamanya penerimaan yang berasal dari perpajakan, serta meningkatkan
efektivitas dan efisiensi belanja negara melalui penerapan anggaran berbasis
kinerja.

Adapun arah kebijakan keuangan negara pada tahun 2012 adalah sebagai berikut.
Pertama, penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk
memantapkan kesinambungan fiskal melalui: (a) peningkatan penerimaan negara
dan efisiensi belanja negara dengan tetap mengupayakan pemberian stimulus
fiskal secara terbatas; (b) merumuskan pembiayaan defisit anggaran sehingga
tidak menyebabkan berkurangnya pembiayaan sektor swasta (crowding out
effect). Kedua, Peningkatan penerimaan negara terutama ditempuh melalui
reformasi kebijakan, administrasi, dan pengawasan perpajakan dan kepabeanan,
serta optimalisasi PNBP, baik dari jenisnya maupun perbaikan administrasinya.
Ketiga, peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara terutama
ditempuh melalui: (a) penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi
belanja negara agar lebih terarah dan tepat sasaran; (b) perbaikan sistem
administrasi keperbendaharaan demi peningkatan kualitas pelayanan publik; (c)
pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Keempat, peningkatan
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pengelolaan pinjaman pemerintah yang diarahkan untuk menurunkan stok
pinjaman luar negeri tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara absolut.
Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, diupayakan tetap adanya ruang
gerak yang cukup pada sektor swasta.

Untuk mencapai arah kebijakan yang dimaksud, terutama terkait dengan
perbaikan pengawasan kepabeanan dan perbaikan sistem administrasi
keperbendaharaan demi peningkatan kualitas pelayanan publik, pada tahun 2012
kebijakan baru yang akan ditempuh adalah:

a) Pengadaan peralatan sarana pengawasan berupa 1 unit body scanning, 2 unit
Hand Held Trace Detector, dan 6 unit Trace Detector

b) 2. Standarisasi Unit Pelayanan Perbendaharaan

c) Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas maka fokus
prioritas optimalisasi pengeluaran pemerintah adalah:

d) Fokus Prioritas 1: Fokus Prioritas Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah
Pusat

e) Fokus Prioritas 2: Fokus Prioritas Pengelolaan Perimbangan Keuangan

f)  Fokus Prioritas 3: Fokus Prioritas Pengelolaan Perbendaharaan Negara

g) Fokus Prioritas 4: Fokus Prioritas Pengelolaan Kekayaan Negara

h) Sementara itu Fokus prioritas pengelolaan APBN yang berkelanjutan adalah:
Fokus Prioritas 1: Fokus Prioritas Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan
Pembiayaan Anggaran dan Pengendalian Resiko
Fokus Prioritas 2: Fokus Prioritas Peningkatan dan Optimalisasi Penerimaan
Negara
Fokus Prioritas 3: Fokus Prioritas Pengelolaan dan Pembinaan BUMN

7) Stabilitas Harga

Kebijakan stabilitas harga dan nilai tukar rupiah termasuk pengamanan pasokan
bahan pokok, diarahkan pada peningkatan dan pemantapan koordinasi otoritas
fiskal, moneter dan keuangan serta sektor riil (produksi, perdagangan dalam
negeri dan ekspor-impor). Hal tersebut disertai dengan peningkatan koordinasi
kebijakan kerjasama luar negeri dan koordinasi kebijakan ketahanan
pangan/pertanian, energi dan infrastruktur transportasi, serta peningkatan
kapasitas dan peran aktif para pemangku kepentingan daerah dalam pengendalian
stabilitas ekonomi di tingkat lokal (Propinsi dan Kabupaten /Kota). Melalui
kebijakan tersebut diharapkan laju inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah dapat
terjaga. Selain itu, upaya tersebut didukung pula oleh upaya pembangunan dan
pengembangan sarana distribusi dan pergudangan, pengembangan pasar lelang
daerah serta peningkatan perlindungan konsumen.

Adapun strategi yang akan ditempuh antara lain adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter serta
kebijakan terkait lainnya dalam rangka pengendalian inflasi sesuai dengan
sasaran yang ditentukan (/nflation targetting framework).

b. Menjaga stabilitas harga dan pengamanan produksi/pasokan dan distribusi
barang/jasa, terutama bahan makanan pokok yang harganya mudah
bergejolak, baik di perkotaan maupun di perdesaan antara lain melalui
percepatan pelaksanaan sistem logistik nasional;

c. Mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat
(kementerian/lembaga terkait serta asosiasi produsen/ pedagang dan asosiasi
konsumen) maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam
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pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perkembangan harga bahan pokok
secara intensif. Untuk itu akan didorong perluasan pembentukan tim
pengendali inflasi daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota terkait;

d. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi
untuk mengatasi masalah struktural, seperti percepatan pembangunan
infrastruktur serta reformasi regulasi/kebijakan yang menyebabkan ekonomi
biaya tinggi, baik di pusat (kementerian/lembaga) maupun daerah (provinsi
dan kabupaten/kota) serta upaya-upaya untuk menghilangkan struktur pasar
komoditas yang bersifat oligopolis;

e. Meningkatkan kualitas kelembagaan termasuk pola pikir dunia usaha dan
masyarakat bahwa kenaikan harga yang rendah dan wajar dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan;

f. Melakukan kajian-kajian di bidang ketahanan pangan/pertanian dan ketahanan
energi dalam rangka optimalisasi subsidi pertanian dan energi, agar dapat
dihasilkan kebijakan administered prices yang tepat waktu (time consistent)
dan tepat sasaran (well targeted), maupun opsi-opsi kebijakan lainnya (seperti
pengaturan konsumsi bbm yang tepat sasaran dan sebagainya).

g. Meningkatkan peran lembaga konsumen dan lembaga-lembaga survei
pemantau harga untuk ikut memantau perkembangan harga di daerah
sehingga kenaikan harga selanjutnya dapat cepat diantisipasi.

h. Meningkatkan upaya-upaya untuk mencegah pembalikan mendadak arus
modal ke luar negeri (sudden reversal) sehingga tetap kondusif bagi stabilitas
nilai tukar.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di atas, maka fokus prioritas Stabilitas
Harga adalah peningkatan stabilitas harga dan nilai tukar rupiah.

8) Stabilitas Sektor Keuangan

Pada tahun 2012 arah kebijakan yang terkait dengan stabilitas sektor keuangan
adalah meningkatkan ketahanan sektor keuangan melalui:

a. Pemantapan koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan
termasuk kerja sama dengan otoritas pasar modal dan lembaga jasa keuangan
di negara lain;

b. Perkuatan lembaga pengawas jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan/OJK)
termasuk kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung;

¢. Perkuatan kualitas manajemen dan operasional lembaga jasa keuangan dalam
rangka meningkatkan efisiensi dan kemudahan bertransaksi serta pelaporan di
bidang pasar modal/lembaga jasa keuangan;

d. Perkuatan perlindungan bagi konsumen/investor lembaga jasa keuangan
termasuk pemantapan koordinasi penegakan hukum di bidang pasar modal
dan lembaga jasa keuangan.

Seiring dengan upaya perkuatan ketahanan sektor keuangan, arah kebijakan yang
terkait dengan penyaluran dana kepada masyarakat adalah melakukan percepatan
fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat termasuk peningkatan akses
kepada lembaga jasa keuangan (LJK) kepada seluruh masyarakat, terutama yang
miskin dalam rangka mewujudkan layanan keuangan yang inklusif (Financial
inclusion) antara lain melalui:
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a. Melakukan diversifikasi sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga
keuangan bukan bank termasuk pengembangan sistem keuangan syariah dan
lembaga keuangan mikro (LKM);

b. Memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Daerah terutama dalam rangka
memperluas cakupan pelayanan lembaga jasa keuangan terutama untuk
sektor UMKM dan masyarakat miskin;

c. Mengembangkan infrastruktur pendukung lembaga jasa keuangan, terutama
LKNB dan LKM.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan ketahanan sektor keuangan, diperlukan
lembaga otoritas jasa keuangan yang kuat untuk melaksanakan pengawasan
perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank secara terpadu,
independen, dan akuntabel. Diperkirakan bahwa pembahasan RUU OJK dengan
Dewan Perwakilan Rakyat selesai dan diundangkan pada tahun 2011, sehingga
pada tahun anggaran 2012 masa transisi pengoperasian OJK akan dimulai. Pada
tahun 2012, prioritas yang akan dilakukan adalah penyediaan SDM yang handal
dan kompeten, rancang bangun struktur organisasi dan standard operating
procedure (SOP), pengembangan sistem IT, serta sarana dan prasarana lainnya
(seperti gedung kantor dan peralatan lainnya). Oleh karena itu, pembentukan OJK
diajukan menjadi inisiatif baru untuk tahun anggaran 2012.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di atas maka fokus prioritas Stabilitas
Sektor Keuangan adalah peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan.

9) Revitalisasi Industri

Pembangunan industri ke depan dilakukan secara lebih fokus pada industri-
industri yang memiliki prospek jangka panjang untuk berkembang karena
didukung sumber daya alam, sumber daya manusia terampil, dan permintaan
pasar yang berkelanjutan. Melalui Peraturan Presiden nomor 28 Tahun 2008,
pemerintah telah menetapkan Kebijakan Industri Nasional (National Industrial
Policy) yang memuat daftar klaster industri prioritas.

Untuk tahun 2012, pembangunan sektor industri diarahkan pada:

a. Mendukung pencapaian prioritas nasional yang meliputi dukungan pada
revitalisasi industri gula dan pupuk, memfasilitasi pembangnan zona industri
yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), memfasilitasi pembangunan
penyulingan minyak bumi (of/ refinary), serta pengembangan klaster industyri
hilir kelapa sawit dan kondest migas.

b. Mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi (MP3EI)
khususnya pengembangan 6 (enam) Koridor Ekonomi, yang meliputi: (1)
pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit di Sei Mangke Sumatera
Utara dan di Dumai — Kalimantan Timur; (2) pengembangan klaster industri
hilir karet di Sorolangun — Jambi, Sei Bamban — Sumatera Utara, dan Muara
Enim — Sumatera Selatan; (3) pengembangan klaster industri perkapalan di
Lamongan — Jawa Timur; (4) pengembangan klaster industri mesin dan
perkakas umum di Karawang — Jawa Barat; serta (5) pengembangan klaster
industri besi baja di Batu Licin — Kalimantan Selatan.

c. Mendukung percepatan pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa
Tenggara Timur (NTT), melalui: fasilitas pembangunan industri semen di
Manokwari — Papua Barat, memfasilitas pembangunan pabrik pupuk urea dan
petrokimia di Tangguh — Papua, pengembangan industri garam di NTT, serta
penumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) kakao, kopi, ubi jalar, rumput
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laut, pengolahan ikan, pengolahan kayu, dan pengolahan rumput laut di ketiga
provinsi tersebut.

Membantu industri dalam negeri meningkatkan daya saingnya dalam
menghadapi produk-produk impor melalui: penggalakan penggunaan produksi
dalam negeri dengan menyediakan data-data tingkat kandungan dalam negeri
(TKDN) bagi produk industri dalama negeri, penguatan SNI yang disertai
dengan peningkatan kemampuan infrastruktur laboratorium uji coba di
berbagai balai besar dan bali resit dan standardisasi (Baristan).

Mendukung terbangunnya industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
(industri hijau).

Mendukung pembangunan yang pro-rakyat miskin (pro-poor) melalui fasilitasi
pembangunan kendaraan angkutan mumum murah pedesaan.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang akan
dihadapi oleh BUMN di masa mendatang, maka arah kebijakan adalah sebagai
berikut:

a.

Restrukturisasi BUMN besar/penting/strategis yang meliputi (i) pembenahan
organisasi, (ii) pembenahan budaya korporasi, (iii) peningkatan transparansi
penempatan SDM yang tepat di semua tingkatan, (iv) penyiapan penyehatan
keuangan, (v) peningkatan hubungan BUMN dengan para pemangku
kepentingan;

Penyusunan best practice GCG (good corporate governance);

Uji kepatutan dan kelayakan calon Direksi dan Dewan Komisaris;

Mendorong BUMN khususnya BUMN sektor energi, ketahanan pangan dan
infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah;
Mendorong peningkatan profitisasi BUMN;

Mendorong peningkatan pendayagunaan aset dan sinergi diantara BUMN;

g. Mendorong BUMN melakukan kegiatan pembinaan kemitraan dan bina

10)

11)
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lingkungan.
Daya Saing Ketenagakerjaan

Sesuai dengan RPIJMN 2010-2014, prioritas bidang ekonomi Daya Saing

Ketenagakerjaan terdiri dari tiga fokus prioritas yaitu:

a. Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja;

b. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan Industrial;

¢. Peningkatan Fasilitasi dan Perlindungan untuk Mendukung Mobilitas Tenaga
Kerja.

Untuk tahun 2012, kebijakan baru yang akan ditempuh adalah terkait dengan
fokus prioritas peningkatan fasilitasi dan perlindungan untuk mendukung
mobilitas tenaga kerja. Karena masih tingginya jumlah TKI bermasalah, maka
pencegahan dan penanganan TKI bermasalah harus dilaksanakan dengan lebih
terintegrasi. Penanganan pengaduan di crisis center menjadi inisiatif baru yang
akan dilaksanakan pada tahun 2012.

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Arah kebijakan pembangunan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun
2012 masih melanjutkan arah kebijakan sesuai RPJMN 2010-2014 dan dilengkapi
dengan beberapa arah kebijakan untuk memfasilitasi inisiatif baru sebagai
berikut.
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a. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, yang
mencakup penataan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dan
UMKM, serta pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi.

b. Mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM, yang
mencakup penyediaan dukungan pemasaran, produksi, kemitraan, investasi
dan pengembangan produk unggulan.

c. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM,
yang mencakup pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan,
kapasitas dan kompetensi SDM, penyediaan layanan pengembangan bisnis,
revitalisasi pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM, serta peningkatan
peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM koperasi dan UMKM.

d. Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif,
yang meliputi peningkatan askes permodalan, pengembangan dan
pengendalian koperasi simpan pinjam yang disertai dengan peningkatan
kapasitas dan kompetensi pengelolanya, pengembangan jasa keuangan bagi
koperasi dan UMKM, dan perluasan KUR.

e. Memperkuat kelembagaan koperasi, yang mencakup peningkatan kualitas
organisasi, badan hukum, dan ketatalaksanaan koperasi, pengembangan
keanggotaaan koperasi melalui gerakan masyarakat sadar koperasi,
peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan pengembangan program
pendanaan melalui koperasi.

12) Jaminan Sosial

Sesuai dengan Prioritas Nasional untuk mencapai wniversal coverage pada

asuransi kesehatan, maka DISN telah menyusun Road Map Jaminan Kesehatan.

Road Map tersebut akan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan

jaminan sosial, terutama kesehatan. Beberapa hal penting yang harus dicapai

antara lain:

a. Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan, terutama pada kelompok
pekerja informal sektor yang tidak miskin;

b. Tersedianya nomor identitas tunggal bagi setiap peserta jaminan sosial; dan

c. Tersedianya paket manfaat kesehatan dasar yang seragam (equal) bagi
seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk mengawali proses pembangunan jaminan sosial lainnya yang juga

diamanatkan melalui UU SJSN (Kematian, Kecelakaan Kerja, Pensiun, dan

Tabungan Hari Tua), maka beberapa juga akan menjadi agenda nasional,

diantaranya:

a. Tersusunnya perangkat hukum sebagai dasar pelaksanaan SJSN yang
mencakup UU BPJS, serta Peraturan Pemerintah turunan UU SJSN yang
mencakup Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua,
Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Peraturan Pemerintah tentang
Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial;

b. Terwujudnya harmonisasi regulasi di bidang jaminan sosial; dan

¢. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program
jaminan sosial.
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b. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat, tahun 2012 merupakan tahap pertumbuhan
pembangunan ekonomi yang merupakan rangkaian proses berkesinambungan dari
tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Berdasarkan analisis terhadap indikator
makro ekonomi Jawa Barat, dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan
global, maka arah pembangunan perekonomian Jawa Barat dapat diprioritaskan
kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu
sektor pertanian, sektor industri pengolahan, Perdagangan, hotel dan restoran. Juga
kepada sektor yang memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang serta tahan
terhadap guncangan ekonomi yaitu sektor KUMKM dan Pariwisata.

Sedangkan sektor lainnya menjadi pendukung. Kebijakan pembangunan ekonomi
Provinsi jawa Barat Tahun 2012 pada masing-masing sektor adalah sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian : Dengan tantangan perubahan iklim yang semakin tidak
menentu menyebabkan penurunan produksi pada beberapa komoditas pertanian
Jawa Barat serta timbulnya hama-hama penyakit yang menyerang tanaman
pertanian. Di samping itu terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya
saing produk pertanian Jawa Barat maupun Nasional. Untuk menghadapi
tantangan tersebut, maka arah pembangunan pertanian Jawa Barat perlu lebih
ditekankan kepada peningkatan intensifikasi terutama proteksi tanaman dan
hewan, peningkatan kapasitas penyediaan bibit/benih unggul bersertifikat,
peningkatan diversifikasi usaha, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di
tingkat petani yang didukung oleh fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan
masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan
kemandirian pangan.

2. Industri Pengolahan : perluasan produk olahan terutama produk agroindustri
melalui pendekatan peningkatan rantai nilai dari hulu sampai hilir;

3. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih : Optimalisasi pemanfaatan energi listrik,
gas dan panas bumi sebagai energi alternatif untuk mewujudkan kemandirian
energi dan mendukung berkembangnya perekonomian regional Jawa Barat
dengan berbasis kepada potensi lokal.

Sebagai syarat percepatan dari pembangunan ekonomi Jawa Barat perlu didukung

oleh beberapa kebijakan sebagai berikut :

Peningkatan daya saing industri manufaktur;

Peningkatan investasi PMA mupun PMDN di Jawa Barat;

Pengembangan ekowisata, agrowisata, wisata budaya didukung infrastruktur;

Menginternalisasikan masalah lingkungan dalam kebijakan pembangunan;

Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam bisnis;

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik jalan, irigasi, listrik,

bandara, pelabuhan, pusat pemasaran secara bertahap;

Utilisasi energi air dan panas bumi;

Perluasan akses pasar (lokal, regional, nasional dan internasional) bagi produk

Jabar melalui promosi;

9. Peningkatan skill pelaku ekonomi melalui berbagai strata UMKM dan industri,
perdagangan;

10. Penguatan kelembagaan (regulasi dan kebijakan yang tepat, fokus dan tepat
sasaran, transparan, keberpihakan, koordinasi dan sinergitas);
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11. Peningkatan enterpreneurshif sumberdaya manusia Jawa Barat, melalui
peningkatan lingkage antara dunia bisnis dan dunia edukasi diantaranya melalui
perbanyakan sekolah kejuruan.

Rencana utama penguatan sektor pertanian adalah penambahan kegiatan ekonomi
produktif di sektor pertanian atau perdesaan termasuk perluasan produk agroindustri
dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekaligus konservasi lingkungan.
Tahapan pada tahun 2012 merupakan tahapan perluasan dan pemantapan bagi
beberapa program unggulan Jawa Barat antara lain: (1) Pengembangan sistem usaha
tani terpadu yang implementasinya melalui Program Gerakan Multi Agribisnis
(GEMAR); (2) Pengembangan agroforestry di area lahan kritis; (3) Pengembangan
ikan keramba di muara sungai sepanjang Pantai Selatan Jawa Barat, yang
implementasinya melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Muara Pantai Selatan
(GAPURA SELATAN); (4) Pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan
tambak, serta pengendalian perikanan tambak di Pantura Jawa Barat, yang
implementasinya melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara (GAPURA
UTARA); (5) Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional (GEMPITA);
dan (7) Pengembangan Lumbung Pangan dan Desa Mandiri Pangan.

Penguatan sektor industri pengolahan diarahkan pada penguatan kontribusi sektor
industri pengolahan terhadap PDRB melalui upaya mempertahankan industri yang ada
dengan melakukan perbaikan iklim usaha, product development, perluasan pasar,
aliansi startegi usaha dan pembenahan terhadap hambatan-hambatan untuk
memperkuat struktur industri di Jawa Barat lebih kuat. Pada tahun 2011 dari lima
kebijakan, yaitu: peningkatan daya saing, penguatan rantai nilai, pengembangan
industri kreatif, optimalisasi dan pemantapan keberadaan PPTSP (Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu), dan pendekatan EPR (Extended Producer Responsibility).
Pengembangan SDM dan teknologi dalam peningkatan daya saing melalui perintisan
terwujudnya Greater Bandung Techno Park di kawasan cekungan Bandung dan dalam
klaster-klaster industria, sebagai prasyarat bagi peningkatan ekonomi regional Jawa
Barat.

Pengembangan sektor pariwisata diarahkan pada tumbuh kembangnya lokasi dan tipe
wisata unggulan di tiap kabupaten/kota di Jawa Barat sesuai karakteristik lokal
masing-masing daerah. Pada tahun 2012, terdapat beberapa destinasi wisata yang
dikembangkan diantaranya: Destinasi wisata unggulan Cekungan Bandung; Destinasi
wisata sejarah kepurbakalaan: Kabupaten Sukabumi (SPA, Meditasi dan Relaxasi),
Kabupaten Cianjur (Situs Megalith), Kabupaten Bandung Barat (Gua Pawon) dan
Kabupaten Bandung; Destinasi wisata unggulan pilgrimise = Sumedang
Ciayumajakuning; dan Destinasi wisata unggulan Priangan Timur.

Pada tahun 2012 diharapkan lokasi dan tipe wisata sudah siap beroperasi,
meningkatkan destinasi wisata dengan mempromosikan potensi-potensi wisata baru,
meningkatkan jumlah pengunjung, ditopang dukungan promosi dan akomodasi wisata
yang semakin baik untuk tinggal dalam kunjungan.

Rencana utama pemanfaatan sektor energi panas bumi dan air ditujukan untuk
peningkatan utilisasi potensi energi panas bumi dan air dalam rangka memenubhi
kebutuhan konsumsi domestik terutama untuk sektor manufaktur yang relevan,
maupun untuk di jual ke daerah lain. Pada tahun 2012, diharapkan database sudah
memadai dan semakin mantap dengan tim pengelola sudah siap dengan pilihan
teknologi eksploitasi energi panas bumi dan air.
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Dalam kaitannya dengan penguatan kelembagaan, implementasi kebijakan Common
Goal (CG) diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat terhadap pelaksanaan
pembangunan ke depan, antara lain: (1) Mengintegrasikan berbagai kegiatan secara
sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan dapat lebih terlihat kontribusinya
terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program; (2) output kegiatan
dapat lebih diarahkan untuk secara tegas mendukung masing-masing program
pembangunan Jawa Barat; (3) Pelaksanaan pembangunan dapat lebih mendorong
team work dari OPD terkait dan antar Bidang di setiap OPD; (4) Mengefektifkan fungsi
pelayanan yang harus dilakukan oleh setiap OPD; (5) Mengefisienkan penggunaan
anggaran yang relatif terbatas jumlahnya; (6) Mengefisienkan dan mengefektifkan
penggunaan sarana dan prasarana; dan (7) Memudahkan dan mengefisienkan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Secara kewilayahan Jawa Barat terbagi atas empat wilayah pembangunan yaitu
wilayah Bogor, Wilayah Purwakarta, wilayah Cirebon, dan wilayah Priangan. Masing-
masing wilayah tersebut memiliki karakteristik khas terutama dalam potensi ekonomi
berbasis potensi lokal. Untuk itu, kebijakan pembangunan ekonomi pada masing-
masing wilayah tersebut diarahkan untuk memacu pembangunan ekonomi berbasis
potensi local dalam kerangka pengembangan industri kreatif.

Untuk operasionalnya arah pembangunan tersebut memerlukan dana yang tidak
sedikit, sedangkan ketersediaan pendanaan pada pemerintah relatif terbatas.
Sinergitas pendanaan dari berbagai sumber baik dari masyarakat, sektor swasta,
maupun pemerintah (daerah dan pusat) memerlukan pengorganisasian yang lebih
kuat untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih baik.

Arah kebijakan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan,
mengurangi jumlah penganguran, serta dapat meningkatkan IPM sesuai dengan yang
telah ditargetkan.

Ekonomi Jawa Barat diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,2 sampai 6,4 persen di
tahun 2011 didorong oleh konsumsi dan semakin membaiknya investasi.
Perkembangan indikator makro ekonomi Provinsi Jawa Barat secara terinci disajikan
pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Barat
No Indikator Realisasi Realisasi Rencana Rencana
Tahun 2009 | Tahun 2010 | Tahun 2011 **) | Tahun 2012 **)
1. Laju  Pertumbuhan 4,29 6,09 50-6,0 6,0-6,5
Ekonomi (%)
2. Indeks Gini 0.36 N/A 0,19-0,20 0,18-0,19
3. PDRB Perkapita (Rp 7,29 7,48 7.106 -7.500 7.106 — 7.500
Juta)
4. Kemiskinan (%) 11,96 11,27 10.31 9,45
5. Inflasi (%) 3,09 6,46 4-6 35-55
6. PDRB adhk Tahun 302,62 321,87 340,79 363,01
2000 ( Rp Triliyun)
7. Laju  Pertumbuhan 9,70 17,38 10,00 - 12,00 12,00 - 14,00
Investasi (%)
8. IPM 71,64 72,08* 73,25 - 73,40 74,16 — 74,66
a. Indeks 81,14 81,67* 82,92 - 83,29 83,80 — 84,36
Pendidikan
b. Indeks 71,67 72,00% 73,33 — 73,40 74,16 — 74,66
Kesehatan
c. Indeks Daya 62,10 62,57* 63,53 64,18

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012

I - 13



. Realisasi Realisasi Rencana Rencana
No Indlkator Tahun 2009 | Tahun 2010 | Tahun 2011 **) | Tahun 2012 **)
Beli
9. Tingkat 10,96 10,33 10,47 10,24
Penggangguran
Terbuka (%)
10. | Investasi (PMA dan 30,21 46,60 39,47 43,71
PMDN) (Rp triliyun)
11. | LP Pertanian (%) 13,00 1,00 12,73 12,68
adhk
12. | LP Industri (%) adhk -1,74 2,90 44,54 44,49
13. LP Perdagangan (%) 10,12 11,77 17,22 17,24
adhk

c. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung
Arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012, mengacu kepada
Misi Kepala Daerah, yaitu Misi Ketiga : "Memantapkan pembangunan perdesaan” dan
Misi keenam : “Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing”.

Mayoritas wilayah Kabupaten Bandung adalah perdesaan, oleh karena itu tumpuan
pembangunan, salah satunya diarahkan pada wilayah perdesaan. Upaya dalam
mewujudkan pembangunan perdesaan yang mantap, menuju Kabupaten Bandung
yang “Maju, Mandiri dan Berdaya Saing” adalah melalui peningkatan keberdayaan
lembaga perdesaan; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa;
peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa; peningkatan
kapasitas dan pemberdayaan masyarakat; perkuatan lembaga-lembaga keuangan
mikro di desa; peningkatan pendapatan asli daerah desa; peningkatan peran serta
kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses
pangan; serta pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras.

Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya
untuk meningkatkan Perekonomian Kabupaten Bandung yang berbasisi potensi lokal
dalam upaya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Semakin besar daya
beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah
Peningkatan kemampuan kelembagaan UMKM; peningkatan kemampuan pengelolaan
dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; pengembangan
industri produktif berbasis UMKM; peningkatan keterampilan kewirausahaan;
penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal;
pengembangan model kemitraan wusaha hulu-hilir;, memudahkan aksesibilitas
pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil KUMKM; peningkatan posisi tawar
dan daya saing produk unggulan daerah; penataan pedagang kaki lima dan
asongan; peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan; peningkatan
kualitas SDM pencari kerja; peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
pengembangan potensi agribisnis; memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-
produk pertanian dan perikanan; mempermudah akses permodalan; pengembangan
kawasan pertanian dan perikanan penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui One
Village One Product (OVOP); pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan;
pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu; serta pembangunan dan
pengembangan kawasan wisata.
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3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011

Rancangan Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dari analisis
statistik perekononomian daerah, sebagai gambaran urutan untuk situasi Perekonomian
daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi Perekonomian Kabupaten Bandung
tahun 2010 disampaikan dalam karakteristik serta prospek pada tahun 2011.

Tabel 3.2
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bandung
Tahun 2010 - 2011

. Keadaan Proyeksi

No Indikator Tahun 2010 Tahun 2011
1 PDRB

- ADH berlaku (dim Jutaan Rp) 46.092.238,74 51.890.642,37

- ADH Konstan (dim Jutaan Rp) 21.734.661,19 23.012.659,27
2. PDRB perkapita

- ADH berlaku (dim Jutaan Rp) 14.519,53 15.554,85
3. | LPE (%) 5,88 5,91
4. | Angka Inflasi 5,66 5,83
5. Laju Investasi (%) 7,17 7,43
6. | Jumlah Pengangguran 130.451 133.796
7. | Jumlah Penduduk Miskin 635.763 652.031

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan
kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,
memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat dan
meningkatkan hubungan ekonomi regional. Indikator-indikator makro yang bersifat
ekonomi  terdiri dari: pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran
masyarakat/pendapatan per kapita.

Perkembangan kegiatan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari besarnya
laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung
tahun 2010 adalah sebesar 5,88% dan diproyeksikan naik sebesar 0,03 % menjadi
5,91 % pada tahun 2011. Jika melihat LPE Kabupaten Bandung ini masih lebih tinggi
bila dibanding rata-rata Propinsi Jawa Barat yang tumbuh sebesar 6,0 -6,5%.
Pertumbuhan yang masih positif ini merupakan momentum yang sangat berarti karena
hal ini menunjukkan adanya proses recovery dalam perekonomian Kabupaten Bandung.

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-
masing penduduk dan besarnya pendapatan per kapita tersebut diperoleh dari hasil bagi
antara pendapatan regional netto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Namun perlu diingat bahwa tidak seluruh PDRB Kabupaten Bandung dapat dinikmati
oleh seluruh masyarakatnya, hal ini dikarenakan adanya sebagian nilai PDRB yang
dibawa ke luar daerah. Oleh karena itu kesejahteraan ini diharapkan makin merata, baik
antar golongan pendapatan masyarakat, antar sektor kegiatan/mata pencaharian
maupun antar wilayah.

Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun 2010 mencapai 5,66 %, naik dari
tahun sebelumnya sebesar 3,15%, walaupun meningkat namun nilai ini masih
digolongkan sebagai inflasi ringan karena dibawah 10% pertahun. Berdasarkan
persektor pada tahun 2010 inflasi tertinggi terjadi sektor pertanian yang mencapai
8,03%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,26, sector jasa-jasa sebesar
6,06%, sektor industri pengolahan sebesar 5,59%, sektor pertambangan dan
penggalian sebesar 5,28%, sector listrik, gas dan air bersih sebesar 4,34%, sektor
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keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,02%, sektor bangunan/kontruksi
sebesar 2,46% dan yang paling kecil dari sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar
1,80%. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar AS cenderung stabil selama tahun
2010 vyaitu berada pada kisaran Rp.10.000 — 9.400 per dollar. Membaiknya
perekonomian dunia berpengaruh pada Indonesia tahun 2011, sehingga perkiraan nilai
tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada kisaran Rp.10.000 — 9.500 dan terus
membaik hingga pada tahun 2012 sebesar Rp.9.200 per dollar AS.

Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Bandung tahun 2010 sebanyak 635.763
RTS dan proyeksi tahun 2011 sebanyak 652.031 RTS. Masih tingginya jumlah rumah
tangga miskin ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk, Sumber daya yang tidak
merata, kemampuan penerimaan dan pengeluaran yang tidak seimbang dan
ketidaksamaan kesepakatan kerja dan berusaha yang dimiliki penduduk serta
mentalitas kerja yang masih perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Dengan
semakin tingginya komitmen pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan diharapkan
jumlah penduduk miskin pada tahun-tahun berikutnya dapat terus menurun sejalan
dengan kebijakan pemerintah dan komitmen MDG’s untuk menurunkan penduduk
miskin menjadi setengahnya pada tahun 2015.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung pada tahun
2010 mencapai 53,44 %, terdiri dari : TPAK laki-laki sebesar 70,56 % dan TPAK
perempuan sebesar 35,72 %. TPAK tahun 2010 ini meningkat 1,44 point bila
dibandingkan dengan tahun 2009, di mana TPAK tahun 2009 mencapai 52 %. Terdapat
ketimpangan yang cukup tajam antara TPAK laki-laki dengan perempuan, perempuan
cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja, hal ini kemungkinan
disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai
ibu rumah tangga.

Tingginya TPAK seyogyanya diimbangi dengan besarnya kesempatan kerja.
Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan
kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Tahun
2010 kesempatan kerja pada lapangan usaha di Kabupaten Bandung mencapai 89,80 %
sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,20 %.

Tabel 3.3
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung
Tahun 2010

_ 2010 (%)

No Jenis < .
Kelamin | TpaK | TPAK esimpa 4N | pengangguran

erja

1. | Laki-laki 76,32 | 70,56 94,16 5,84
2. | Perempuan | 27,46 | 35,72 80,88 19,12
Jumlah 52,00 | 53,44 89,80 10,20

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM Tahun 2010.

Kontribusi perekonomian tiga terbesar atas dasar harga berlaku tahun 2010
dan 2011 dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan, yaitu dengan kontribusi tahun
2010 sebesar 59,60% dan tahun 2011 sebesar 58,75%. Kemudian disusul oleh sektor
perdagangan, hotel dan restoran tahun 2010 sebesar 16,991% dan tahun 2011 sebesar
17,52%. Untuk sektor pertanian, kontribusinya pada tahun 2010 sebesar 7,53% dan
tahun 2011 sebesar 7,78%.
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Berdasarkan tabel 3.3 di bawah ini, secara keseluruhan dapat kita gambarkan
sebagai berikut bahwa pada sektor PDRB terdapat pergeseran atau peralihan usaha
yang dilakukan oleh masyarakat dari sektor industri ke sektor perdagangan, hotel dan
restoran, sektor pertanian dan jasa serta sektor bangunan (lihat dari selisih kontribusi
sektor tahun 2010-2011). Walau secara statistik menunjukkan bahwa kontribusi sektor
industri masih dominan.

Tabel 3.4.
Peranan NTB Atas Harga Berlaku Setiap Kelompok Sektor
Dalam Perekonomian Kabupaten Bandung
Tahun 2010-2011

No. Lapangan Usaha Tahun Selisih
2010 (%) 2011 (%)
A. Primer
1. | Pertanian 7,53 7,78 0,25
2. | Pertambangan dan Penggalian 1,26 1,23 (0,03)
B. Sekunder
Industri Pengolahan 59,60 58,75 (0,85)
4. | Listrik, Gas dan Air 1,61 1,58 (0,03)
Bangunan 1,6 1,68 0,02
C. Tersier
6. | Perdagangan, Hotel dan Restoran 16,91 17,52 0,60
7. | Pengangkutan dan Komunikasi 4,19 4,11 (0,09)
8. Eeuangan, Persewaan dan Jasa 1,95 1,03 (0,02)
erusahaan
9. | Jasa-jasa 5,28 5,43 0,15
PDRB 100 100

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Tahun 2010-2011.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012,

Dengan arah kebijakan ekonomi makro dan memperhatikan lingkungan eksternal
dan internal, sasaran ekonomi makro ditandai dengan Laju pertumbuhan ekonomi,
dimana proyeksi pada tahun 2011 dan 2012 yaitu:

Tabel 3.5
Proyeksi Indikator Makro Tahun 2011 dan 2012

No Indikator Proyeksi 2011 Proyeksi 2012
1 Jumlah Penduduk (jiwa) 3.299.988 3.387.035
2 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2,63 2,64
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,91 5,50
4 Inflasi PDRB (%) 5,41
5 PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta 45,784,564

rupiah)
6 PDRB atas Dasar Harga Konstan (juta 22,958,300

rupiah)
7 Jumlah Keluarga Miskin*) 652.031 668.716
8 Laju Pertumbuhan Investasi***) (%) 7,43 7,55
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No Indikator Proyeksi 2011 Proyeksi 2012
9 PDRB Perkapita pertahun (Rp) atas harga 15.554,86 17.050,50
berlaku

10 IPM 75,03 75,66
11 Indeks Pendidikan 86,01 86,23
12 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 9,15 9,21
13 Angka Melek Huruf (%) 98,53 98,65
14 Angka Harapan Hidup (tahun) 70,06 70,27
15 Indeks Kesehatan 75,11 75,45
16 Indeks Daya Beli 63,97 65,30
17 Daya Beli (ribuan rupian) 576,80 582,57

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Tahun 2010-2011.

Berdasarkan cerminan angka proyeksi indikator makro sosial ekonomi Kabupaten
Bandung tahun 2011 dan 2012, perlu beberapa kebijakan pemerintah untuk
menstabilkan dan mengakselerasikan terhadap pencapaian, bahkan meningkatkan
kondisi perekonomian daerah, yaitu sebagai berikut :

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari beberapa sektor ekonomi yang
menjadi andalan Kabupaten Bandung.

Stabilitas ekonomi terjaga dengan baik, salah satunya tercermin dari tingkat
pertumbuhan investasi yang meningkat dari 7,43% tahun 2011 menjadi 7,55%
pada tahun 2012.

Terjaganya stabilitas ekonomi yang didukung oleh permintaan eksternal yang kuat,
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan diatas 5%.
Pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang semakin ditekan melalui
beberapa program prioritas dan upaya sinergitas dengan dukungan kebijakan pusat
maupun provinsi Jawa Barat.

Potensi ekonomi yang relatif besar di sektor pertanian, perindustrian, perdagangan
dan pariwisata dengan berbasis UMKM dan mengedepankan ekonomi kerakyatan,
diharapkan bisa berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentaskan
kemiskinan.

3.1.3 Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal

Berdasarkan Isu Strategis yang merupakan gambaran umum permasalahan yang
dihadapi Kabupaten Bandung, dapat diklasifikasikan dalam masing-masing isu aspek
lingkungan internal dan eksternalnya, sebagai berikut:

1. Pelayanan publik yang profesional

Internal Eksternal
(+) Kekuatan (+) Peluang
e Jumlah aparatur yang sudah memadai e Rasio jumlah pegawai terhadap
e Adanya Sistem dan prosedur Perijinan pelayan publik cukup memadai
Satu Pintu e Budaya Good Governance dan Clean
Governance.
e Adanya ruang partisipasi public
(-) Kelemahan (-) Ancaman
¢ Rendahnya kualitas SDM e Belum optimalnya implementasi hasil
e Rendahnya kinerja aparatur partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
e Belum jelasnya pembagian
kewenangan antar tingkatan
pemerintahan
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2. Peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan pendidikan

Internal

Eksternal

(+) Kekuatan

e Tersedianya sarana dan prasarana
pendidikan

e Tersedianya SDM bidang pendidikan

(+) Peluang

e Dukungan Anggaran yang memadai

e Adanya peran serta masyarakat untuk
berpartisipasi menyelenggaraan
pendidikan

e Kebijakan pemerintah untuk sektor
pendidikan

(-) Kelemahan

e Masih rendahnya APS SMA/MA/SMK

e Masih rendahnya rasio ketersediaan
sekolah

e Masih rendahnya rasio guru terhadap
murid

e Rendah kualitas pendidikan guru

(-) Ancaman

e Rendahnya pemahaman orangtua
akan pentingnya pendidikan

e Rendahnya minat melanjutkan sekolah
karena tuntutan ekonomi

3. Peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan kesehatan

Internal

Eksternal

(+) Kekuatan

e Tersedianya SDM bidang kesehatan

e Meningkatnya cakupan pelayanan
kesehatan

(+) Peluang

e Adanya peran serta masyarakat untuk
melakukan pola hidup bersih dan
sehat

e Minat swasta untuk berpartisipasi
dalam pelayanan kesehatan cukup

tinggi

(-) Kelemahan

e Kualitas dan kuantitas pelayanan
kesehatan belum merata untuk seluruh
wilayah

e Masih rendahnya aksesibilitas
masyarakat terhadap sarana dan
prasarana kesehatan

e Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan
terhadap penduduk

(-) Ancaman

e Minat tenaga kesehatan untuk
melaksanakan tugas di wilayah
perdesaan masih rendah

e Aksesibilitas infrastruktur menuju
sarana kesehatan masih rendah

4. Peningkatan perluasan kesempatan kerja

Internal

Eksternal

(+) Kekuatan
e Jumlah tenaga kerja banyak

(+) Peluang

e Kabupaten Bandung sebagai
Kabupaten penyangga Ibukota
Provinsi

]

(-) Kelemahan

e Masih rendahnya kualitas SDM

e Masih kurangnya akses Informasi bursa
kerja

(-) Ancaman

e Masuknya tenaga kerja dari luar
Kabupaten Bandung

e Globalisasi pasar
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Internal

Eksternal

Rendahnya minat tenaga kerja untuk
menciptakan lapangan kerja baru
Tidak seimbangnya antara permintaan
dan penawaran tenaga kerja

5. Peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani

Internal

Eksternal

(+) Kekuatan

Potensi SDA dan SDM yang bekerja di
sektor pertanian cukup besar.
Pembinaan kelembagaan dan pelatihan
usaha produksi pertanian serta upaya
peningkatan ketahanan pangan

Sektor pertanian merupakan sektor
andalan (Core business)

Masih tingginya partisipasi masyarakat
dan petani dalam kelembagaan ekonomi
desa dan kelompok tani ditandai dengan
banyaknya lembaga mitra pertanian
Banyak tersedianya lumbung pangan
desa

Telah terbentuknya Dewan Ketahanan
pangan di Kabupaten Bandung

(+) Peluang

e Keberpihakan pemerintah terhadap
sektor andalan pertanian dan
kebijakan ketahanan pangan semakin
meningkat

e  Cukup banyak dan beragamnya
lembaga ekonomi pedesaan
penunjang sektor pertanian.

e Pasar pertanian kabupaten terbuka
lebar baik untuk lokal, nasional
maupun pasar global.

e Regulasi dan kebijakan pemerintah
yang cukup kuat untuk mendorong
program ketahanan

e Teknologi dan Informasi

(-) Kelemahan

Manajemen Kelembagaan masih bersifat
tradisional

Stakeholder Pertanian masih terbatas
untuk mengakses permodalan.

Masih rendahnya kualitas SDM pertanian
Rendahnya posisi tawar produk
pertanian

Belum optimalnya program diversifikasi
pangan

Jalur distribusi Pangan belum merata
kesetiap pelosok daerah

Kualitas, Kuantitas, kontinuitas yang
belum terjamin

Kurang optimalnya peranan koperasi
unit desa (KUD) dalam pengembangan
usaha sektor pertanian.

(-) Ancaman

e Rendahnya minat generasi muda di
bidang pertanian

e Maraknya produk pertanian yang
masuk ke kabupaten baik dari produk
tingkat lokal, nasional maupun global
(perdagangan bebas)

e Tradisi dan budaya untuk mengubah
produk pangan andalan pangan masih
rendah

e Peningkatan tingkat komsumsi pangan
yang ditandai dengan penambahan
jumlah penduduk

e Alih fungsi lahan pertanian ke non
pertanian cenderung masih besar

e Kurang diminatinya pengembangan
sektor pertanian oleh sektor
perbankan

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah

Internal

Eksternal

(+) Kekuatan

Kondisi jaringan jalan kabupaten yang
relatif baik

Tersedianya Sarana transportasi yang
memadai

(+) Peluang

e Tingginya minat swasta untuk

membangun sarana dan prasarana

e Perkembangan wilayah yang cukup

pesat
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Internal Eksternal
(-) Kelemahan (-) Ancaman
e Belum meratanya penyebaran e Topografi wilayah merupakan daerah
infrastruktur di wilayah pegunungan yang rentan terjadinya
e Belum efisiennya pembangunan sarana gerakan tanah/longsor
dan prasarana e Curah hujan yang tinggi hampir
e Sarana dan prasarana pendukung sepanjang tahun/mengakibatkan
wiayah kurang memadai kerusakan infrastruktur

7. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaku usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM)

Internal Eksternal

(+) Kekuatan (+) Peluang

e Mampu menyerap tenaga kerja lokal e Keberpihakan pemerintah terhadap
yang cukup besar UMKM semakin meningkat

e Tingkat kreativitas & fleksibilitas cukup e Produk Khas UMKM Kabupaten
tinggi dalam mengembangkan usaha Bandung sangat dikenal dan dimintai

e Sumber bahan baku cukup besar komsumen
tersedia e Pasar terbuka lebar baik untuk lokal,

e Tidak memerlukan modal usaha yang nasional maupun pasar global
besar e  Cukup banyak dan beragamnya

e Bahan baku mudah dan tersedia cukup lembaga ekonomi koperasi non
banyak koperasi sebagai mitra UMKM.

(-) Kelemahan (-) Ancaman

e  Struktur organisasi dan pengelolaan e Kebijakan Asia Free Trade Area
lembaga belum optimal dan masih (AFTA) membuat tingkat persaingan
tradisional semakin tajam.

e Kurang optimalnya peranan koperasi e Semakin maraknya usaha pengolahan
dalam pengembangan usaha sektor produk unggulan daerah dengan basis
UMKM UMKM

e Akses permodalan masih terbatas

e Lemahnya daya saing produk

e Pola kemitraan lembaga belum terjalin
optimal

e Promosi dan akses pemasaran produk
masih terbatas

8. Perluasan pelayanan air bersih dan air baku

Internal Eksternal
(+) Kekuatan (+) Peluang
e Sumber air baku tersedia cukup e Potensi pelanggan sangat besar.
melimpah. e Harga air bisa menutupi biaya
e Adanya Lembaga Pengelola Air Bersih produksi.

(PDAM dan BPBD)

(-) Kelemahan (-) Ancaman
e Manajemen Pengelolaan Belum Optimal. | ¢  Konservasi lahan yang belum optimal
e Lokasi dan Penyebaran Sumber Mata Air | ¢ Meningkatnya Alih fungsi lahan

Jauh dari Kawasan Pemukiman terutama di bagian hulu.
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9. Penanggulangan terpadu bencana

Internal Eksternal
(+) Kekuatan (+) Peluang
e Adanya lembaga penanggulangan e Aturan mengenai penanggulangan
bencana bencana

e Sinergitas antar tingkatan pemerintahan
e Fasilitas dan sarana telekomunikasi yang
memadai

e Peran serta masyarakat dalam
penanggulangan bencana

(-) Kelemahan

e Masih kurangnya data dan informasi
mengenai potensi daerah bencana

e Belum terpetakannya daerah rawan
bencana

(-) Ancaman

e Curah hujan yang tinggi dan tidak
menentu

e Kondisi topografi berupa dataran
tinggi

e Sulitnya aksesibilitas menuju daerah
rawan bencana

e Terjadinya pembangunan di daerah
rawan bencana alam

10.Perbaikan kualitas lingkungan dan pengendalian tata ruang

Internal

Eksternal

(+) Kekuatan

e Kondisi wilayah yang cukup luas

e Keanekaragaman hayati dan sumber
daya alam yang memadai

e Adanya penegakan hukum lingkungan

e Kepedulian seluruh pemangku
kepentingan terhadap pengelolaan
lingkungan

¢ Nilai ekonomi lahan yang cenderung
semakin meningkat

e Pola penggunaan lahan berkembang
pesat

e Tingginya tingkat pembangunan
perkotaan di Kabupaten Bandung

(+) Peluang

e Peningkatan kesadaran masyarakat
terhadap lingkungan

e Adanya tradisi dan budaya peduli
lingkungan

e Adanya ketentuan dan peraturan
pengelolaan lingkungan

e Minat investasi terhadap lahan yang
cukup tinggi

(-) Kelemahan

e Belum optimalnya pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan (pengelolaan
sampah)

e Masih rendahnya pengawasan terhadap
kerusakan lingkungan

e Tidak ada batas yang jelas antara
kawasan perkotaan dan perdesaan

e Masih rendahnya pengembangan
wilayah di wilayah perdesaan

e Masih kurangnya peta yang memadai

(-) Ancaman

e Perubahan iklim global warming
(pemanasan global)

e Semakin meningkatnya luas lahan
kritis

e Kebutuhan akan perumahan dan
permukiman yang tingggi

e Tingginya tingkat pencemaran dari
kegiatan industri

e Tingginya tingkat alih fungsi lahan

e Terjadinya pembangunan yang tidak
memiliki ijin
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11.Pemantapan pembangunan daerah dan perdesaan

Internal

Eksternal

(+) Kekuatan

Adanya lembaga masyarakat desa
Adanya sarana dan prasarana
pendukung pembangunan perdesaan
Adanya badan yang menangani
pemberdayaan masyarakat desa

(+) Peluang

Adanya pembagian kewenangan
terhadap pemerintahan desa

Adanya anggaran untuk pembangunan
desa yang memadai

(-) Kelemahan

Tingkat pengatahuan SDM masih rendah
Lemahnya pengelolaan lembaga desa
Kesenjangan infrastruktur

Rendahnya budaya gotongroyong di
masyarakat

(-) Ancaman

Seringnya kejadian bencana alam
Terjadinya berbagai konflik
kepentingan

12.Penguatan budaya lokal dan peningkatan destinasi wisata terpadu

Internal

Eksternal

(+) Kekuatan

Sektor pariwisata merupakan salah satu
sektor andalan kabupaten (core business)
Berkembangnya paguyuban budaya
sunda

Banyaknya lembaga paguyuban /asosiasi
yang bergerak di sektor wisata dan
budaya

(+) Peluang

Keberpihakan pemerintah terhadap
pengembangan sektor pariwisata
pedesaan dan budaya lokal sangat
dominan

Regulasi dan kebijakan pemerintah
pusat, provinsi dan kabupaten yang
mendukung terhadap
pengembangan sektor pariwisata
daerah

Tingginya minat wisatawan untuk
berkunjung ke objek wisata alam
dan wisata lainnya

(-) Kelemahan

Belum tersusunnya data potensi dan
permasalahan yang akurat tentang
pariwisata kabupaten Bandung
Kurang optimalnya peranan lembaga
mintra non pemerintah dalam
mengembangkan pariwisata daerah.
Pola kemitraan lembaga belum terjalin
optimal dalam pengelolaan objek wisata
Masih terbatasnya sarana prasarana
penunjang objek daerah tujuan wisata
(ODTW)

Kurangnya promosi kebudayaan lokal
daerah(budaya sunda)

(-) Ancaman

Tekanan persaingan dari daerah lain
dan dunia luar dalam pengembangan
objek wusata daerah dan seni
budaya lokal

Kurangnya pemahaman dan
kecintaan masyarakat terhadap
budaya sunda dan wisata daerah.
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13.Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Internal Eksternal
(+) Kekuatan (+) Peluang
e Suasana yang kondusif e Tingkat partisipasi masyarakat untuk
e Kerjasama berbagai elemen baik menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat maupun pemerintah untuk cukup tinggi
menjaga keamanan e Penegakan hukum melalui
pendekatan persuasif
(-) Kelemahan (-) Ancaman
e Terjadinya kebebasan individu yang e Meningkatnya baik kuantitas maupun
menyebabkan konflik kualitas kejadian perkara pidana dan
e Terjadinya polarisasi sosial perdata
e Belum optimalnya Implementasi e Terjadinya migrasi dari luar daerah
penegakan hukum e Terjadinya berbagai konflik
kepentingan

14.Peningkatan sarana prasarana perekonomian kerakyatan

Internal Eksternal
(+) Kekuatan (+) Peluang
e Variasi dan jumlah jenis usaha banyak e Mudahnya mengikuti mekanisme pasar
e Banyaknya akses permodalan di
lembaga perbankan

(-) Kelemahan (-) Ancaman

e Terbatasnya akses permodalan e Banyaknya pasar/toko modern

¢ Lemahnya kualitas SDM tentang
pengadministrasin

e Belum adanya skim kredit mikro bagi
UMKM melalui lembaga non bank

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan
pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut
dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan
pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang
menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang
didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri dari pendapatan asli
daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), dana perimbangan
(meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus) Lain-lain Pendapatan Yang Syah (meliputi Hibah, Dana Darurat, Bagi
Hasil Pajak dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya).
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a. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp
236.553.426.838,35; yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp 105.813.342.679,19;
Retribusi Daerah sebesar Rp 29.958.312.159,16; Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 45.250.000.000,00; dan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 55.531.772.000,00.

b. Dana Desentralisasi

Selain dari PAD salah satu sumber pendanaan bagi APBD adalah dana perimbangan
yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dana perimbangan ini dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada tahun 2012, mendapat dana
perimbangan diproyeksikan sebesar Rp 1.336.417.562.045,00, terdiri atas Dana
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 135.281.622.105,00; Dana
Alokasi Umum sebesar Rp 1.201.135.939.940,00; sedangkan untuk Dana Alokasi
Khusus belum dimasukan menuggu Peraturan Menteri Keuangan, dikarenakan DAK
sifatnya spesifik Grant.

Terkait dengan kedudukan Pemerintahan Desa sebagai daerah otonom, Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Dengan adanya kewenangan
Desa tersebut, maka konsekuensinya terdapat dana APBD yang dialokasikan untuk
membiayai urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut dalam bentuk Alokasi
Dana Perimbangan Desa (ADPD). Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di
Dalam struktur APBD, dana desentralisasi kepada Pemerintahan Desa dimasukkan
ke dalam kode rekening Belanja Bagi Hasil.

c. Dana Tugas Pembantuan/APBN

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan Pemerintah
(Kementrian/Lembaga) kepada Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan/atau Desa
dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya
kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan
dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementrian
Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah. Selanjutnya kegiatan Tugas Pembantuan
di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh
Bupati.

Pendanaan dari Kementrian/Lembaga yang merupakan tugas pembantuan
dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Program/Kegiatan tugas
pembantuan kepada Pemerintah Daerah antara lain urusan Pendidikan, Kesehatan,
Pekerjaan Umum, Pertanian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun demikian, sampai dengan saat ini
Pemerintah Kabupaten belum mendapat informasi tentang Dana Tugas Pembantuan
yang akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa pengadministrasian dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN,
sedangkan pengadministrasian dana Desentralisasi mengikuti mekanisme APBD.
Menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah, Dana Dekonsentrasi dan Dana
Tugas Pembantuan secara bertahap akan dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.
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Pada Tahun 2012 alokasi Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan
sebesar Rp 129.502.760.000,00 yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 129.502.760.000,00.
alokasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan alokasi Bantuan Keuangan dari
Pusat, Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya masih menunggu konfirmasi dari

Pusat.

Sedangkan

Secara lengkap, proyeksi Pendapatan Tahun 2012 baik dari Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang dibandingkan
dengan APBD Tahun 2009 dan Tahun 2013, ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6.

Kabupaten Bandung
Tahun 2009 sampai dengan 2013

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

Jumlah
No Uraian Proveksi :
o o . yeksi/Target Tahun | Proyeksi/Target pada
Realisasi Tahun 2009 | Realisasi Tahun 2010 | Tahun Berjalan 2011 Rencana 2012 Tahun 2013
1 2 3 4 5 6 7
11. | Pendapatan Asli Daerah 152.549.655.824,00 | 199.240.708.310,00 | 215.448.347.314,00 |  236.553.426.838,35 | 287.140.614.542,79
111 | Pajak Daerah 4795111052800 |  59.385578.062,00 | 97.746.157.850,00 |  105.813.342.679,19 | 151.961.755.178,26
11.2. | Retribusi Daerah 40870.885.107,00 |  60.254.329.366,00 |  26.158.989.464,00 2995831215916 |  31.717.661630,93
1.3, | Hasil Pengelolaan Kekayaan 43.280.145688,00 |  52.790.345.01500 |  44.000.000.000,00 45.250.000.000,00 |  45.750.000.000,00
Daerah Yang Dipisahkan
1.4, | Lain-ain Pendapatan Asi 2044751450100 |  26810455.867,00 |  47.543.200.000,00 55531.772.00000 |  57.711.197.733,60
Daerah Yang Sah.
12. | DanaPerimbangan 1.444.122.553.979,00 | 1.436.030.033.073,00 | 1.450.009.799.650,00 | 1.336.417.562.045,00 | 1.306.152.908.501,00
1.1, | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 333.279112.979.00 | 230.844.123.073,00 | 155.721552.650,00 |  135.281622.105,00 | 105.016.968.561,00
Hasil Bukan Pajak
12.2. | Dana Alokasi Umum 1.080215.507.000,00 | 1.086.282.210.000,00 | 1.203.323.247.000,00 | 1.201.135.939.940,00 | 1.201.135.939.940,00
12.3. | Dana Alokasi Khusus 30.627.934.00000 | 118.903.700.000,00 |  100.055.000.000,00 ] ]
13. ;::‘"ai" Pendapatan Yang 357.748.700.058,00 | 408.288.799.780,00 | 353.956.323.000,00 |  129.502.760.000,00 | 129.502.760.000,00
131, | Hibah ] ]
1.3.2. | Dana Darurat 44.266.548.000,00 - - -
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
13.3. | dan dan Dari Pemerintah 112.040.363.851,00 | 118.058.122.758,00 | 129.502.760.000,00 |  129.502.760.000,00 | 129.502.760.000,00
Daerah lainnya
134, Eﬁﬂ:upse"yesuaia” dan Otonomi 53.130.350.000,00 | 172.051.700.400,00 | 224 .453563.000,00 . .
13,5, | Bantuan Keuangan Dari Provinsi | 446 344 499 207,00 | 118.178.976.622,00 . . .
Pemerintah Daerah Lainnya
Jumiah Pendapatan Daerah 1.954.420.900.861,00 | 2.043.559.541.163,00 | 2.028.504.469.964,00 | 1.702.473.748.883,35 | 1.722.796.283.043,79

(11+1.2+1.3)
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3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Adapun sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi
pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (meliputi Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah (meliputi Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari
Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus dan
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya) dan Pembiayaan Daerah
(meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
dan Penerimaan Piutang Daerah).

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2012 mengacu kepada
arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RPIJMD 2011-2015 disesuaikan
dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber
penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber
pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan
Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan
untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :

a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara:
membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan
pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala
peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan
target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan
kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;

b. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis
terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap
perekonomian. Melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya;

c. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan
Daerah;

d. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;

e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan
Pemerintah Pusat, Provinsi, dan SKPD Penghasil,

f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan
kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;

h. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
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2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN
yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (fisca/ gap) sebagai akibat selisih
kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity).

Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari

Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan
pembagian dalam Dana Perimbangan;

b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari
Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan belanja daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 masih didominasi oleh
belanja pegawai yaitu sebesar Rp 1.114.212.584.151,00 atau 59,87% sedangkan
untuk dan belanja publik sebesar Rp 579.484.422.441,00 atau 31,14%.

Namun demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah Kebijakan belanja daerah
diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan
mempertimbangkan realisasi IPM Tahun 2009 yang baru mencapai sebesar 73,39
sehingga diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian
IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk
memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2012 diarahkan dengan pengaturan pola
pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain
adalah:

1. Belanja daerah pada tahun 2012 dititikberatkan kepada prioritas pembangunan
daerah dan program unggulan Kepala Daerah, yaitu:

Strategi Peningkatan Pendapatan Pertanian

Pengembangan Pasar Tradisional

Penataan PKL

Pengelolaan Sampah

Pembuatan Air Minum Mineral

Penanggulangan Akibat Banjir

Perbaikan Infra Struktur Jalan

Peningkatan Derajat Kesehatan

Penataan Taman Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan

Pemberdayaan Aparatur Pejabat Tiap Tingkatan

Wisata Terpadu
|.  Perbaikan Rumah Kumuh

2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
Kabupaten Bandung vyang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan
publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat
efektivitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui
pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah
antisipasinya;
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10.

11.

12.

13.

14.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan

pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten

Bandung;

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi

dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;

Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari

volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR

DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun serta menciptakan

pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan

memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama

untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga
medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki
kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;

Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan

diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan

dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi
dan KUKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;

Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di

bawah 10% diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan

investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan
ketenagakerjaan;

Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan

pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di

pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;

Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah

akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran

lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 35%, mitigasi bencana,
pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan
terhadap sumber daya alam;

Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja

dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan

kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung, serta anggaran belanja yang
direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;

Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja

tetap (fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang

berkelanjutan (multi years);

Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :

a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam
bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b) Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan
pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang
(principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman;

c) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan
bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
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d)

e)

g)

h)

Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat
yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan
pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada
pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Mengalokasikan belanja bagi Hasil kepada Pemerintah Desa digunakan untuk
menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah
(Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan setelah dikurangi
belanja pegawai dan DAK sekurang-kurangnya 10%) kepada Desa sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan
secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal Desa dalam
melaksanakan otonomi daerah;
Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang
digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau
khusus dari daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan
kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan
Pemerintah Kabupaten Bandung.
Tabel 3.7.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Bandung
Tahun 2009 s/d Tahun 2013

No

Uraian

Jumlah

- - ) Proyeksi/Target Proyeksi/Target pada
Realisasi Tahun 2009 Realisasi Tahun 2010 Tahun Berjalan 2011 Tahun Rencana 2012 Tahun 2013
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Tidak
2.1, Langsung 1,279,421,739,311.38 | 1,444,066,504,276.70 | 1,450,973,889,792.00 | 1,281,451,243,804.94 | 1,280,861,557,113.53
2.1.1. Belanja Pegawai 960,281,724,576.00 1,142,263,357,762.00 1,246,523,919,354.00 | 1,114,212,584,151.00 | 1,114,212,584,151.00
2.1.2. Belanja Bunga
2.1.3. Belanja Subsidi - - - - -
2.1.4. Belanja Hibah 27,377,476,060.00 126,425,099,246.00 67,853,054,000.00 33,755,500,000.00 33,755,500,000.00
2.15. Be'a"éigzrt”an 25,421,455,142.00 29,679,615,500.00 16,069,979,382.00 10,248,815,700.00 10,248,815,700.00
Belanja Bagi Hasil
Kepada
2.1.6. Provinsi/Kabupaten 38,133,822,632.00 30,712,472,971.70 31,526,794,788.00 35,394,636,693.94 34,804,950,002.53
dan Pemerintah
Desa
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
2.1.7 Provinsi/Kabupaten 111,572,884,512.00 100,355,898,800.00 80,300,142,268.00 79,139,707,260.00 79,139,707,260.00
dan Pemerintahan
Daerah
Belanja Tidak
2.1.8. Terduga 116,634,376,389.38 14,630,059,997.00 8,700,000,000.00 8,700,000,000.00 8,700,000,000.00
B JUMLAH BELANJA 1,279,421,739,311.38 | 1,444,066,504,276.70 | 1,450,973,889,792.00 | 1,281,451,243,804.94 | 1,280,861,557,113.53

TIDAK LANGSUNG

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012

111 - 30




No

Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun 2009

Realisasi Tahun 2010

Tahun Berjalan 2011

Proyeksi/Target
Tahun Rencana 2012

Proyeksi/Target pada
Tahun 2013

2.2. Belanja langsung | 504,664,906,369.00 | 661,952,799,649.00 | 899,798,631,274.00 | 579,484,422,441.60 | 624,367,971,463.83
22.1. Belanja Pegawai 42,431,559,390.00 52,530,597,245.00 66,257,318,120.00
2.2.2. BE|a"jajiaS;a”g dan | 313307.976,912.00 | 411,271,122,644.00 | 556,108,954,919.00
223. Belanja Modal 148,925,370,067.00 | 198,151,079,760.00 | 277,432,358,235.00

JUMLAH BELANJA

504,664,906,369.00

661,952,799,649.00

899,798,631,274.00

579,484,422,441.60

624,367,971,463.83

LANGSUNG

TOTAL JUMLAH

BELANJA 1,784,086,645,680.38

2,106,019,303,925.70 | 2,350,772,521,066.00 | 1,860,935,666,246.53 | 1,905,229,528,577.36

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terbagi ke dalam dua komponen besar yaitu Penerimaan
Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun Anggaran 2012 arah
kebijakan pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan
kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan
penerimaan pembiayaan tahun 2012 adalah :

1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber
penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SilPA akan diupayakan
seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan
anggaran secara konsisten. SiLPA Pada tahun 2012 belum dapat keluarkan
karena harus menunggu perhitungan APBD yang telah diaudit oleh BPKP.

2) Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman
melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk
membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan
strategis lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal
(investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian
pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2012 adalah :

1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang
jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, dan dana LUEP.
2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman jika terjadi surplus anggaran.
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3) Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi
kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap
kelayakan BUMD.

4) Penumpukan dana cadangan tahun 2012 dalam rangka persiapan Pemilukada
Tahun Anggaran 2015.

Tabel 3.8.

Tahun 2009 s/d Tahun 2013

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Bandung

No Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun
2009

Realisasi Tahun
2010

Tahun Berjalan
2011

Proyeksi/Target
Tahun Rencana
2012

Proyeksi/Target
pada Tahun 2013

1 2

3

4

5

6

7

Penerimaan
Pembiayaan

158.011.869.459,14

340.329.389.787,76

322.423.551.102,00

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA)

155.509.599.178,14

317.829.389.787,76

241.813.436.242,00

Pencairan Dana
Cadangan

2.502.270.281,00

22.500.000.000,00

38.682.630.516,00

Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman
Daerah

31.927.484.344,00

Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman

10.000.000.000,00

Penerimaan Piutang
Daerah

JUMLAH
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

158.011.869.459,14

340.329.389.787,76

322.423.551.102,00

Pengeluaran
Pembiayaan

10.516.743.852,00

21.382.500.000,00

155.500.000,00

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

Pembentukan Dana
Cadangan

7.500.000.000,00

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

Penyertaan Modal
(Investasi)

2.999.811.041,00

21.382.500.000,00

155.500.000,00

Pembayaran Pokok
Utang

Pemberian Pinjaman
Daerah

Koreksi SiLPA Tahun
2008

16.932.811,00

JUMLAH
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN

10.516.743.852,00

21.382.500.000,00

155.500.000,00

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

147.495.125.607,14

318.946.889.787,76

322.268.051.102,00

(15.000.000.000,00)

(15.000.000.000,00)
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BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan penetapan target atau hasil yang

diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan, dan terintegrasi, konsisten serta
mengikat, untuk tercapainya tujuan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat

(1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD
pada tahun yang direncanakan.

4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan pasal 86 ayat 4 bahwa Tujuan dan sasaran pembangunan daerah
merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan
bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai
dalam periode yang direncanakan. Merujuk kepada evaluasi pembangunan tahun
2010 dan tahun berjalan 2011, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada
tahun 2012 yang merupakan tahun kedua masa RPJMD Kabupaten Bandung 2010 -
2015, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2012 mengacu kepada Visi
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2010 — 2015 vyaitu :

: “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan,
Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam
matriks tabel berikut :
Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan serta Sasaran Pembangunan

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing,
melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan
Perdesaan, Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Misi Tujuan Sasaran
Misi kesatu : Mewujudkan 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas
“Meningkatkan pelayanan publik pelayanan.
profesionalisme yang prima 2. Terlaksananya pengiriman CPNS
birokrasi”. peserta diklat prajbatan, peserta

diklatpim, diklat teknis dan bintek.

3. Terwujudnya Rancangan Peraturan
Daerah.

4. Terwujudnya pelayanan kedinasan
Kepala daerah/Wakil kepala daerah

5. Tersedianya SDM aparatur pengelola
keuangan daerah yang handal dan
professional secara paripurna baik
dalam pengelolaan pendapatn maupun
belanja daerah.
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Visi : “"Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing,
melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan
Perdesaan, Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Misi Tujuan Sasaran

6. Mengembangkan system perencanaan
pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan

7. Terwujudnya pelayanan Prima melalui
tansparansi pengaduan masyarakat

8. Terlaksananya koordinasi kerjasama
permasalahan peraturan perundang-
undangan

9. Meningkatkan penyelenggaraan
otonomi daerah.

10. Terciptanya kerjasama dengan berbagai
stakeholder dalam penyebaran
informasi pembangunan

Misi kedua : Meningkatnya 1. Meningkatnya angka melek huruf.
“"Meningkatkan kualitas SDMyang | 2, Meningkatkanya angka rata-rata lama
kualitas SDM berbudi pekerti sekolah (RLS).

(pendidikan dan luhur, berbudaya . s

3. Meningkatnya angka partisipasi kasar

kesehatan) yang sunda dan (APK) SMA/K/MA/Sederajat
berlandaskan berlandaskan iman ) ) J_ ’
serta melestarikan jenjang pendidikan menengah
budaya sunda”. kejuruan.

5. Meningkatnya jumlah PAUD.

6. Meningkatknya kualitas SDM Pendidik
dan Kependidikan.

7. Meningkatknya kualitas manajemen
pendidikan.

8. Meningkatknya prestasi olahraga dan
peran pemuda dalam pembangunan.

9. Meningkatnya akses dan mutu
pelayanan kesehatan.

10. Menurunnya AKI dan AKB.

11. Meningkatnya pembinaan dan
perlindungan terhadap penyandang
masalah sosial.

12. Meningkatnya kesalehan sosial.

13. Terwujudnya rasa memiliki atas budaya
sunda.

Misi ketiga : Meningkatkan 1. Meningkatnya peranan kelembagaan
“Memantapkan pembangunan desa desa

Pembangunan menuju desa yang 2. Meningkatnya peran serta masyarakat
Perdesaan”. mandiri. desa

3. Meningkatnya kapasitas fiskal
pemerintah desa

4. Meningkatnya desa mandiri pangan.
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Visi : “"Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing,
melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan
Perdesaan, Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Misi Tujuan Sasaran

Misi keempat : Mewujudkan Tersedianya produk hukum yang

“Meningkatkan keamanan dan implementatif.

keamanan dan ketertiban Meningkatnya kesadaran hukum

ketertiban masyarakat masyarakat.

wilayah”. . . .
Meningkatnya profesionalisme aparat
penegak hukum.
Meningkatnya kesadaran wawasan
kebangsaan bagi masyarakat.

Misi kelima : Mewujudkan Meningkatnya pemenuhan infrastruktur

“Meningkatkan keserasian dasar wilayah.

ketersediaan pembangunan Terwujudnya pola dan struktur ruang

infrastruktur dan
keterpaduan tata
ruang wilayah”.

infrastruktur dan tata
ruang wilayah.

yang sesuai dengan tata ruang wilayah.

Tertatanya areal permakaman
Terlayaninya penduduk oleh pelayanan
air bersih.

Terwujudnya kawasan perumahan yang
sehat dan layak huni

Terwujudnya sistem transportasi yang
terpadu.

Misi keenam :
“Meningkatkan
ekonomi
kerakyatan yang

Meningkatkan
kontribusi ekonomi
kerakyatan terhadap
perekonomian

Meningkatnya pelaku KUMKM yang
berbasis potensi lokal dan mampu
bersaing.

Meningkatnya kualitas tenaga kerja

berdaya saing”. daerah. yang berdaya saing.
Meningkatnya pendapatan petani.
Meningkatnya potensi-potensi unggulan
daerah.

Misi ketujuh : Menciptakan Terkendalinya dampak pembangunan

“Memulihkan
keseimbangan
lingkungan dan
menerapkan
pembangunan
berkelanjutan”.

lingkungan yang
serasi dan seimbang
dengan
memperhatikan daya
dukung dan daya
tampung lingkungan
serta Melaksanakan
mitigasi bencana.

terhadap lingkungan.

Terciptanya lingkungan yang bersih,
hijau dan bebas polusi
Terselenggaranya perlindungan dan
konservasi sumber daya alam”
Terwujudnya sistem
lingkungan

Berkurangnya tingkat pencemaran dan
kerusakan lingkungan.

Terwujudnya kawasan perkotaan yang
hijau dan ramah lingkungan
Meningkatnya fungsi kawasan lindung
dan daerah hijau.

Berkurangnya luas lahan kritis.

Berkurangnya tingkat resiko akibat
bencana/kebakaran.

informasi
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4.2.

Tujuan dan sasaran pada Misi pertama yaitu Meningkatkan Profesionalisme
Birokrasi merupakan terkait penyelesaian isu strategis pelayanan publik.

Tujuan dan sasaran pada Misi kedua yaitu Meningkatkan kualitas SDM
(pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan iman dan takwa serta melestarikan
budaya sunda, merupakan terkait penyelesaian isu strategis kualitas sumber daya
manusia (pendidikan, kesehatan, dan kesalehan sosial)

Tujuan dan sasaran pada Misi ketiga yaitu Memantapkan Pembangunan
Perdesaan, merupakan terkait penyelesaian isu strategis pembangunan perdesaan
dan ketahanan pangan

Tujuan dan sasaran pada Misi keempat yaitu meningkatkan keamanan dan
ketertiban wilayah, yang merupakan terkait penyelesaian isu strategis keamanan dan
ketertiban masyarakat.

Tujuan dan sasaran pada Misi kelima yaitu Meningkatkan ketersediaan
infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah, merupakan terkait penyelesaian
isu strategis pembangunan infrastruktur dan tata ruang

Tujuan dan sasaran pada Misi keenam vyaitu Meningkatkan ekonomi
kerakyatan yang berdaya saing merupakan terkait penyelesaian isu strategis
kemiskinan.

Tujuan dan sasaran pada Misi ketujuh yaitu Memulihkan keseimbangan
lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan, merupakan terkait
penyelesaian isu strategis Lingkungan hidup dan bencana alam.

Prioritas Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2012 pada dasarnya adalah
gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan
program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2011-2015. dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Tahun Rencana Prioritas Pembanguan daerah

No (RPIMD)

(RKPD)

Pelayanan publik yang profesional

Pelayanan publik yang profesional

Peningkatan dan perluasan kualitas
pelayanan pendidikan

Peningkatan dan perluasan kualitas
pelayanan pendidikan

Peningkatan dan perluasan kualitas
pelayanan kesehatan

Peningkatan dan perluasan kualitas
pelayanan kesehatan

Peningkatan perluasan kesempatan
kerja

Peningkatan perluasan kesempatan kerja

Peningkatan ketahanan pangan dan
kesejahteraan pelaku pertanian

Peningkatan ketahanan pangan dan
kesejahteraan pelaku pertanian

Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur wilayah

Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur wilayah
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No (RPIMD) (RKPD)

7 Peningkatan kualitas pengelolaan dan | Peningkatan kualitas pengelolaan dan
pelaku usaha mikro, kecil dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah
menengah (UMKM). (UMKM).

8 Perluasan pelayanan air bersih dan air | Perluasan pelayanan air bersih dan air
baku baku

9 Penanggulangan terpadu bencana Penanggulangan terpadu bencana

10 Perbaikan kualitas lingkungan dan Perbaikan kualitas lingkungan dan
pengendalian tata ruang pengendalian tata ruang

11 Pemantapan pembangunan daerah dan| Pemantapan pembangunan daerah dan
perdesaan perdesaan

12 Penguatan budaya lokal dan Penguatan budaya lokal dan
peningkatan destinasi wisata terpadu | peningkatan destinasi wisata terpadu

13 Pemantapan stabilitas keamanan dan | Pemantapan stabilitas keamanan dan
ketertiban masyarakat ketertiban masyarakat

14 Peningkatan sarana prasarana Peningkatan sarana prasarana
perekonomian kerakyatan perekonomian kerakyatan

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam
program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Priori p Kinerja
No pemll-:::;zzan Pen:gg:;:man SKPD
Indikator Target
1 Pelayanan publik | Program Termanfaatkannya Data 1 Dokumen Bappeda
yang profesional | Pengembangan penelitian dalam
data/informasi penunjang penyusunan
perencanaan
pembangunan daerah.
Program Kerjasama | Dokumen Perencanaan 1 Dokumen Bappeda
Pembangunan Berpedoman pada ISO
9001-2008 untuk
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No

Prioritas
pembangunan

Program
Pembanguan

Kinerja

Indikator

Target

SKPD

Program Perencanaan
Pengembangan  Kota-
kota menengah dan
besar

e Tersusunya bahan/
dokumen perencanaan
transportasi

e Tersususnnya bahan/
dokumen perencanaan
penanggulangan
bencana.

e Tersusunnya bahan/
dokumen perencanaan
kegiatan air minum,
drainase dan sanitasi
perkotaan

3 dokumen

Bappeda

Program  perencanaan
pembangunan daerah

e Rancangan Awal RKPD
Tahun 2013

e Musrenbang RKPD
Tahun Angaran 2012

e Perbub RKPD Tahun
2013.

¢ Nota Kesepakatan
KUA/PPAS Tahun 2013

e KUA/PPAS Tahun 2013

¢ Nota Kesepakatan
KUA/PPAS Perubahan
Tahun Anggaran 2012.

e KUA/PPAS Perubahan
Tahun Anggaran 2012.

e LKPJ Tahun 2011.

e Laporan Monitoring
Tahun Anggaran 2012.

9 dokumen

Bappeda

Program  perencanaan
pembangunan ekonomi

e Dokumen
Pengembangan
Kawasan Agropolitan

e Dokumen
Pendampingan
Program OVOP

e Dokumen Perencanaan
Program
Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu

e Tersedianya Basis Data
Perekenomian Daerah

4 Dokumen

Bappeda

Program perencanaan
sosial budaya

Tersusunnya dokumen
perencanaan Kesra dan
Pemerintahan

2 dokumen

Bappeda
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No

Prioritas
pembangunan

Program
Pembanguan

Kinerja

Indikator

Target

SKPD

Program  perencanaan
prasarana wilayah dan
sumber daya alam

e Dok. laporan hasil
perenc. fisik meliputi
sektor transportasi, air
minum, drainase,
sanitasi, irigasi,
penataan ruang,
pertanahan, lingkungan
hidup, permukiman dan

kebersihan Tahun 2010.

e Dokumen rencana
tindak tahun 2011
terkait sektor
transportasi, air minum,
drainase, sanitasi,
irigasi, penataan ruang,
pertanahan, lingkungan
hidup, permukiman dan
kebersihan

2 dokumen

Bappeda

Program Penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah

Terfasilitasinya prosesc
persetujuan penlok untuk
pengadaan tanah instansi
pemerintah

82 SK

Setda

Program Penataan | Meningkatnya Pelayanan Sudah memiliki | Dinsosdukcasip
Administrasi Kependudukan dan KTP =
Kependudukan Catataqn Sipil 2501632,2555
Program  peningkatan | Terselenggarakannya 1 paket | Setwan
Kapasitas Lembaga | Pembahasan Rancangan
Perwakilan Rakyat | Peraturan Daerah.
Daerah
Program  peningkatan | Terfasilitasinya 7 Lembaga | Setda
pelayanan kedinasan | Pelayanan Kepala
kepala daerah/ wakil | daerah/wakil kepala
kepala daerah daerah dalam

pelaksanaan dinas dalam

dan luar daerah
Program  peningkatan | Terwujudnya aparatur 69 SKPD | DPPK dan
dan Pengembangan | pengelola keuangan Setda
pengelolaan keuangan | daerah yang handal dan
daerah professional secara

paripurna baik dalam

pengelolaan pendapatan

maupun belanja daerah.
Program  peningkatan | Sinkronisasi kewibaan 40% | Setda,
sistem pengawasan | pemerintah dan Inspektorat,
internal dan | masyarakat dalam Kec dan Kel
pengendalian pelaksanaan pemerintah,
pelaksanaan kebijakan | pembangunan dan
KDH kemasyarakatan
Program  Peningkatan Inspektorat

Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
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Kinerja

No penl:g::;z?lan Pe:gg;:jran SKPD
Indikator Target
Program  Peningkatan Setda
Kejasama antar
Pemerintah Daerah
Program Penataan | Terselenggaranya 40% | Setda dan
Peraturan  Perundang- | koordinasi kerjasama Setwan
undangan permasalahan perundang-
undangan
Program Penataan | Teranalisanya 237 titik pilar | Setda
Daerah Otonomi Baru penyelenggaraan otonomi
daerah di Kabupaten
Bandung
Program  peningkatan | Meningkatnya kapasitas Terlaksananya | BKPP
kapasitas sumberdaya | SDM CPNS, kinerja PNS pengiriman
aparatur dan profesionalisme peserta
Aparatur prajabatan gol
I, II dan III
sebanyak 340
orang dan
adanya
penambahan
kuota dari gol II
sebanyak 80
orang dan gol
III sebanyak
120 orang,
pengiriman
peserta diklat
pim 80 orang
dan 280 teknis
tugas dan
fungsi
Program Pembinaan | e Terciptanya Pejabat Terselenggaran | BKPP
dan Pengembangan struktural sesuai ya sidang baper
Aparatur dengan kompetensi jakat sebanyak
yang dibutuhkan oleh 12 kali
SKPD, terpenuhinya
pengisian formasi
pegawai sesuai
kebutuhan organisasi.
e Meningkatnya disiplin
dan mental pegaewai
kualitas pelayanan
aparatur, serta
terdapatnya akurasidata
pegawai kabupaten
bandung
Program Ketersediaan Dokumen 6 dokumen | Bappeda
pengembangan Statistik:

data/informasi/statistik
daerah

e PDRB Kab

o PDRB Kecamatan
e IPM

e SUSEDA

o KBDA

e IKM

e THK
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Kinerja

No penl:g::;z?lan Pe:gg;:jran SKPD
Indikator Target
Program perbaikan | Terlaksananya 30 Narasumber | Bapapsi
sistem administrasi | pemutakhirkan data yang
kearsipan sudah ada dari kegiatan
serupa sebelumnya
Program penyelamatan | Jumlah SKPD yang dibina 20% | Bapapsi
dan pelestarian | dalam pengelolaan
dokumen/arsip daerah kearsipan
Program  peningkatan | Persentase SKPD yang 20% | Bapapsi
kualitas pelayanan | telah Menerpkan Arsip
informasi secara Baku
Program Meningkatnya kualitas 20% | Bapapsi
Pengembangan pelayanan informasi kpd
Komunikasi, Informasi | pimpinan & masyarakat
dan Media Massa serta memperbaiki kinerja
dalam menjalankan
proses pemerintahan
Program fasilitasi | Meningkatnya kualitas 20% | Bapapsi
Peningkatan SDM | aparatur dan masyarakat
bidang komunikasi dan | dalam bidang TIK dan
informasi menciptakan masyarakat
yang faham teknologi dan
mampu mengantisipasi
perubahan global
Program kerjasama | Terlaksananya penyebar 40% | Bapapsi dan
informsi dan  media | luasan informasi Setda
massa pelaksanaan
pembangunan Kabupaten
Bandung
Program - Meningkatnya layanan 20% | Bapapsi
Pengembangan Budaya | informasi bahan pustaka
Baca dan Pembinaan | terhadap pengguna
Perpustakaan secara kontinue
Program  Transmigrasi | Terdaftarnya calon 50 kk
Regional transmigrasi (KK)
Program Perlindungan | ¢ Terkendalinya 80% | BPLH
dan Konservasi Sumber kerusakan tanah akibat
Daya Alam produksi bioassa
sesuai dengan SPM
e Terlaksanaya kegiatan
konservasi daerah
tangkapan air dan
sumber-sumberair
e Meningkatnya peran
serta masyarakat
dalam pengelolaan
keanekaragaman
hayati dan ekosistem
Program  Peningkatan | Tersedianya Tersedianya BPLH
Kualitas dan  Akses | pengembangan data dan | buku SLHD dan

Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan
Hidup

informasi lingkungan

basis data
tahun 2012
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Kinerja

No penl:g::;z?lan Pe:gg;:jran SKPD
Indikator Target
Program  Peningkatan | Meningkatnya 6 kali BPLH
Pengendalian Polusi pengetahuan dan pelaksanaan
pengelolaan pengendalian | punyuluhan/
pencemaran lingkungan sosialisasi
oleh pelaku kegiatan
usaha
Meningkatnya kapasitas 50% BPLH
laboratorium pengujian
kualitas udara dan air
Penerapan manajemen 40% BPLH
lingkungan menuju green
laboratorium dan GLP
sesuaidengan standar
Belum tersedianya IPAL, Pembangunan | BPLH
RPH, pilot project IPAL IPAL RPH
domestik serta
pembangunan instalasi
pengontrol air limbah
Program Pengendalian | Meningkatnya kebersihan | Menaikkkan BPLH
Pencemaran dan | dan penghijauan nilai dan atau
Perusakan Lingkungan lingkungan Adipura
Meningkatnya Meningkatnya BPLH
pemahaman pengelolaan | peran serta
lingkungan pada masyarakat
masyarakat
Meningkatnya kualitas BPLH
lingkungan sesuai dengan
SPM pada kegiatan
industri, jasa dan
pertanian
Tersedianya kebijakan - 1 Dok Pra PS BPLH
bidang lingkungan dan intalasi
dokumen lingkungan pengontrol air
limbah- 1 dok
kajian aspek
manajemen
IPAL terpadu
Cisirung
Terlaksananya monitoring | 100 keg dgn BPLH
dan evaluasiterhadap 23%
kegiatan yang wajib
AMDAL dan UPL-UKL
Terevaluasinya BPLH
pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
Program Pelayanan dan | meningkatkan rasa KTK =4 5 Dinsosdukcasip

Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial

Kepercayaan diri,
kemauan dan
kemandirian PMKS
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No

Prioritas
pembangunan

Program
Pembanguan

Kinerja

Indikator

Target

SKPD

Program pembinaan
anak terlantar

Terpenuhinya Kebutuhan
dasar Anak

Anak Terlantar
=30

Dinsosdukcasip

Program pembinaan
para penyandang cacat
dan trauma

meningkatnya rasa
Kepercayaan diri,
Kemauan dan
Kemandirian Penyandang
Cacat

PENY CACAT =
26

Dinsosdukcasip

Program pembinaan
panti asuhan/ panti
jompo

Meningkatnya
kemampuan Pengelolaan
Panti Asuhan/Jompo bagi
Pengurus

PANTI = 25

Dinsosdukcasip

Program pembinaan eks
penyandang  penyakit
sosial (eks narapidana,
PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)

meningklatnya rasa
Kepercayaan diri,
Kemauan dan
Kemandirian penyandang
eks. Penyakit Sosial

ANAK NAKAL =
50

Dinsosdukcasip

Program Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya kinerja
lembaga Kesejahteraan
Sosial masyarakat dalam
UKS

TKSK = 29

Dinsosdukcasip

Peningkatan dan
perluasan
kualitas
pelayanan
pendidikan

Program Pendidikan
Anak Usia Dini

- Jumlah siswa pada
jenjang Tk / Ra /penitipan
anak
- Jumlah anak usia 4 — 8
tahun
- Jumlah Paud
(TK/RA/Penitipan anak)

8763

42.715

20.52%

Dikbud

Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

jumlah murid usia 7-12
thn SD/MI

80,183

Dikbud

jumlah penduduk
kelompok usia 7-12 tahun
SD/MI

80,536

Dikbud

APS SD/MI

99,56

Dikbud

jumlah murid usia 13-15
thn SMP/MTs

30.950

Dikbud

jumlah penduduk
kelompok usia 13-15
tahun SMP/MTs

38.107

Dikbud

APS SMP/MTs

81,22

Dikbud

Angka Partisipasi Murni
SD

99,57

Dikbud

Angka Partisipasi Murni
SMP

81,22

Dikbud

Rata-Rata Lama Sekolah

9,02

Dikbud

Jumlah sekolah SD/MI

1553

Dikbud

Jumlah penduduk
kelompok usia 7-12 tahun
SD/MI

402,631

Dikbud

Rasio SD/MI

38,78

Dikbud

Jumlah sekolah SMP/MTs

411

Dikbud

jumlah penduduk
kelompok usia 13-15
tahun SMP/MTs

190,535

Dikbud
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Kinerja

No penl:g::;z?lan Pe:gg;:jran SKPD
Indikator Target
Rasio SMP/MTs 19,9 | Dikbud
Jumlah Guru SD/MI 15,936 | Dikbud
Jumlah Kelas SD/MI 11474 | Dikbud
Jumlah Guru per Kelas 1,39 | Dikbud
SD/MI
Jumlah Murid SD/MI 419,99 | Dikbud
Rasio SD/MI 0,003 | Dikbud
Jumlah Guru SMP/MTs 10003 | Dikbud
Jumlah Kelas SMP/MTs 3763 | Dikbud
Jumlah Guru per Kelas 2,66 | Dikbud
SMP/MTs
Jumlah Murid SMP/MTs 192,851 | Dikbud
Rasio SMP/MTs 0,019 | Dikbud
Program Pendidikan | Jumlah sekolah 250 | Dikbud
Menengah SMA/MA/SMK
jumlah penduduk 171,552 | Dikbud
kelompok usia 16-18
tahun SMA/MA/SMK
Rasio SMA/MA/SMK 14,03 | Dikbud
Jumlah Guru SMA/MA 6970 | Dikbud
Jumlah Kelas SMA/MA 2093 | Dikbud
Jumlah Guru per Kelas 3,33 | Dikbud
SMA/MA
Jumlah Murid SMA/MA 177,124 | Dikbud
Rasio SMA/MA 0,048 | Dikbud
Angka Partisipasi Kasar 54,04 | Dikbud
SMA
Angka Partisipasi Murni 41,50 | Dikbud
SMA
Program Pendidikan | Jumlah penduduk usia 435.581 | Dikbud
Non Formal diatas 15 tahun yang bisa
membaca dan menulis
Jumlah penduduk usia 15 439.936 | Dikbud
tahun keatas
Angka Melek Huruf 99,01 | Dikbud
Jumlah Siswa Putus Dikbud
Sekolah SD/MI 285
Jumlah seluruh Siswa 403,173 | Dikbud
SD/MI
Angka Putus Sekolah 0,07 | Dikbud
(Persentase) SD/MI
Jumlah Siswa Putus 844 | Dikbud
Sekolah SMP/MTs
Jumlah seluruh Siswa 143,328 | Dikbud
SMP/MTs
Angka Putus Sekolah 0,59 | Dikbud
(Persentase) SMP/MTs
Jumlah Siswa Putus 391 | Dikbud
Sekolah SMA/MA
Jumlah seluruh Siswa 67,476 | Dikbud
SMA/MA
Angka Putus Sekolah 0,58 | Dikbud

(Persentase) SMA/MA
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No

Prioritas
pembangunan

Program
Pembanguan

Kinerja

Indikator

Target

SKPD

Program  Peningkatan
Mutu  Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Jumlah guru yang
bersertifikasi

Dikbud

Jumlah guru yang
memenuhi standar
kompetisi dan kualifikasi

Dikbud

Jumlah KKG,

Dikbud

Sistem pendataan dan
pemetaan pendidik dan
tenaga kependidikan di
seluruh unit sistem
pendidikan

Dikbud

Jumlah guru yang
mendapat beasiswa

Dikbud

Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan

Data Based Bidang
Pendidikan Formal
maupun Formal seluruh
jenjang

Dikbud

Jumlah Dewan sekolah

Dikbud

Jumlah Komite sekolah

Dikbud

Peningkatan dan
perluasan
kualitas
pelayanan
kesehatan

Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan
obat perkapita penduduk
dengan nilai 2 $

5.000

Dinkes

Program Upaya
Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya upaya
pelayanan kesehatan
masyarakat disarana
pelayanan maupun di luar
sarana pelayanan
kesehatan

65%

Dinkes

Program Upaya
Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya upaya
pelayanan kesehatan
masyarakat disarana
pelayanan maupun di luar
sarana pelayanan
kesehatan

65%

RSD Majalaya

Program Upaya
Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya upaya
pelayanan kesehatan
masyarakat disarana
pelayanan maupun di luar
sarana pelayanan
kesehatan

65%

RSUD
Cicalengka

Program  Pengawasan
Obat dan Makanan

Terlaksananya
pengendalian dan
pembinaan serta
pengawasan farmasi dan
makanan minuman

70%

Dinkes

Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
masyarakat

Terlaksananya upaya
promosi kesehatan
melalui berbagai media
dan pemberdayaan
masyarakat

43%

Dinkes

Program Perbaikan Gizi
Masyarakat

Tertanggulanginya
masalah gizi buruk balita
di masyarakat

100%

Dinkes

Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat

Terlaksananya upaya
pencegahan penyakit
berbasis lingkungan

70%

Dinkes
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Kinerja

No penl:g::;z?lan Pe:gg;:jran SKPD
Indikator Target
Program  Pencegahan | Terlaksananya upaya 76% | Dinkes
dan Penanggulangan | pencegahan,
Penyakit Menular pengendalian dan
penanggulangan penyakit
menular
Program  Standarisasi | Tersusunya regulasi Dinkes
Pelayanan Kesehatan tentang upaya pelayanan 3
kesehatan masyarakat
Kabupaten Bandung
Program  Standarisasi | Tersusunya regulasi Dinkes dan
Pelayanan Kesehatan tentang upaya pelayanan 3 | RSUD
kesehatan masyarakat Cicalengka
Kabupaten Bandung
Program Pelayanan | Terlaksananya pelayanan 100% | Dinkes
Kesehatan Penduduk | kesehatan bagi
Miskin masyarakat miskin melalui
sistem kapitasi
Program pengadaan, | Tersedianya sarana 35% | Dinkes
peningkatan dan | prasarana pelayanan
perbaikan sarana dan | kesehatan yang
prasarana refresentatif di sarana
puskesmas/puskesmas pelayanan kesehatan
pembantu dan | dasar
jaringannya
Program pengadaan, | Rasio jumlah rumah sakit RSD Soreang,
peningkatan sarana dan | terhadap jumlah RSD Majalaya
prasarana rumah | penduduk dan RSUD
sakit/rumah sakit Cicalengka
jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
Program pemeliharaan | Rasio jumlah rumah sakit RSD Soreang,
sarana dan prasarana | terhadap jumlah RSD Majalaya
rumah sakit/rumah sakit | penduduk dan RSUD
jiwa/rumah sakit paru- Cicalengka
paru/rumah sakit mata
Program Kemitraan | Tersedianya kemampuan 40% | Dinkes, RSD
peningkatan pelayanan | tenaga dokter dan Soreang  dan
kesehatan paramedis dalam RSUD
penanganan kegawat Cicalengka
daruratan
Program  peningkatan | Terlaksananya 40% | Dinkes
pelayanan  kesehatan | penyelenggaraannya
lansia perawatanj kesehatan
bagi lansia
Program  peningkatan | Terlaksananya pelayanan 91% | Dinkes
keselamatan ibu | kesehatan bagi
melahirkan dan anak keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Program Penguatan | Menurunnya jumlah 25 | BKBPP
Kelembagaan trafficking dan KDRT,
Pengarusutamaan serta meningkatnya
Gender dan Anak organisasi PPA, dan
terbentuknya P2TP2
tingkat Kabupaten
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No

Prioritas
pembangunan

Program
Pembanguan

Kinerja

Indikator

Target

SKPD

Program  Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan

kader posyandu
mendapat pengetahuan
tentang ekonomi dan
kesejahteraan keluarga

250 Orang

BKBPP

Program  Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan jender

dalam pembangunan

tercapai 1 desa binaan
Program P2WKSS dengan
terbina 100 KK miskin

90 KK

BKBPP

Program Keluarga
Berencana

tercapainya pelayanan
Keluarga Berencana
melalui :

pelayanan KB MOP dan
MOW

Kesepakatan Pelayanan
Dengan Medis

Pelayanan KB Paska
Pelayanan, Menurunnya
LPP (laju pertumbuhan
penduduk) melalui
pengaturan kelahiran.
Cakupan PUS dibawah 20
tahun Cakupan PUS
menjadi peserta KB (CPR)
Cakupan kontrasepsi
MKJP Cakupan unmet
need, Penyediaan
informasi data mikro
keluarga

BKBPP

Program Kesehatan
Reproduksi Remaja

Meningkatkan
Pengetahuan Remaja
tentang kesehatan
reproduksi yang dilakukan
melalui: Lokakarya remaja
Pembentukan Kelompok
PKIR

Pertemuan PIKR
Percontohan

pembinaan Remaja Di
pesantren

Pembinaan Remaja di
Sekolah

Pembentukan desa model
PUP

Pengembangan Kelompok
PIKR

125 peserta
31 kelompok
5 kelompok

3 potren
5SLTA

10 desa

31 Kecamatan

BKBPP

Program pembinaan
peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR
yang madiri

tercapainya peningkatan
peran serta masyarakat
dalam program KB di
setiap desa

300 Orang
930 Orang

BKBPP

Program  peningkatan
penanggulangan
narkoba, PMS termasuk
HIV/ AIDS

Menurunkan kasus
penularan Penyakit
HIV/IADs

175 Orang

BKBPP
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Kinerja

No penl:g::;z?lan Pe:gg;:jran SKPD
Indikator Target
Program Tersedianya data Potensi 31 Buku | BKBPP
pengembangan bahan | tentang Pengasuhan 1 Paket
informasi tentang | anak.
pengasuhan dan | Meningkatnya
pembinaan tumbuh | pengetahuan ibu melalui
kembang anak kartu kembang anak
Program penyiapan | Meningkatkan peran 550 Orang | BKBPP
tenaga pendamping | kelompok BKB, BKR, BKL 200 Orang
kelompok bina keluarga | dan UPPKS di tingkat 200 Orang
kecamatan 425 Orang BKB
(40%) UPPKS
(52%)
4 Peningkatan Program  Transmigrasi | Terdaftarnya Calon 50 orang | Disnaker
perluasan Regional Transmigran (KK)
kesempatan Terlatihnya Calon 40 orang | Disnaker
kerja Transmigran (KK)
Terjajaginya daerah 3 prov | Disnaker
Penerima Transmigrasi
(Daerah)
Terwujudnya kerjasama 3 prov | Disnaker
antar Daerah (KSAD)
Tertempatkannya 40 orang | Disnaker
Transmigran (KK)
Program Pemberdayaan | Meningkatkan KPM = 40 | Dinsosdukcasip
Fakir Miskin, Komunitas | Kemempuan Fm dan PKH = 8276
Adat Terpencil (KAT) | PMKS dalam memenuhi
dan Penyandang | Kebutuhan dasar
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Program  Peningkatan | Terlatihnya angkatan 640 org | Disnaker
Kualitas dan | kerja di kabupaten
Produktivitas  Tenaga | Bandung
Kerja
Program  Peningkatan | Terserapnya 1.213.507 org | Disnaker
Kesempatan Kerja pengangguran
Program Perlindungan | Meningkatnya lembaga 60% | Disnaker
Pengembangan P2K3
Lembaga Terdaftarnya Calon 50 orang | Disnaker
Ketenagakerjaan Transmigran (KK)
Terlatihnya Calon 40 orang | Disnaker
Transmigran (KK)
Terjajaginya daerah 3 prov | Disnaker
Penerima Transmigrasi
(Daerah)
Terwujudnya kerjasama 3 prov | Disnaker
antar Daerah (KSAD)
Tertempatkannya 40 orang | Disnaker
Transmigran (KK)
5 Peningkatan Program  Perlindungan | Jumlah kelompok yang 30 Kelompok | BKP3
ketahanan dan konservasi sumber | mengembangkan aneka
pangan dan | daya hutan usaha kehutanan
kesejahteraan Program Perlindungan | Jumlah kecamatan yang 8 Kecamatan | Distanbunhut

pelaku pertanian

dan konservasi sumber
daya hutan

dikendalikan dari
gangguan hutan
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Kinerja

No penl:g::;z?lan Pe:gg;:jran SKPD
Indikator Target
Program Pemanfaatan | Meningkatnya aneka 14 desa | Distanbunhut
Potensi Sumber Daya | usaha kehutanan
Hutan
Program rehabilitasi | Luas Lahan Kritis yang 4.415,34 ha | Distanbunhut
hutan dan lahan direhabilitasi
Program  Peningkatan | Jumlah Kelompok BKP3
Kesejahteraan Petani aggribisnis yang
menerapkan SOP-GAP:
1 Sayuran 25 kel
2. Tan Hias 15 kel
3 Buah-buahan 20 kel
Program  Peningkatan | Terlaksananya verifikasi 3 jenis | BKP3
Kesejahteraan Petani pemantauan sosialisasi
dan pembinaan terhadap
kelompok penerima LDPM
usaha ekonomi produktif
dan alat pengolahan
pupuk organik
Program  Peningkatan | Persentase jumlah 65,32% | BKP3
Ketahanan Pangan | konsumsi pangan utama
pertanian/perkebunan terhadap ketersediaan
pangan utama (ton)
Program  Peningkatan | Jumlah kelompok Distanbunhut
Ketahanan Pangan | agribisnis : dan BKP3
pertanian/perkebunan 1.padi 32
2.Jagung 2
Luas areal pengembangan 650
SRI (Ha)
Jumlah Unit Pengolahan 64
Pupuk organic (UPPO)
Luas areal pengembangan 40
hortikultura aman
konsumsi (Ha)
Program  peningkatan | Luas pemanfaatan 480 | Distanbunhut
pemasaran hasil | Jitut/Jides, embung,
produksi sumur pantek dan sumur
pertanian/perkebunan resepan (ha)
Program  Peningkatan | Jumlah demplot 135 | BKP3
Penerapan  Teknologi | pertanian
Pertanian/Perkebunan
Program  Peningkatan | Jumlah kelompok Distanbunhut
Penerapan  Teknologi | agribisnis yang
Pertanian/Perkebunan menerapkan SOP-GAP:
1.Sayuran 25 kel
2.Tan. Hias 15 kel
3.Buah-buahan 20 kel
Program pemberdayaan | Jumlah kelompok 96 | BKP3
penyuluh sasaran penyuluh
pertanian/perkebunan
lapangan
Program Jumlah sistem 1 | BKP3
pengembangan sistem | penyuluhan
Penyuluhan perikanan
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Kinerja

No penl:g::;z?lan Pe:gg;:jran SKPD
Indikator Target
Program  pencegahan | Jenis penyakit ternak Disnakan
dan  penanggulangan | yang ditanggulangi 4
penyakit ternak
Program  peningkatan | Produksi Daging (ton) 45.183 | Disnakan
produksi hasil | Produksi Telur (Ton) 8.323
peternakan Produksi Susu (Ton) 62.876
Program  peningkatan | Jumlah pasar hewan 2 | Disnakan
pemasaran hasil
produksi peternakan
Program  Peningkatan | Jumlah penggunaan Disnakan
Penerapan  Teknologi | biogas (unit) 796
Peternakan Kompos (Unit) 114
Program  Peningkatan | Jumlah penggunaan 114 | BKP3
Penerapan  Teknologi | biogas (unit)Kompos
Peternakan (Unit)
Program Target produksi benih Disnakan
pengembangan ikan (ekor) 1.088.942.812
budidaya perikanan
Program - - | Disnakan
pengembangan
perikanan tangkap
Program Jumlah kawasan Disnakan
pengembangan budidaya ikan yang 7
kawasan budidaya laut, | berwawasan lingkungan
air payau dan air tawar
Program optimalisasi | Penerapan GMP pada Disnakan
pengelolaan dan | produk ikan (jenis
pemasaran produksi | pengolahan)
perikanan (dst...)
Program  peningkatan | Peningkatan Produksi Distanbunhut
produksi (ton) :
pertanian/perkebunan 1.Padi 472.564
2.Jagung 51.000
3.Sayuran 1.039220
4.Buah-buahan 560.823
5.Tan. Hias 382.253
6.Tan. Obat-obatan 836.410
7.Kopi 3.875
8.Teh 3.133
9.Cengkeh 111
6 Peningkatan Program Pengendalian | Berkurangnya Luas 327,848 ha | SDAPE
kuantitas  dan | Banjir genangan di Kecamatan
kualitas Cileunyi , Margaasih,
infrastruktur Margahayu, Katapang,
wilayah Soreang
Program Berkurangnya lama Terlaksananya | SDAPE
Pengembangan dan | genangan/pembuatan rehabilitasi dan
Pengelolaan dan | trase dan tanggul saluran | normalisasi
Konversi Sungai, Danau | drainase serta saluran 4%
dan Sumber Daya Air | pengembangan dan
Lainnya pengelolaan sumber daya
air/adanya dokumen
rencana induk irigasi dan
drainase
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Kinerja

No penl:g::;z?lan Pe:gg;:jran SKPD
Indikator Target
Program Pembangunan | Meningkatnya kualitas DED pemb. JIn Bina Marga
Jalan dan Jembatan dan kuantitas Jalan dan dan jembatan
jembatan (pembangunan | dan dok. Amdal
jalan lingkar Banjaran, JI serta
Lingkar Majalaya, JI pembebasan
Lingkar Katapang lahan
baleendah, ]I Lingkar
Baleendah-Majalaya), JI
Ibun-Monteng)
Program Pembangunan | Meningkatnya kualitas Pemb. Bina Marga
saluran dan kuantitas saluran Draenase di 58
drainase/gorong-gorong | drainase/gorong serta Lokasi
berkurangnya tingkat
genangan
Program Pembangunan | Meningkatnya kualitas Pemb. TPT di Bina Marga
turap/talud/brojong jalan serta berkurangnya 25 Lokasi
resiko pengguna jalan
Program Meningkatnya kualitas Peningkatan Bina Marga
rehabilitasi/pemeliharaa | Jalan dan jembatan jalan 60 Km,
n Jalan dan Jembatan Pemel. Periodik
30 Km, Pemel.
Rutin 147 km,
Pemel Rutin
147 km
Pemeliharaan
Jembatan 78
Lokasi,
Pemeliharaan
Rutin Jembatan
127 Lokasi
Program inspeksi | Meningkatnya kualitas Dokumen Bina Marga
kondisi Jalan dan | Jalan dan jembatan serta | Inspeksi Jalan
Jembatan tersedianya informasi sepanajang 300
rencana penanganan Km
jalan dan jembatan
Program Pembangunan | tersedianya informasi Dokumen Data | Bina Marga
sistem  informasi/data | jalan dan jembatan terkini | Base Jalan di 8
base jalan dan Kecamatan
jembatan
Program  peningkatan | Meningkatnya Pembangunan Bina Marga
sarana dan prasarana | kemampuan penunjang Lab Tahap II ,
kebinamargaan kegiatan kebinamargaan DED dan
Pembebasan
lahan untuk
AMP ,
Pengadaan Alat
Berat Buldozer
dan sukucadang
alat berat
Program Pembinaan | Rasio elektri SDAPE
Pengembangan
Ketenagalistrikan
Program Meningkatnya SDAPE
Pengembangan dan | kemampuan Jaringan
Pengelolaan  Jaringan | Irigasi dalam pelayanan
Irigasi, Rawa dan | terhadap kebutuhan air
Jaringan Pengairan
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No

Prioritas
pembangunan

Program
Pembanguan

Kinerja

Indikator

Target

SKPD

Lainnya

Saluran Induk =
77,764 Km

SDAPE

- 47,281 Km (60,8%)
Kondisi baik

SDAPE

-15,553 Km (20%) kondisi
rusak berat

0,99 km

SDAPE

- 14,931 Km (19,20%)
kondisi rusak ringan

1,13 km

SDAPE

Saluran sekunder 136
KM

- 81,60 Km (60%) Kondisi
baik

SDAPE

- 34 Km (25%) Kondisi
rusak berat

2,71 km

SDAPE

- 20,40 Km (15%) Kondisi
rusak ringan

1,5 km

SDAPE

Saluran Tersier
831,044 Km

SDAPE

Jumlah Bangunan Air
933 buah

SDAPE

Bangunan Utama 440
buah

- 140 buah (31,80 %)
Kondisi baik

SDAPE

- 180 buah (40,10 %)
Kondisi rusak berat

9 Buah

SDAPE

- 120 buah (28,10%)
Kondisi rusak ringan

6 Buah

SDAPE

Bangunan Bagi Sadap
= 273 buah

- 116 buah (42,49 %)
Kondisi baik

SDAPE

- 58 buah (21,20 %)
kondisi rusak berat

3 Buah

SDAPE

- 99 buah (36,30 %)
kondisi rusak ringan

4 Buah

SDAPE

Bangunan Pelengkap
= 220 Buah

SDAPE

- 176 buah (80%) Kondisi
baik

SDAPE

- 14 Buah (6,36%)
Kondisi rusak berat

1 Buah

SDAPE

- 30 buah (13,64%)
kondisi rusak ringan

6 Buah

SDAPE

Program
pengembangan wilayah
strategis dan cepat
tumbuh

Meningkatnya kualitas
dan kuantitas
infrastruktur pada wilayah
strategis dan cepat
tumbuh

Pembangunan
infrastruktur di
9 Lokasi

Bina Marga

Program rehabilitasi dan
pemeliharan prasana
dan fasilitas LLAJ

Meningkatnya kualitas
prasarana dan fasilitas
LLAJ

Kalibrasi 12
item alat PKB

Dishub
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Kinerja

No penl:g::;z?lan Pe:gg;:jran SKPD
Indikator Target
Program  Peningkatan | Meningkatnya kualitas 1. Penyuluhan Dishub
Pelayanan Angkutan dan kuantitas pelayanan ke anak sekolah
angkutan secara memadai | dan masyarakat
di TMMD dan
TMSS
2. Updating
kinerja trayek
Program Pembangunan | Meningkatnya kualitas Dishub
Sarana dan Prasarana | dan kuantitas sarana dan
Perhubungan prasarana perhubungan
Program  peningkatan | Pemasangan fasilitas 1. Pengadaan | Dishub
dan pengamanan lalu | lalulintas, pengadaan rambu: 100
lintas rambu-rambu lalulintas rambu, 4 RPPJ,
dan pemeliharan: Pemel Rambu
1. Rambu lalulintas 2. Pengadaan
2. Rambu Proteble 500 m2 marka
3. RPPJ]
4. GUARD Rail
5. Trafic Light
6. Warning Light
7. Cermin Tikungan
8. Marka Jalan
Program Pembangunan | Meningkatnya dan Pemb. 980 TC | Bina Marga
Prasarana dan Fasilitas | lancarnya lalu lintas yang Pemel 200 TC
Perhubungan aman serta tertib
Program Pembangunan | Tersedianya sewa 1. Sewa 10 Dishub
Prasarana dan Fasilitas | terminal, kegiatan lokasi terminal
Perhubungan sosialisasi kebijakan, 2. Sosialisasi
kegiatan rakonas, rakonis | kpd juru parkir
WTN 3. Rakornas,
Rakornis dan
WTN
4.data
angkutan
barang
5. Pengadaan
Tanah dan
Pemb Terminal
Soreang Type B
Program  Peningkatan | Tersedianya informasi Dispopar
Sarana dan Prasarana | yang cepat dan online 0,71
Olahraga
Program  Peningkatan | Terlaksananya Dispopar
Sarana dan Prasarana | pemeliharaan sarana dan 0,50
Olahraga prasarana olahraga
7 Peningkatan Program penciptaan - PIRT Diskoperindag
kualitas iklim Usaha Kecil | - Sertifikasi halal 21
pengelolaan dan | Menengah yang | - Jumlah UMKM
pelaku usaha | kondusif
mikro, kecil dan | program - KUD/Koperasi Diskoperindag
menengah Pengembangan - Usaha Mikro dan embrio 16
(UMKM). Kewirausahaan dan | mikro
Keunggulan Kompetitif | - Intermediasi usaha

Usaha Kecil Menengah

- Pola Kemitraan
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Prioritas

Program

Kinerja

data/informasi

No pembangunan Pembanguan SKPD
Indikator Target
Program - Jumlah BPR dan LKM Diskoperindag
Pengembangan Sistem | - Jumlah UMKM 15
Pendukung Usaha Bagi | - Rumah Kemasan
Usaha Mikro  Kecil | - Bintek Kemasan
Menengah - Kelompok Usaha
(UMKM)
- Fasilitasi usaha KUKM
Program  Peningkatan | - Jumlah koperasi aktif- Diskoperindag
Kualitas Kelembagaan | Jumlah koperasi- 15
Koperasi Persentase koperasi aktif
Program Perlindungan | - Peningkatan Diskoperindag
Konsumen dan | pengawasan peredaran 16
pengamanan barang dan jasa
perdagangan -Alat UTTP yang diukur
ulang
- Jumlah LPKSM
- Jumlah Kasus sengketa
konsumen
Program - Pengembangan Diskoperindag
Pengembangan Industri | kelompok industri hulu 17
Kecil dan Menengah hilir
8 Perluasan Program Lingkungan | Tersedianya akses air Tersedianya Dispertasih
pelayanan  air | Sehat Perumahan minum yang aman akses air minum
bersih dan air melalui sistem penyediaan | yang aman
baku dengan jaringan melalui sistem
perpipaan dan bukan penyediaan
jaringan perpipaan dengan jaringan
terlindungi dengan perpipaan dan
kebutuhan pokok minimal | bukan jaringan
60 liter / orang / hari perpipaan
sebesar 50% terlindungi
dengan
kebutuhan
pokok minimal
60 liter / orang
/ hari sebesar
34%
Program Pemberdayaan | Tersedianya akses air Tersedianya Dispertasih
Komu